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disuarakan Aceh, Riau, Papua, dan bahkan Jogjakarta —sesuatu
yang membuat tingkat kompleksitas persoalan lebih rumit dan
mermmerlukan penilaian yang lebih hati-hati. Demikian pula
halnya dengan konflik-konflik etnis dan keagamaan yang terjadi
secara berkepanjangan di sejurnlah daerah seperti Ambon,
Maluku, Poso, Sampit ,dan sebagainya (Tadjoeddin, 2002).
Dalam konteks seperti itu, bukan saja kita telah keliru di
dalam mengembangkan argumen organik bahwa usia
kronologis (chornological age) negara Indonesia dengan sendirinya
akan membuat integrasi nasional bangsa ini terkonsolidasikan.
Tetapi, kehadiran suara-suara disintegratif itu justru
menempatkan persoalan integrasi nasional dalam panggung
yang lebih nyata, dan potensial untuk mengancam bangunan
integrasi nasional yang selama ini dianggap sudah tegak berdiri.
Yang lebih menyedihkan adalah bahwa kita tidak tahu
secara pasti—meskipun bisa menduga—sebab-sebab yang
mendasari keinginan-keinginan disintegratif itu. Apakah
munculnya ketegangan-ketegangan horizontal dan vertikal itu
menunjukkan bahwa raison d etre yang berada dibelakang peristiwa
sejarah kebangkitan nasional; sumpah pemuda; perjuangan
revolusi kemerdekaan; mosi integral Natsir telah berubah? Ataukah
ancaman disintegrasi itu hadir karena cara-cara pengelolaan
Republik yang tidak mendatangkan maslahat bagi semua?
Sejauh manakah daerah-daerah itu benar-benar ingin
memisahkan diri dari Republik? Lebih penting dari itu adalah,
dapatkah realitas seperti itu dijadikan dasar untuk mengatakan
bahwa daerah-daerah yang ingin memisahkan diri itu sudah
tidak lagi memiliki ikatan-ikatan loyalitas kepada Republik?
Terlepas dari apa sebenarnya yang mendasari keinginan
sejumlah daerah untuk memisahkan diri dari Indonesia—dan
sejauhmana keinginan itu benar adanya, fenomena di atas
menyadarkan kita bahwa persoalan integrasi nasional bukan
merupakan sesuatu yang bisa diperlakukan secara taken for
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granted. Ini berarti diperlukan upaya yang sungguh-sungguh
(deliberate) untuk setidak-tidaknya menjaga agar faktor-faktor
yang (dulu permah) mendorong integrasi nasional tetap relevan.
Lebih dariitu, cara-cara pengelolaan negara hendalmya bersifat
responsif terhadap kepentingan konstituen yang merupakan
unsur-unsur pendukung konfigurasi integrasi nasional.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan ulang
raison d’etre integrasi nasional. Dinamika perjalanan sejarah
Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mengharuskan
kita untuk mengkaji ulang pandangan masyarakat tentang
common platform yang mengikat kita sebagai bangsa Indonesia.
Dalam kerangka itu, tulisan ini dimaksudkan juga untuk
mengetahui secara lebih pasti akar-akar persoalan yang
memunculkan ketegangan-ketegangan horizontal dan vertikal
yang berlasung pada tahun-tahun awal paska kejatuhan
pemerintahan Soeharto.

Rekonstruksi Gagasan Awal Integrasi Nasional

Meskipun merupakan sesuatu yang masih bisa
diperdebatkan, gagasan awal mengenai integrasi nasional di
Indonesia—dan mungkin juga di negara-negara yang baru
merdeka (new states) pada pertengahan 40-an sampai
pertengahan 60-an—mencakup keinginan untuk hidup
bersama, merdeka, bebas dari pengaruh atau ikatan kolonial.
Sepintas, pemahaman seperti itu tidak banyak bedanya dengan
pandangan orang mengenai nasionalisme. Dan tampaknya,
memang demikian halnya. Sebab, bukan saja lingkungan sosial,
asal-usul atau sejarah integrasi nasional dan nasionalisme
adalah sebanding, tetapi antara integrasi nasional dan
nasionalisme juga terdapat kaitan yang sangat erat—bahkan
mungkin tak dapat dipisahkan (Kahin, 1952; Smith, 1982).

Sejarah panjang kolonialisme Belanda, terutama di Jawa,
yang terjadi dalam empat tahapan—sejak kehadiran VOC di
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awal abad ke-16 yang memonopoli perdagangan; keterlibatan
langsung pemerintah Belanda yang kemudian mendatangkan
sistem tanam paksa pada 1830-an; diberlakukannya kebijakan
liberal atau laissez-faire pada 1870 yang membuat pola
pengerukan kekayaan Nusantara sedemikian ekstensif; dan
munculnya “kesadaran” baru pemerintah kolonial untuk
sedikit mengurangi akibat-akibat negatif penjajahan di awal
abad ke-20—telah mendatangkan akibat-akibat yang tak
terbayangkan (Reinhardt, 1971: h, 1-10). Ini terutama benar
dalam kaitannya dengan perubahan struktur sosial, tingkah
laku ekonomi dan politik masyarakat.

Kendatipun pada periode tertentu, kolonialisme seperti
mengesankan memiliki aspek-aspek baik dan mulia (benign
colonialism), dalam banyak hal sejarah penjajahan merupakan
proses eksploitasi, deprivasi atau pengrusakan (disruption) sosial-
budaya, ekonomi dan politik masyarakat terjajah.

Menurut Herbert Feith, “colonial society was depicted asa society
where the economic interests of the few destroyed the values and ways of
life of the many, a society where economic progress as defined by the
large Dutch business houses had priority in the government’s eyes over
the physical and moral welfare of the people of the country.” (Herbert
Feith (1968: h. 35). Dalam konteks seperti itu, Soedjatmoko
melihat komunitas jajahan sebagai “a society without any organic
coherence.”

Atau, dalam kata-kata R. William Liddle,

“colonialism, in many ways disruptive of the traditional integration
of these small-scale societies, was a less than efficient instrument of
reintegration on a supralocal level. Such technigues as indirect rule,
for example, tended to encourage localitic and particularistic Ioyal-
ties, while the processes of social change in the period, e.g. the
spread of Westren educaion and a money economy, undermined the
principles of legitimacy of the traditional political systems, More-
ovet, colonial government was essentially administrative govern-

ment with little opportunity for political participation given to the
indigenous peoples either on a local basis or in terms of the whole
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territory under colonial rule.” (Liddle, 1970: h. 4-5).

Jika penilaian seperti itu benar, maka kolonialisme Belanda
telah dianggap merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik
masyarakat Nusantara. Tidak adanya atau hilangnya watak
koherensi-organik masyarakat Hindia Belanda dapat
dirujukkan pada praktik kolonialisme yang berkepanjangan
itu—yang menjadikan kebijakan devide et emperasebagai carauntuk
melanggengkan kekuasaan di negeri jajahan.

Karenanya, upaya mengusir penjajahan dimaksudkan untuk
mengubah tatanan-tatanan sosial-budaya, ekonomi, dan politik
yang disruptif, eksploitatif, dan deprivatif. Denganbegitu, koherensi-
organik masyarakat (bangsa) bisa ditegakkan, kendatipun awalnya
masih merupakan sesuatu yang diimajinasikan. Pemberontakan
terhadap kolonialisme Belanda, munculnya paham dan gerakan
nasionalis, dan ketika kemerdekaan pada akhirnya berhasil
diperjuangkan dan dipertahankan—baik melalui revolusi maupun
diplomasi—pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk
hidup lebih baik, secara moral maupun material, untuk menuju
cita-cita yang oleh Soekarno dirumuskan secara sederhana
“masyarakat yang adil dan sejahtera.” (Reinhardt, 1971: h. 4).

Keberhasilan di dalam memperjuangkan danmempertahankan
kemerdekaan itu antara lain disebabkan oleh adanya upaya-upaya
yang bersifat integratif dan konsertif (concerted efforts). Pandangan
seperti ini penting untuk ditegaskan, sebab kebijakan kolonialisme
Belanda untuk memberlakukan kebijakan politik belah bambu
(devideetempera) pada dasamya dimaksudkan untuk membuat respon
masyarakat jajahan bersifat lokal dan fragmentaris. Jika kebijakan
seperti ini berhasil dipertahankan, maka—seperti yang
ditunjukkan oleh gerakan-gerakan masianistis Jawa yang
bersifat lokal dan fragmentaris—pemerintah kolonial tidak perlu
khawatir dengan usaha-usaha masyarakat pribumi untuk
memperjuangkan kemerdekaan. Sebab, dengan pola
perjuangan seperti itu (bersifat lokal dan fragmentaris)
perlawanan terhadap kekuasaan penjajahn tak bakal efektif.
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Pandangan-pandangan ini dipahami benar oleh para pendiri
Republik yang sebagian besar berasal dari golongan inteligensia.
Berbeda dengan para pejuang terdahulu, mereka berusaha
meletakkan ideologi perjuangan dalam konteks yang lebih
luas - terintegrasikan dalam kepentingan masyarakat Hindia
Belanda. Karenanya, upaya-upaya kolektif dan integratif
merupakan sesuatu yang mutlak adanya. Sebab, tanpa upaya-
upaya kolektif dan integratif, seperti pernah ditunjukkan oleh
sejarah-sejarah lokal, perjuangan melawan penjajahan tidak
akan mendatangkan hasil yang diharapkan.

Fase akhir penjajahan dan gelombang nasionalisme yang
mulai pasang di berbagai belahan dunia di awal abad
keduapuluh memberikan dampak positif bagi upaya membangun
kesadaran kolektif akan kebangsaan, persatuan atau integrasi
nasional. Politik etis yang secara agak mencolok diberlakukan pada
fase akhir penjajahan memungkinkan membesarnya lapisan
kalangan terdidik. Kendatipun dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan birokratis kekuasaan penjajah, kebijakan tersebut juga
mendatangkan akibat-akibat yang tidak diinginkan bagi
Belanda —yaitu munculnya elite moderen dari kalangan terdidik
yang tidak hanya sadar akan hak-hak mereka, tetapi juga
melihat kolonialisme sebagai tindakan yang tidak bisa diterima.
Dari sinilah semangat untuk merdeka, membangun negara-
bangsa yang makmur dan sejahtera, muncul (Van Niel, 1960).

Karena semangat dan gerakan nasionalisme juga sedang
tumbuh di berbagai tanah jajahan, kecenderungan
internasional tersebut berjalan paralel dengan apa yang tengah
bergolak di kalangan intelijensia pribumi di awal abad
keduapuluh.” The dawn of Indonesian nationalism,” menurut Akira
Nagazumi, merupakan produk dari dua peristiwa sejarah di atas.
Munculnya organisasi-organisasi dan perbincangan-
perbincangan yang menjadi precursor bagi gerakan nasionalisme —
seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1912); polemik yang
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terjadi antara golongan agama dan golongan nasionalis tentang
kebangsaan Indonesia (1920an); terobsesinya Soekarno akan
kekuatan-kekuatan Nusantara yang terintegrasikan, antara
kaum agama, nasionalis, dan komunis (1926); diucapkarnya
Sumpah Pemuda (1928); dan sebagainya —merupakan petunjuk
penting bahwa kesadaran kolektif untuk bersatu dan
terbebaskan dari belenggu penjajahan merupakan sesuatu yang
tidak bisa dihalang-halangi lagi.

Jika kilas-balik sejarah seperti dipaparkan dt atas bisa
diterima, maka sebenarnya gagasan awal—dan mungkin juga
pokok—mengenai integrasi nasional sebenarnya sangat
sederhana. Kalau boleh dirumuskan, maka pemikiran tersebut
tumbuh dari keinginan untuk bebas dari penjajahan—agar
jalan bagj terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dapat
segera diwujudkan. Untukitu, diperlukanupaya-upaya kolektif
dan integratif dari pihak-pihak yang terjajah di kawasan Hindia
Belanda. Bahwa di dalam keinginan tersebut terselip gagasan
untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu
adalah sesuatu yang secara simbolik diperlukan—hatta bagi
komunitas yang masih dibayangkan.

Dari sinilah kemudian diketahui bahwa pada akhirnya
integrasi nasional berkaitan dengan apa yang oleh Liddle disebut
“Joyalitas” —kesetiaan untuk menerima batasan-batasan
geografis negara-bangsa dan aturan permainan yang
menyertaninya. Dalam kata-katanya,

“a modern polity may be said to be integrated (1) when most people
accept the territorial boundaries of the nation-state as a given of
political life and do not attempt to make them either more or less
inclusive, and (2) when most people accept the structures of govern-
ment and the rules of the political process as legitimate and authori-
tative for the whole society.” (Liddle, 1970: h. 205).

Meskipun gagasan mengenai integrasi nasional didasarkan
pada keinginan-keinginan yang sederhana, mewujudkannya
dalam realitas yang lebih konkrit bukanlah persoalan mudah.
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Sejarah Indonesia moderen, baik di tahun-tahun awal paska
kemerdekaan atau ketika pembangunan nasional sudah relatif
jelas dirumuskan, menunjukkan dengan jelas bahwa jalan ke
arahitu penuh dengan rintangan. Ide tentang integrasi nasional,
yang sebenarnya tidak terlalu kompleks, tidak disertai oleh
adanya modal sosial-budaya dan politik yang sepenuhnya
kondusif bagi berkembangnya rasa penerimaan terthadap wadah
negara-bangsa beserta aturan-aturan permainannya. Sebaliknya,
seperti ditunjukkan oleh sejumlah studi, masyarakat Hindia
Belanda dipenuhi oleh karakteristik-karakteristik sosial-budaya
dan politik yang secara horizontal dan vertikal membuat proyek
integrasi nasional tidak mudah dikonsolidasikan.

Kendatipun begitu, harus diakui bahwa dalam beberapa
hal masalah integrasi yang dihadapi Indonesia tidak sesulit
negara-negara baru lainnya. Dalam hal ini, seperti dicatat oleh
Liddle, tidak seperti Malaysia, konfigurasi masyarakat Indonesia
tidak mengalami pembelahan secara rasial —walaupun di
dalamnya terdapat komunitas-komunitas minoritas seperti
China, Arab, India, dan lain sebagainya. Tidak seperti India,
Indonesia juga tidak memiliki persoalan bahasa nasional, di mana
dengan enak semua pihak menerima “bahasa Indonesia” sebagai
bahasa nasional. Tidak seperti Pakistan, wilayah geografi
Indonesia bersifat contiguous—yang terhampar dari Sabang
sampai Merauke. Lebih penting dari itu, seperti diisyaratkan di
muka, keinginan untuk merdeka—terbebaskan dari belenggu
penjajahan, telah menjadi cita-cita bersama (Liddle: h. 5).

Setidak-tidaknya ada tiga hal besar yang secara horizontal
maupun vertikal potensial mengganggu terwujudnya dan
terkonsolidasikannya integrasi nasional (Liddle: h. 5-6). Pertama,
kenyataan bahwa secara etnis Indonesia bukanlah bangsa yang
homogin. Seperti disebutkan Hildred Geertz, Indonesia memiliki
lebih dari 300 kelompok etnis dengan 250 bahasa daerah yang
berbeda (Geertz, 1963: h. 24).
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Dari berbagai etnis yang ada, suku Jawa merupakan
kelompok dominan, baik dilihat dari segi jumlah, sosial-budaya
ekonomi maupun politik. Mereka mendiami daerah yang tidak
terlalu luas, tapi miskin sumberdaya alam. Mungkin karena
itu, Jawa—baik dalam konteks etnis maupun geografis—
menikmati devisanasional lebih besar dibanding kelompok dary/
atau daerah lain. Munculnya ketegangan, kecurigaan, dan
ketidaksukaan pihak-pihak non Jawa atau luar Jawa—yang
kaya akan sumberdaya alam —terhadap Jawa dapat dirujukkan
pada kenyataan tersebut (Liddle: h. 5).

Kedua adalah faktor agama. Islam merupakan agama
mayoritas penduduk Indonesia. Ketika semangat dan gerakan
nasionalisme muncul untuk pertama kalinya di Hindia Belanda,
Islam yang ketika itu dianut oleh 90% masyarakat menjadi
perekat sekaligus pendorong tumbuhnya nasionalisme.
Berkembangnya Sarekat Islam di tahun-tahun awal
keberadaannya (1912) di Jawa dan luar Jawa merupakan bukti
konkrit akan hal ini (von der Mehden, 1957).

Akan tetapi, karena watak Islam yang polyinterpretable,
termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-
persoalan sosial-kemasyarakatan dan politik, kehadiran Islam
dalam perkembangan nasionalisme, integrasi nasional, dan
politik Indonesia secara keseluruhan juga disertai oleh
perbedaan-perbedaan pandangan dan praktik yang cukup
tajam. Perdebatan panjang antara Mohammad Natsir dan
Soekarno, yang kemudian melebar dan melibatkan golongan
nasionalis dan agama, tentang posisi agama (Islam) dalam
negara, sejak awal 1920-an hingga pertengahan 1950-an,
dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu proses konsolidasi
integrasi nasional (Nasution, 1592).

Ketiga, bagaimana pun harus diakui bahwa antara elite
nasional dan massa terdapat jurang sosial-budaya, ekonomi,
dan politik yang cukup lebar. Mobilisasi vertikal yang dialami
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oleh mereka yang sempat mengenyam pendidikan tinggi dan
kemudian menduduki posisi publik yang penting telah mengubah
pandangan dunia (worldview) dan cara hidup mereka.
“Metropolitan superculture,” yang oleh Hildred Geertz dinisbatkan
sebagai ciri budaya elite nasional, merupakan pembeda utama
antara elite nasional dengan masyarakat bawah. Perbedaan sikap
dan pandangan budaya tersebut membuat masyarakat kebanyakan
merasa bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori komunitas
yang sama. Bahkan, seperti pernah dilukiskan oleh James
Mysbergh, baik kalangan elite nasional maupun masyarakat
bawah sama-sama merasa bahwa mereka

“no longer have a common frame of reference and often regard one
another without real comprehension. Many of the elite have have an
idealized theoretical concept of the ‘rakjat’ (people) but no real
identification with the workers and peasants nor understanding of
their actual problems. Their attitude, partly based on the utopian
ideals of the revolution, is that it is their duty to work for the
people’s welfare and to lead and instruct it, but their approach is

paternalistic.” {Mysbergh, 1957: h. 39; Liddle, 1970: h. 7).

Bahwa integrasi nasional merupakan kebutuhan politik
dankeniscayaan sejarah rasanya merupakan hal yang tak dapat
dipungkiri. Akan tetapi, realitas sosial-budaya, ekonomi, dan
politik Indonesia telah membuat integrasi nasional bukan
persoalan mudah untuk diwujudkan. Meskipun demikian,
harus diingat bahwa baik para pendiri Republik maupun para
penguasa selanjutnya sadar tentang apa yang dihadapi.
Mereka, baik yang berkecimpung di dalam dunia politik
Indonesia paska kemerdekaan, masa Demokrasi Terpimpin, dan
bahkan periode Orde Baru sekalipun menyadari tantangan-
tantangan integrasi nasional. Apa yang mereka gagas dan
kembangkan dalam kegiatan-kegiatan konkrit pada dasamya
merupakan respon terhadap kebutuhan akan integrasi nasional
di satu pthak, dan sedapat mungkin menetralisasikan kendala-
kendala etnis-kedaerahan, agama, dan jurang kebudayaan di
pihak lain. '
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Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki, demekrasi
liberal atau parlementer yang berlangsung antara 1950 sampai
1957/1959 pernah diyakini sebagai model pemerintahan dan
aturan terbaik untuk mengkonsolidasikan integrasi nasional.
Setidak-tidaknya sistem itu dimaksudkan untuk memberikan
kerangka untuk mengelola perbedaan-perbedaan internal
sebagai konsekuensi dari ciri masyarakat Indonesia yang
heterogin. Dengan kerangka lembaga perwakilian, di mana
partai-partai politik berkompetensi untuk memperebutkan
kekuasaan, diharapkan perbedaan-perbedaan internal dapat
direkonsiliasikan sehingga putusan dan kebijakan dapat
dirumuskan dan diimplementasikan.

Bahwa situasi integrasi nasional pada dasawarsa 1950-an
tidak seperti yang diharapkan, dan sistem yang dibangunjustru
menghasilkan kemandekan-kemandekan ekonomi dan politik,
serta membuat pemerintahan berjalan tidak efektif, merupakan
bagian dari apa yang oleh Nurcholish Madjid disebut proses
“trial and error.” Karena memang tidak mempunyai pengalaman
yang cukup, maka dapat dipahami jika para pelaku dan pemikir
politik ketika itu melihat negara lain sebagai model pemerintahan
moderen yang ingin diterapkan—tanpa mempertimbangkan
modal sosial-budaya dan politik untuk mendukungnya.

Ketika Soekarno melihat adanya imobilisme ekonomi dan
politik, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas
pembangunan, segera ia—dengan dukungan tentara-
merancang sistem dan kerangka pemerintahan yang lain. Sistem
dan kerangka tersebut, yang kemudian dikenal sebagai
Demokrasi Terpimpin, dimaksudkan untuk mengatasi jatuh-
bangunnya pemerintahan yang dalam banyak hal disebabkan
oleh kettdakmampuan kekuatan-kekuatan politik yang ada
untuk mencari titik temu.

Dalam pandangan Soekarno, demokrasi “stem-steman” —
demikian ia menyebut praktik politik pada periode Demokrasi
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Parlementer—tidak saja telah membuat tugas-tugas
pembangunan berhenti, dan menjadikan pemerintahan berjalan
secara tidak efektif, tetapi juga mengancam integrasi nasional.
Situasi seperti ini antara lain dipicu oleh pesebaran kekuasaan
yang tidak terstruktur, yang hanya berada di tangan partai-
partai politik.

Maka, menurut Soekarno, jika integrasi nasional ingin
dipertahankan dan suatu pemerintahan yang efektif hendak
ditegakkan, pesebaran kekuasaan harus dibatasi —kalau tidak bisa
dihentikan sama sekali. Sebagai konsekuensi, kekuasaan partai-
partai politik secara drastis perlu dikurangi. Dalam perspektif
seperti ini, mempertahankan integrasi nasional dan
menciptakan pemerintahan yang efektif telah dijadikan sebagai
alasan pembenar untuk mengubah rezim pemerintahan
parlementer menjadi otoriter. Mirip dengan pengalaman
sejumlah negara Asia dan Afrika yang lain, integrasi nasional
mensyaratkan adanya sentralisasi kekuasaan (Sigmund, ed.,
1967; Liddle, 1970: h. 9).

Dilihat dari perspektif pesebaran kekuasaan, pada dasamya
apa yang dilakukan oleh Soeharto pada masa Orde Baru relatif
sebanding dengan apa yang pernah dikembangkan Soekarmo.
Perbedaannya terletak pada diadopsinya “ideologi” autarki dan
berdjkaﬁdisatupihak,danpoliﬁkmercusuardjpihaklamdeh
Soekamo, yang pada gilirannya membuat proses menujumasyarakat
yang sejahtera tersendat. Sementara Soeharto, lebih memilih
ideologi pragmatisme ekonomi-politik, membuka pintu lebar-
lebar bagi hutang dan investasi luar. Meskipun grafik angka-
angka ekonomi menaik tajam dibanding pada masa Soekarmno,
ketidak-adilan dan represi ekonomi politik menyumbang krisis
multi-dimensi yang dialami Indonesia sejak 1997.

Dengan sentralisasi kekuasaan, baik pada masa Soekarno
maupun Soeharto, simbol demokrasi tidak serta merta dibuang,
Secara simbolik, demokrasi masih dipertahan—seperti nampak
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pada penamaan rezim Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi
Pancasila. Akan tetapi, penekanannya --dan yang lebih penting
adalah substansi dan kualitasnya— diubah, ciri partisipasi
diganti dengan kepemimpinan.

Sampai tingkat tertentu, sentralisasibukanlah sesuatu yang
secara inheren jelek, dan otomatis bertentangan dengan sistem
pemerintahan yang demokratis. Pada tahap awal, sentralisasi
kekuasaan sering dianggap sebagai jalan keluar paling efektif
dari ketidak-jelasan dan/atau konflik otoritas. Dengan
terbangunnya sentralisasi kekuasaan, tidak saja di tangan siapa
otoritas berada menjadi jelas, tetapi materialisasi kekuasaan juga
menjadi mungkin. Inilah, kalau perspektif ini diteruskan, yang
membuat negara atau pemerintahan dapat bekerja.

Persoalan baru muncul ketika orang mempermasalahkan
tingkat dari sentralisasi itu sendiri. Meskipun sebenarnya
sentralisasi absolut atau penuh tak mungkin dapat diwujudkan
oleh siapapun yang memegang tampuk pemerintahan (seperti
ditunjukkan oleh sejarah Perancis sejak masa Richelieu),
konsentrasi atau sentralisasi kekuasaan sering berkembang
menjadi mitos yang tidak mengenakkan bagi pemegang
kekuasaan. Perspesi tentang otoritas yang dimiliki oleh
“bawahan” (subordinates) dapat mendorong munculnya upaya-
upaya untuk mempersoalkan lingkup dan tingkat otoritas yang
ada di tangan “atasan” (superior).

Kalau tolok ukurnya adalah “lingkup” dan “tingkat,” maka
dalam perspektif yang lebih umum yang menjadi inti masalah
adalah apakah kekuasaan itu dikelola secara demokratis atau
tidak. Lingkup dan tingkat sentralisasi itu sediri tidak serta
merta berkonotasi jelek. Baru ketika sentralisasi kekuasaan itu
tidak dikelola secara proporsional atau demokratis, persoalan
muncul. Walaupun, dalam hal ini tidak boleh dilupakan adanya
semacam “hukum besi,” bahwa—meskipun dalam lingkup dan
tingkatan yang berbeda— “the state yielded [its power] to the county, the
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county gavetoay to the town, and the town bowed to its districts.” (Shepard,
1957: h. 309).

Atasdasar apa yang telah dikemukakan, sentralisasi kekuasaan
hendaknya dilihat dari suatu perspektif tertentu. Sebanding
dengan masalah integrasi nasional, salah satu persoalan besar yang
dihadapi hampir seluruh negara berkembang adalah bagaimana
menciptakan institusi pemerintahan yang mempunyai kapasitas
dan kapabilitas yang memadai. Kalau hasil studi sejumlah ilmuwan
sosial tentang hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan, sebenamya
hanya sedikit negara-negara baru (new states), yang muncul sejak
mencairnya kekuasaan kolonialisme Barat pada pertengahan
dasawarsa 1940-an, yang mampu melakukan apa yang oleh
Soemarsaid Moertono disebut “usaha bina-negara” (statecrafting)
(Moertono, 1985). Perhatian utama dari proyek ini adalah
bagaimana mewujudkan perubahan-perubahan di dalam
masyarakat melalui perencanaan, kebijakan, dan tindakan yang
otoritatif. Dalam kerangka ini, kapasitas dan kapabilitas negara
mencakup kemampuan untuk melakukan peretrasi terhadap
masyarakat, mengatur relasi-relasi sosial, dan memanfaatkan
sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan aturan-aturan
tertentu (Migdal, 1988). Biasanya, hanya aspek yang pertama
sajalah yang dapat dilakukan—bahkan dengan sangat baik.
Transformasi kebijakan menjadi suatu tindakan yang
mempunyai implikasi kewenangan yang mengikat merupakan
fenomena langka di negara-negara berkembang, Dalam konteks
inilah, Gunnar Myrdal memunculkan istilah “soft state” bagi
negara-negara dengan kapasitas dan kapabilitas seperti itu
(Myrdal, 1968).

Dalam hal ini, negara-negara baru itu sebenarnya tengah
mengalami disintegrasi atau fragmentasi sosial yang cukup
tajam—sebagai akibat langsung dari proses dekolonisasi. Upaya
untuk keluar dari situasi seperti itu, meskipun melibatkan
tindakan-tindakan politik akomodasi, the politics of survival,
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kepemimpinan yang terampil, dan sebagainya, juga mencakup
hal-hal yang berkaitan dengan dominasi, sentralisasi, atau
konsentrasi kekuasaan. Hal-hal yang terakhir inilah yang
sebenarnya sangat menonjol dalam proses “usaha bina-negara”
di negara-negara baru tersebut (Migdal, 1988: h. 259-277).

Pada gilirannya, situasi seperti ini memberi warna, bahkan
secara agak dominan, dalam konstruk kenegaraan dunia ketiga.
Kebutuhan untuk mengatasi berkembangnya disintegrasi dan
fragmentasi sosial, agar stabilitas relatif terpenuhi, mengharuskan
elite nasional melakukan politik penetrasi dalam hubungannya
dengan masyarakat. Dan cara “termudah” untuk itu, seperti
ditunjukkan oleh sejarah Abad Pertengahan, adalah melalui
mekanisme sentralisasi kekuasaan.

Pertanyaannya adalah apakah respon yang diberikan
Soekamo dan Soeharto dapat dibenarkan ketika keduanya—
tentu, dalam waktu yang berbeda—menerapkan kebijakan
sentralisasi kekuasaan untuk mempertahankan integrasi
nasional? Dan mengapa, baik pada masa Soekarno maupun
Soeharto, integrasi nasional masih menjadi suatu persoalan?

Integrasi Nasional, Demokrasi Parlementer,
dan Otoritarianisme Soekarno-Soeharto

Apakah tipe rezim ada kaitannya dengan integrasi
nasional? Mestinya, antara keduanya terdapat hubungan yang
erat. Sebab, salah satu faktor penting dari integrasi nasional
adalah kesetiaan terhadap aturan permainan. Dalam konteks
ini, secara umum dapat dikatakan bahwa aturan-aturan
yang baik, adil, atau demokratis akan memperoleh tingkat
akseptabilitas yang tinggi dibanding dengan aturan-aturan
yang lain atau sebaliknya,

Akan tetapi, untuk konteks Indonesia, pertanyaan tersebut
sulit dijawab. Karena, Indonesia pemah mengalami—setidak-
tidaknya—dua rezim pemerintahan yang berbeda. Dan, baik
rezim demokrasi maupun otoriter sama-sama menyisakan
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persoalan bagi integrasi nasional. Meskipun pemerintahan
Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi
Pancasila menempatkan integrasi nasional sebagai salah satu
agenda pokok, tetap sajabayang-bayang disintegratif menyertai
rezim-rezim tersebut. Bahkan, disadari atau tidak, persoalan-
persoalan yang muncul pada setiap rezim pemerintahan—
imobilisme ekonomi dan politik pada masa Demokrasi
Parlementer; otoritarianisme Soekarno; ketidak adilan serta
represifnya Soeharto—sering dianggap sebagai faktor yang
dapat menimbulkan disintegrasi nasional.

Kendatipun sering dihargai sebagai periode yang menekankan
partisipasi masyarakat, periode demokrasi parlementerbukan tidak
bermasalah. Periode ini pernah mencatat prestasi-prestasi baik,
baik dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan
memberikan kepastian politik melalui pemilihan umum 1955.
Walaupun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa masa ini juga
ditandai dengan berbagai kegagalan, khususnya dalam hal
menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif. Imobilisme
ekonomi dan politik—lebih-lebih yang berhubungan dengan
tugas-tugas pembangunan, baik dalam koteks nation building
atau hal-hal yang lebih bersifat jangka pendek (immediate) —
belum tentu disebabkan oleh tipe rezim demokrasi parlementer
per se. Bisa saja kenyataan seperti itu disebabkan oleh modal
sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang masih belum
mencukupi untuk membuat rezim Demokrasi Parlementer
bekerja secara efektif.

Kenyataan menunjukkan bahwa pilihan terhadap rezim
Demokrasi Parlementer tidak didasarkan pada kalkulasi atau
penyesuaian mengenai apa yang ingin dicapai dan modal apa
yang dimiliki. Dilihat dari ukuran apapun kolonialisme
merupakan pengalaman pahit. Akan tetapi, oleh para pelaku
politik paska kemerdekaan, justru modal pengelolaan negara
yang dipraktikkan oleh Belanda atau kekuatan-kekuatan
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kontinental lainnya yang dipilih untuk mencapai Indonesia
yang dicita-citakan.

Sementara itu, gagasan mengenai Indonesia yang dicita-
citakan masih merupakan perdebatan di kalanganelite—apalagi
di tingkat masyarakat bawah. Artinya masih belum ada
pemikiran yang utuh, demikian pula detil-detil pelaksanaannya.
Bagi elite nasional yang oleh Herbert Feith dikelompokkan
sebagai golongan administrator (administrators), bayangan
tentang Indonesia yang dicita-citakan sebenarnya tidak terlalu
muluk. Apa yang mereka inginkan lebih dimaksudkan untuk
mengubah situasi buruk—baik dilihat dari aspek sosial-budaya,
ekonomi maupun politik, yang ditinggalkan oleh perang
kemerdekaan dan revolusi—ke arah yang lebih baik.
Pemerintahan yang dikembangkan Hatta, Natsir, Sukiman, dan
Wilopo di sepanjang tahun 1949 sampai 1953 lebih dimaksudkan
untuk menyelesaikar: persoalan-persoalan administratif dan
ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara menegakkan undang-
undang dan ketertiban, regularisasi administrasi dan
konsolidasi, maksimisasi produkst, dan pembangunan ekonomi
yang terencana (Feith, 1968: h. 556).

Mereka juga menekankan perlunya legalitas dan
memelihara kontrol, perlunya kepemimpinan yang tangguh
dan perilaku politik yang bertanggung-jawab. Sadar akan
besarnya tantangan yang dihadapi dan terbatasnya sumberdaya
yang dimiliki, mereka mengingatkan bahwa berharap terlalu
banyak dari suatu bangsa yang baru meredeka adalah sangat
berbahaya. Mereka, tulis Feith,

“had the problem of geurrilla restiveness on their hands and the
danger that various groups of former freedom fighters would refuse
to acknowledge their authority. The had to concern themselves with
an economic and financial situation which was quickly to call for
drastic surgery. A formidable problem of administrative reorgani-
zation was immediately upon them. And the federal structure on

which the state was being founded was tumbling down even as it
was buing brought into existence.” (Feith.: h. 33).
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Sementara itu, mereka yang tergolong pada kelompok
pencipta solidaritas (solidarity makers) lebih melihat cita-cita
Indonesia dalam perspektif ideologis dan berdimensi masa depan.
Mereka, kata Feith, “tended to be concerned with ima ges of a distant
utopia.” (Feith: h. 34-37). Mereka berbicara tentang revolusi
sebagai jembatan menuju Indonesia yang sejahtera, adil,
harmonis, dan kuat. Akan tetapi, mereka kurang atau tidak
mempunyai perhatian terhadap persoalan-persoalan aktual
yang harus segera diselesaikan Kendatipun mereka berbicara
tentang pembangunan, mereka tidak meletakkan kemajuan
ekonomi pada skala prioritas tinggi. Pendeknya, mereka tidak
mempunyai perhatian besar terhadap penyelesaian persoalan-
persoalan ekonomi (Feith: h. 34-37).

Demikian pula halnya dengan pandan gan mereka tentang
demokrasi parlementer. Putusan untuk mengadopsi sistem
moderen Barat tentang bagaimana sebuah pemerintahan
moderen dapat dijalankan dengan baik dan efektif tampaknya
tidak disertai dengan pemahaman yang cukup tentang esensi
dari sistem yang dimaksud. Pandangan mereka tentang
demokrasi sangat bervariasi dan tidak seperti yang dipahami
oleh komunitas politik di mana sistem itu berkembang (Barat).
Meskipun seringkali pemahaman mereka tentang demokrasi
menyimpang dari esensi kehidupan demokratis, penting untuk
dicatat bahwa mereka tidak menentang demokrasi. Secara
simbolik, demokrasi tetap memperoleh persetujuan atau
dukungan universal (Feith: h. 38-45).

Inilah dua topik utama, yang dipersepsi secara berbeda, dan
pada akhirnya sangat berpengaruh tethadap kinerja pemerintah
pada masa demokrasi parlementer. Kendatipun ada capaian-
capaian yang bisa dibanggakan, pada dasarnya orang melihat
bahwa eksperimen Demokrasi Parlemen gagal. Sistem itu tidak
berhasil mewwjudkan sebuah pemerintahan yang efektif (Legge,
1964: h. 138-144). Pemerintah menjadi malfungsi, dan “an impasse
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in various aspects of problem-solving policy, along with the growing
immobilization of cabinets in the face of various political pressures” terjadi
di sepanjang masa Demokrasi Parlementer (Feith, 1968: h. 572).
Pendeknya, kegagalan dari sistem ini dinilai dari ketidak-
mampuannya untuk memenuhi apa yang diinginkan publik
paska revolusi kemerdekaan.

Pemilu 1955 yang dimaksudkan dapat memberikan
kesepakatan-kesepakatan menyeluruh justru melahirkan
kembali persoalan lama. Meski dianggap sebagai salah satu
capaian paling menonjol, diselenggarakannya pemilu pertama
dengan sangat demokratis dianggap memicu kembali
pembilahan ideologis masyarakat Indonesia—ideologi agama dan
nasionalis. Ideologi daripada program telah mewamai kegiatan
kampanye, yang dalam perkembangannya mengobarkan kembali
sentimen-sentimen ideologis lama melalui sidang Dewan
Konstituante (Feith: h. 574-576).

Tidak salah kiranya untuk menyimpulkan bahwa sepanjang
periode demokrasi parlementer ini pembilahan-pembilahan
etnis, daerah, dan agama muncul dalam bentuknya yang sangat
konkrit.Akibatnya, bukan saja kabinet-kabinet pemerintahan
demokrasi parlementer tidak mampumenepati yang perah mereka
janjikan kepada—atau fungsi apa yang seharusnya mereka perankan
untuk— publik, tetapi juga telah menimbulkan gangguan-gangguan
terhadap kohesi sosial dan integrasi nasional.

Gangguan-gangguan disintegratif yang bersifat
kedaerahan (PRRI/Permesta) atau keagamaan (DI/TII)
bermunculan. Itu semua menunjukkan bahwa integrasi
nasional bukan saja tidak terkonsolidasikan, tetapi justru
menemukan alasan-alasan ekonomi-politik dan ideologisnya
untuk pecah. Tarik-ulur antara pusat dan daerah terus
berlangsung. Meskipun hubungan antara Jakarta dengan
Padang, Palembang, atau Makassar tampak “normal,” akan
tetapi “rasa tegang dan tidak nyaman menyebar di semua
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wilayah politik publik, dan kemungkinan munculnya
permusuhan etnis, separatisme, perang saudara, dan hadimya
“Spanyol yang lain” sering dibicarakan.” ((Feith: h. 581).

Jika dwitunggal Soekamo-Hatta dapat disimbolkan sebagai
integrasi Jawa - non-Jawa, santri-abangan, atau administratur-
pendipta solidaritas, pada periode inilah simbolisasi itu berakhir,
masing-masing mengambil posisi yang bertolak-belakang dalam
berbagai isu penting. Parlemen tetap menjadi forum terpenting
untuk mengartikulasikan kepentingan, dan kebebasan—baik
yang dinikmati individu atau pers— masih tetap ada. Akan tetapi,
periode itu mewariskan “pemerintahan yang tidak memerintah’”
dan konfigurasi elite nasional yang semakin dalam jurang
perpecahannya (non-consensual and disunified elites). Dalam kata-
kata mantan manajer biro AFP yang bekerja di Jakarta pada 1968-
1973, “what is certain is that authority at the centre was destroyed by a
confused mixture of ethnic discontent, military rebellion, sheer war-lordism
and intrigue ... they will be enough to show that Indonesiawas threatened
with nothing less than disintegration ... ” (May, 1978: h. 75),

Soekamo menyaksikan —dan sebagai kepala negara serta
tokoh karismatik yang sangat berpengaruh mungkin juga ikut
berperan dalam —situasi seperti itu, dengan segala ramifikasi
terburuknya bagi integrasi nasional. Secara simbolik, ia masih
menghargai demokrasi, tetapi dengan substansi dan kualitas
yang lain. Seperti Ayub Khan, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel
Nasser, dan banyak pemimpin dunia ketiga lainnya, ia lebih
menekankan pentingnya kepemimpinan. Baginya demokrasi
tidak boleh lepas dari kepemimpinan. Dan seperti tokoh-tokoh
di atas, ia memilih untuk menunda partisipasi publik jika hal
tersebut justru menempatkan Indonesia di jurang disintegrasi.
“His fear of national disintegration,” tulis Liddle, “is greater than his
democratic commitment.” (Liddle, 1970: h. 213). Karena alasan itu,
dapat dipahami jika sepanjang periode Demokrasi Terpimpin ia
berusaha mengurangijumlah partai-partai politik karena tingkah
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laku mereka yang dianggapnya menganggu kohesi nasional
(Liddle: h. 213).

Apakah kemudian Soekarno layak dianggap tengah
mengembangkan pemerintahan “kediktatoran pribadi”?
Jawabannya mungkin saja bersifat afirmatif (Legge, 1964: h. 148-
153). Akan tetapi, yang harus dipahami adalah bahwa hal itu
dilakukan karena ekses-ekses negatif yang menyertai rezim
demokrasi liberal —dan, di atas segalanya, dianggap membahayakan
persatuan nasional. Kepemimpinan yang Soekarno ingin kaitkan
dengan demokrasi, meskipun banyak yang ragu bahwa yang ingin
dibangunnya adalah sebuah pemerintahan yang demokratis,
merupakan respon terhadap demokrasi parlementer yang
setidak-tidaknya telah mendatangkan dua situasi negatif —
kemandekan (imobilisme) ekonomi-politik dan terancamnya
integrasi nasional.

Demokrasi dengan kepemimpinan merupakan kata kunct
untuk memahami jawaban Soekarno terhadap persoalan
disintegratif Demokrasi Parlementer. Bagi Soekarno dan
pendukungnya Demokrasi Parlementer, yang lebih menekankan
kebebasan dan partisipasi masyarakat tidak sesuai dengan situasi
masyarakat Indonesia yang pluralistis. Sistem seperti itu,
meskipun meletakkan kebebasan individu pada posisi yang
tinggi, potensial untuk menghasilkan tatanan sosial-politik
yang secara kultural terfragmentasikan. Situasi seperti ini pada
gilirannya hanya akan membuahkan perpecahan —etnis,
kedaerahan, dan ideologis —yang mengancam persatuan
nasional.

Untuk itu dimensi kepemimpinan lebih diperlukan daripada
yang lain. Soekarno percaya bahwa dirinya memiliki
kemampuan integratif, seperti yang pernah ditunjukkan pada
perode kebangkitan nasional Menuruinya, persatuan Indonesia
akan lebih mudah diwujudkan jika seluruh kekuatan-kekuatan
besar ikut ambil bagian di dalam pengelolaan negara.
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Melanjutkan gagasan yang pernah dikembangkannya pada
1926, tentang perlunya kekuatan nasionalis, agama, dan
komunis bersatu (nasakom), Soekarno percaya bahwa integrasi
nasional akan lebih mudah dicapai jika ketiga kekuatan besar
ini—di bawah kepemimpinannya—terlibat di dalam proses
pengelolaan negara.

Di samping itu diperlukan pula Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang terdiri dari wakil-wakil partai, utusan daerah, dan
utusan golongan yang dipilih. Ini semua dimaksudkan agar
aspirasirakyat dapat disalurkan melaluilembaga permusyawaratan
yang dikelola secara musyawarah dan mufakat—bukan
demokrasi stem-steman atau lima puluh persen tambah satu.

Harus diakui bahwa hingga tingkat tertentu, tatanan politik
yang diciptakan oleh Soekarno mampu menahan ancaman
disintegrasi nasional. Bahkan, mungkin karena faktor historis
Soekarno, khususnya pada periode nasionalisme dan revolusi,
ia cukupberhasil di dalam mengembangkan persatuan nasional.
Ia juga berhasil di dalam mengajak masyarakat untuk segera
melakukan character and nation building.

Akan tetapi, semua pihak menyadari bahwa Soekarno
tengah berhadapan dengan sesuatu yang tidak mungkin—
berkaitan dengan gagasannya mengenai persatuan antara
kekuatan-kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Kalau di
antara dua kekuatan yang pertama saja (i.e. nasionalis dan
agama), sejak tahun 1920-an Soekarmo menghadapi tantangan-
tantangan yang sulit untuk direkonsiliasikan, yang ikut
memicu timbulnya stigma santri-abangan atau nasionalis
Islami-nasionalis sekuler, apalagi antara dua kekuatan yang
terakhir, yang secara teclogis bakal menimbulkan polarisasi teis-
ateis. Dalam hal ini tidak terlalu salah jika Ruth McVey pada
akhirnya menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh
Soekarno mirip Sysiphus—tak akan berhasil dan terus
mengulang dari bawah/awal (McVey, 1984).
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Tidak seperti yang diharapkan, gagasan mengenai nasakom
justru menimbulkan rivalitas agama dan kekuasaan antara Islam
dan komunis. Meskipun gagasan ini pernah didukung oleh
Nahdlatul Ulama, di bawah kepemimpinan Idham Chalid dan
Syaifuddin Zuhri, tidak bisa dipungkiri bahwa di sepanjang
pemerintahan Soekamo rivalitas Islam-komunis berkembang
secara luar biasa. Intensitas rivalitas di antara dua kekuatan
jdeologi-politik ini merupakan indikator bahwa Demokrasi
Terpimpin pada dasarnya ditandai oleh kecenderungan “politik
belah bambu.” (Maarif, 1988).

Adanya rivalitas kekuatan-kekuatan politik ini juga
merupakan petunjuk bahwa faktor kepemimpinan yang sangat
ditekankan oleh Soekarno juga tidak bisa mendatangkan
kewenangan (otoritas) yang diperlukan untuk menjalankan
kekuasaan. Kekuasaan, meskipun Soekarno berada di
puncaknya, tetaplah terfragmentasikan di antara pilar-pilar
pendukung Demokrasi Terpimpin. Karenanya, di samping
Soekarno—yang tetap berperan sebagai solidarity maker dan
mengembangkan kebijakan politik “mercu suar” —kalangan
nasionalis, agama, komunis, dan tentara juga menikmati
tingkat-tingkat kewenangan tertentu. Akibatnya, Demokrasi
Terpimpin juga ditandai oleh ciri “its inability to command a sufficient
mongpoly over the instruments of authority to control sufficient material
resources to enable it to carry out its policies and programs effectively.”
(Liddle, 1970: h. 218). Dalam pandangan Herbert Feith,

“this is not a government which can easily exert much weight of
power. Many of its decrees are effectively ignored by those who are
charged with their implementation. This is sometirmes attributed to
the ineffectiveness of its administrative machinary. But it is more
accurately described in terms of the weakness of the political elite’s
cohesion, the heavy dependence of this elite on the bureaucracy as a
social class, and the great importance of intra-bureaucratic politics
as a force for immobilization of government.” (Feith, 1968: h.92).

Artinya, imobilisme politik dan ekonomijuga (masih) terjadi.
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Lebih penting dari itu adalah bahwa ternyata gagasan
Soekarno tidak disertai atau didukung oleh langkah-langkah
konkrit. Posisinya sebagai tokoh solidari ty maker yang karismatis
ternyata telah membuat administrasi negara terabaikan. Politik
mercu suar yang dikembangkan Soekarno memang telah
menempatkan Indonesia pada posisi penting di kawasan Asia
dan Afrika. Pilihannya untuk meninggalkan negara-negara
kapitalis seperti Amerika Serikat dan keluar dari PBB, serta
mengalihkan perhatiannya kepada kekuatan-kekuatan komunis,
khususnya China, telah membuatnegeri ini memasuki apa yang
oleh sementara orang disebut “tahun-tahun penuh bahaya”
secaraekonomi dan politik. Sebab, ini semua telah menyebabkan
pemerintahan Demokrasi Terpimpin tidak mampu memberikan
prioritas utama (setidaknya secukupnya) bagi penyelesaian
persoalanstabilitas ekonomi dan pembangunan (McVey, 1984).

Terfragmentasikannya otoritas dan kekuasaan pada masa
Demokrasi Terpimpin, di tangan Soekarno, komunis, dan
tentara, telah mengakibatkan imobilisme dansta gnasiekonormi,
rusaknya infrastruktur ekonomi dan administrasi publik.
Sementara itu, hutang membumbung, dan inflasi yang luar
biasa (Nasution, 1983). Secara agak dramatis, Liddle melukiskan
bahwa

“ldluring the Guided Democracy period, economic policy was hos-
tage to the army-Soekarno-communist balance and to Soekarno’s
own political vision of nationalist ideological unity and interna-
tional activism on behalf of leftist revolutionary causes. Bridges to
the West were burned one by one, through expulsion of all Dutch
nationals in 1957 and takeovers of British and American businesses
in 1963 and 1965. ... No serious attention was paid to the mainte-
nance or improvement of the economic infrastructure, or fo develop-
ing new areas of economic activity.” (Liddle, 1996: h. 112).

Kelangkaan bahan pangan dan sulitnya masyarakatbawah
mencukupi kebutuhan pokok telah mendorong sementara
pihak untuk mendramatisasi—atau meredusir —tugas utama
Soekarno agar memberi makan rakyat. Tulis sebuah spanduk
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yang dipajang di dinding depan Hotel Indonesia—seperti
digambarkan film The Years of Living Dangerously—" Soekarno Feed
Your People.”

Dan seperti diketahui, puncak kegagalan periode Demokrasi
Terpimpin—baik dalam konteks pembangunan ekonomi
maupun integrasi/kohesi nasional—adalah meletusnya
pemberontakan G 30 §/PKI pada 1 Oktober 1965.

Sebanding dengan apa yang dilakukan Soekarmo pada akhir
dasawarsa 1950-an, apa yang dikerjakan Soeharto pada akhir
dasawarsa 60-an adalah respon terhadap situasi krisis
sebelumnya. Mungkin tidak ada pretensi pada diri Soeharto
dan pendukungnya ketika menjalankan pilihan-pilihan
kebijakan ekonomi dan politik mereka, bahwa itu semua
dimaksudkan untuk membangun kembali persatuan nasional
yang tercabik-cabik. Tidak seperti Soekarno yang memang
dikenal obsesif dengan gagasan mengenai integrasi nasional,
Soeharto—meskipun dalam konteks tentara sekalipun—tidak
dikenal mempunyai pemikiran mengenai (bahkan mungkin
keterikatan terhadap) persatuan nasional. Soeharto, seperti
pemah ditunjukkannya ketika masih menjadi prajurit, memang
mempunyai perhatian terhadap upaya mempertahankan
kemerdekaan dansebagainya. Dalam konteks ketika ia
berkuasa, pada dasarnya perhatiannya lebih tertuju pada
terciptanya tatanan sosial-politik yang aman, tertib, dan stabil
sehingga pembangunan—Ilebih dalam kerangka ekonomi—Dbisa
dilangsungkan. Berbeda dengan para pengelola kenegaraan
sebelumnya, ia memilih untuk bersikap pragmatis di dalam
upaya memikul tugas-tugas pembangunan. Dalam hal ini,
sepertinya ia tidak begitu terpengaruh oleh dinarnika ideologi-
politik tertentu seperti yang berkembang pada periode
Demokrasi Terpimpin (Vatikiotis, 1994; Bresnan, 1993). Secara
sederhana, Soeharto melihat Demokrasi Terpimpin sebagai suatu
rezim pemerintzhan yang—meskipun mempunyai perhatian
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besar terhadap integrasi nasional, character and nation build ing—
lebih kental warna serta nuansa retorik dan ideologisnya.
Seluruh periode itu, seperti yang diinginkan Soekarno,
dipandang sebagai kelanjutan dari revolusi nasional yang belum
selesai. Menurutnya, Soekarno lebih memilih politik mercu suar,
dan tidak begitu memperhatikan terjemahan konkrit dan
domestiknya atas apa yang digagasnya—yaitu bahwa
kemerdekaan merupakan jembatan emas bagi terciptanya
masyarakat adil dan makmur {(McDonald, 1980).

Dalam perspektif demikian, menurutnya kekisurahan
nasional yang diwariskan Soekarno lebih disebabkan oleh situasi
yang secara politik dan ideologi tidak tertib— di mana otoritas
terfragmentasikan pada sejumlah kekuatan, baik pada diri
Soekarno sendiri, tentara, atau PKI. Kebanggaan nasional yang
tidak realistis, yang termanifestasikan di dalam kebijakan
ekonomi yang autarkik, dianggap sebagai pilihan yang tidak
tepat, yang secara langsung bertanggung jawab atas
memburuknya situasi ekonomi negara.

Oleh sebab itu, ketika Soeharto muncul di tampuk
kepemimpinan nasional, pemerintahan Orde Baru yang
diciptakannya—dengan dukungan kaum teknokrat—
dimaksudkan sebagai panasea terhadap situasi yang
berkembang pada masa Soekarno. Bagi Soeharto, pokok
persoalannya terletak pada terfragmentasikannya kekuasaan —
di tangan Soekamo, tentara, dan partai-partai politik, terutama
PKI—sehingga ketertiban dan stabilitas sosial-ekonomi dan
politik sulit diwujudkan. Padahal, situasi seperti itu merupakan
prasyarat bagi pembangunan ekonomi maupun politik.

Dengan pandangan dasar seperti itu, kebijakan utama dan
pertama Soeharto adalah menegakkan ketertiban dan stabilitas
politik. Karena yang diinginkan adalah secepatnya situasi seperti
itu terwujud, maka hal tersebut dilakukan dengan cara-cara
represif, intimidatif, dan koersif. Sentralisasi kekuasaan di satu
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pihak, dan berkurangnya kebebasan individu maupun publik
di pihak lain, merupakan biaya yang harus dikeluarkan.

Kedua, Soeharto memberlakukan politik pintu terbuka—
mengundang investor asing untuk menanampak modalnya di
dalam negeri. Berhutang kepada pihak-pihak luar negeri juga
dilakukan guna mengatasi stagnasi ekonomi dan membiayai
pembangunan.

Duakebijakan ekonomi dan politik di atas menjadi tumpuan
pemerintahan Orde Baru. Dan sepanjang keberadaan rezim
tersebut, hal itu telah menghasilkan capaian-capaian yang
“mengesankan.”

Di bidang politik, boleh dikatakan bahwa masa tiga
dasawarsa di bawah Orde Baru tidak ditandai oleh dinamika
politik seperti yang pernah terjadi pada masa Demokrasi
Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Stabilitas dan ketertiban
politik—kendatipun banyak orang mengatakan semu dan
bukan tanpa masalah—merupakan warna utama situasi politik
nasional di sepanjang kurun itu. Kehidupan politik yang
terjauhkan dari ciri “hingar-bingar” — dihasilkan antara lain
melalui restrukturisasi politik (termasuk pengurangan jumlah
kekuatan politik hingga menjadi PPP, PDI dan Golkar),
pemberlakuan undang-undang politik yang tidak kompetetif,
penyeragaman asas tunggal Pancasila bagi organisasi politik
dan sostal-keagamaan, penyatuan keempat cabang angkatan
bersenjata, kebijakan tentang SARA, dan sentralisasi
kekuasaan— telah membuat situasi politik relatif docile.

Dengan itu, ketegangan-ketegangan regional, etnis,
ideologi-keagamaan, dan politik jauh berkurang —kalau tidak bisa
dikatakan hilang sama sekali. Di atas itu semua, pemerintah Orde
Baru tidak hanya menjadi “efektif,” tetapi juga hegemonik. Negara
telah menjadi “kawasan penyangga” (buffer zone) bagi hampirsegala
sestau, dan tidak ada satupun kekuatan yang terbebaskan dari
jangkauan oktopus Orde Baru (Vatikiotis, 1994; Schwarz, 1994).
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Sementara itu, prestasi ekonomi rezim Orde Baru juga tidak
mengecewakan. Pembangunan yang dilakukan selama hampir
tiga dasawarsa telah menghasilkan capaian-capaian yang bisa
dicatat. Kalau pada akhir pemerintahan Orde Lama pendapatan
per kapita penduduk adalah US$ 80 (1966), kurang dari tiga
puluh tahun kemudian angka itu telah berkembang menjadi
US$919 (1994). Jika nilai produk domestik bruto (gross domestic
bruto— GDP) pada tahun1966 adalah Rp. 315,9 milyar, maka
pada tahun 1994 angka itu telah melonjak menjadi Rp. 3734
trilyun, Demikian pula, jika pada tahun 1966 jumlahuang yang
beredar untuk kegiatan ekspor dan impor adalah Rp. 40,3 milyar
berbanding Rp. 69,8 milyar, maka pada tahun 1994 angka itu
telah membengkak menjadi sekitar Rp. 90,2 trilyun (US$ 40.053
juta) berbanding Rp. 72 trilyun (US$ 31.983 juta).

Meskipun gambaran tersebut tidak disertai dengan angka
pertumbuhan yang sifatnya konstan—dalam pengertian
adanya grafik yang selamanya menaik —dapat dikemukakan
bahwa dalam masa hampir tiga puluh tahun tersebut Indonesia
mengalami laju pertumbuhan rata-rata 7,27% pada awal 1970
anhingga awal 1980-an; 5,8% pada pertengahan 1980-an hingga
akhir 1980-an; dan 7,7% pada pertengahan 1990-an (Bappenas,
1994). Angka-angka ini dengan jelas menunjukkan adanya
secular trend yang cukup mengesankan—walaupun belum dapat
menyamai pengalaman sejumlah negara di Asia Tenggara atau
Asia Timur. Meskipun begitu, kenyataan ini tidak mengurangi
penilaian positif para pengamat ekonomi-politik Indonesia
tentang keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam
meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. .

Antara lain dalam kerangka itulah Ruth McVey melukiskan
perkembangan ekonomi Indonesia (dalam konteks Asia),
khususnya dari sudut para pelakunya, baik dari individu
maupun negara, sebagai sesuatu yang tengah mengalami
perubahan peran—dari “pariah” menjadi “paragon” (China) dan



integrasiNasional 277

dari “parasites” menjadi “promoters” (pribumi). Sementara itu,
negara dilukiskannya sebagai pihak yang sedang mengalami
proses transformasi peran—dari “fncubus” menjadi “incubator.”
(McVey, ed., 1992: h. 7-33). Dalam nada yang lebih umum,
Andrew Macintyre menilai bahwa “Indonesia has experienced strong
economic growth for over twenty-five years notw. Having seemed beyond
economic redemption in the mid-1960s, it has emerged to become a
favourite child of the World Bank.” (Macintyre, ed., 1994: h. 244).

Pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat selama hampir tiga
puluh tahun ini membawa akibat-akibat penting. Yang paling
mencolok adalah bahwa fenomena di atas telah memungkinkan
terjadinya proses akumulasi modal —atau apa yang oleh
Richard Robison disebut sebagai “the rise of capital” —di tangan
para pelaku ekonomi dalam jumlah yang sangat besar pula
(Robison, 1986). Pada gilirannya, hal itu mendorong
munculnya kelompok-kelompok usaha yang cukup besar pula.
Atau sebagaimana dilukiskan oleh Yuri Sato, “fejconomic
development in Indonesia since 1967 has entirely chonged environmental
conditions for the growth of private capital and has produced new industrial
capitalists, among whotn some have developed to form business groups.”
(Shiraisi, ed., 1994: h. 124).

Pendeknya, sebagai antitesa dari pengalaman masa lalu,
pemerintah Orde Baru secara sadar memilih model pembangunan
yang berorientasi pada ketertiban. Pilihan itu direalisasikan dengan
cara lebih menekankan pada kontrol—melalui gabungan
pendekatan yang bersifat kooptatif, koersif, dan struktural —
atas kekuatan-kekuatan sosial politik yang berkembang di
masyarakat daripada partisipasi mereka. Dalam bangunan
politik seperti itu, negara berharap akan mempunyai
kesempatan untuk membentengi dirinya dari pengaruh
tuntutan masyarakat dalam merumuskan dan menjalankan
kebijakan pembangunan politik dan ekonomi.

Di permukaan, pilihan kebijakan ekonomi dan politik yang
diambil pemerintah Orde Baru memang telah mampu
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mengurangi ketegangan-ketegangan etnis, regional, ideologis,
dan agama. Meskipun kerusuhan sosial-ekonomi dan politik
sesekali terjadi di sepanjang perjalanan Orde Baru, baik yang
melibatkan mahasiswa, masyarakat, atau kekuatan-kekuatan
politik yang ada, hal itu diperlakukan semata-mata sebagai
reaksi terhadap watak dan ciri pemerintah Orde Baru yang tidak
kompetetif, pincang di dalam mendistribusikan hasil-hasil
pembangunan, tidak tegaknya hukum, dan sarat dengan
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketegangan-ketegangan
tersebut tidak pernah diletakkan di dalam perspektif tantangan
atau ancaman terhadap bangunan integrasi nasional.
Fenomena seperti inilah yang menyebabkan persoalan integrasi
nasional seakan-akan bukan isu atau sesuatu yang secara taken
for granted dianggap telah selesai pada masa Orde Baru.
Meskipun pemerintah gencar menyuarakan perlunya persatuan
dan kesatuan nasional, itu semua dilakukan bukan karena
integrasinasional masih belurn selesaj, tetapi sebagai bagian dari
upaya menangkal munculnya gesekar-gesekan etnis, agama,
ideologi, dan kedaerahan dalam konteks stabilitas dan ketertiban
sosial-politik.

Dalam konteksini, barangkali dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya pemerintah Orde Baru lebih berperhatian terhadap
stabilitas dan ketertiban politik daripada yang lain—termasuk
persatuan nasional. Kalau ada perhatian terhadap persatuan
nasional, seperti nampak dalam jargon-jargon persatuan dan
kesatuan nasional, tampaknya hal itu lebih disebabkan oleh watak
disruptif dan kemungkinan berkembangnya ketidak-tertiban
dan instabilitas jiga disintegrasi nasional muncul atau terancam.
Jadi, kampanye mengenai persatuan dan kesatuan nasional
sengaja dilakukan untuk mengkonsolidasikan stabilitas dan
ketertiban yang memang sudah digariskan.

Inilah alasan utama untuk mengatakan bahwa kita semua
telah memperlakukan gagasan mengenai integrasi nasional
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secara taken for granted. Dengan berjalannya waktu kronoligis
kebangsaan Indonesia, dengan pembangunan ekonomi dan
politik, dan dengan menguatnya stabilitas dan ketertiban
nasional, persoalam integrasi nasional dianggap akan selesai
dengan sendirinya. Pandahal, mengingat pembilahan-
pembilahan sosial-budaya, agama, etnis, dan ideologi politik
yang tajam serta belum tertutupnya secara sempurna jarak
antara elite nasional dan masyarakat kebanyakan, sebenarnya
proyek mengenai jntegrasi nasional harus diperlakukan secara
lebih sunggugh-sungguh dan terfokus.

Dan memang, seluruh prestasi pemerintah Orde Baru tidak
menghilangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
integrasi nasional. Bahkan, kelemahan-kelemahan pokok yang
ada pada rezim Orde Baru —otoriter dan sentralistis, pembangunan
yang pincang yang berorientasi pada Jakarta dan kota-kota besat,
lemah dalam penegakan hukum, markanya praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, dan keinginan untuk memberlakukan
penyeragaman (uniformitas) sosial-budaya dan politik —tanpa
disadari justru mengancam bangunan integrasi nasional.

Artinya, obsesi untuk menegakkan stabilitas dan ketertiban
nasional —sesuatu yang juga penting bagi proses usaha bina
negara (state-crafting) dan upaya untuk menghadirkan sebuah
rezim pemerintahan yang kuat dan efektif—telah dilakukan
dengan cara-cara yang tanpa disadari bersifat counter productive
bagi pengembangan dan konsolidasi integrasi nasional itu
sendiri. Rezim developmentalis represif yang dikembangkan
pemerintah Orde Baru telah mengingkari pluralitas etnis-
budaya danideologi-politik masyarakat. Sentralisasi kekuasaan
dan kewenangan yang ingin ditegakkan yang berpusat pada
Jakarta dan berada di tangan sejumlah elite politik—dengan
Soeharto berdiri di puncak piramida kekuasaan, membawahi
tentara, birokrasi, dan Golkar—membuat daerah ibarat api
dalam sekam, yang siap untuk meledak begitu negara
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kehilangan pilar-pilar pendukungnya. Patronase politik dan—
utamanya —ekonomi yang dikembangkan telah memungkinkan
penguasaan kapital dan alat produksi secara tidak merata.
Uniformitas sosial-budaya dan politik yang terus menerus
diciptakan oleh Orde Baru telah melahirkan masyarakat yang
neo-patrimonialistik dan merusak tatanan sosial yang beragam
(Brown, 1994: h. 112-157).

Faktor-faktor inilah yang pada gilirannya berperan sebagai
pemicu krisis, sumber deligitimasi, dan penyebab kehancuran
pemerintahan Soeharto pada Mei 1998 (Forrester & May, ed.,
1999). Dan seperti telah disebutkan, begitu negara Orde Baru
ditinggalkan oleh para pendukung utamanya, suara-suara dan
tindakan-tindakan disintegratif atau hal-ha} yang menganggu
kohesi nasional bermunculan—apakah itu dalam konteks etnis,
daerah, agama, dan ideologi politik. Biaya sosial-ekonomi,
politik, dan kemanusiaan yang diakibatkan dari konflik-konlfik
etnis, agama, dan daerah tersebut sangat mahal (Tadjoeddin,
2002). Realitas itu menyadarkan kita bahwa integrasi nasional
masih merupakan agenda atau persoalan yang belum selesai.

Indonesia pernah mengalami tipe pemerintahan yang
demokratis dan otoriter. Kedua-duanya tidak cukup membantu
menciptakan integrasi nasional yang, seperti diteorisasikan oleh
banyak pihak, ditandai oleh

“(1) a horizontal dimension, which involves a meshing together of a
disperate social groups —kinship, ethnic, liguistic, religious, racial —
within a framework of national loyalties and institutions; and (2) a
vertical dimension, which involves the closing of the cultural and
political gap between an urban, Western-educated, nationalist po-

litical elite on the one hand and the masses of the largely traditional
and rural population on the other.” (Liddle, 1970: h, 4).

Bahkan, kedua-duanya—baik di awal, di tengah, di akhir, atau
di sepanjang perjalanannya—diwarnai oleh realitas yang
menganggu atau mengancam integrasi nasional.

Dengan temuan seperti itu, kita tidak ingin mengatakan
bahwa pada dasamya tipe rezim pemerintahan tidak mempunyai
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pengaruh apa-apa bagi suatu keinginan atau cita-cita sosial-
politik, termasuk dalam hal ini adalah integrasi nasional. Tetapi,
pengalaman Indonesian menunjukkan demikian adanya.
Demokrasi Parlementer yang berlangsung pada dasawarsa 1950-
an pada dasarnya merupakan bukti paling baik bahwa sistem
yang kompetetif tidak secara serta merta menghasilkan
pemerintahan yang efektif dan perkembangan ekonomi yang
diinginkan. Demokrasi Terpimpin, yang merupakan kebalikan
dari tipe rezim pemerintahan sebelumnya juga tidak
menghasilkan perbaikan-perbaikan yang dikehendaki. Dengan
intervening variables—yang berupa kebijakan sosial-politik dan
ekonomi yang lebih “memenuhi kebutuhan” atau “sesuat,”
setidak-tidaknya pada satu dasawarsa pertamanya—merupakan
contoh bahwa perkembangan ekonomi dan otoritarianisme
politik bisa jalan bersama-sama. Akan tetapi, semua eksperimen
tersebut gagal menciptakan integrasi nasional yang diinginkan.
Karena sistem pemerintahan demokratis terlanjur dipercaya
sebagai yang terbaik di antara yang ada, barangkali banyak
orang yang secara serta merta beranggapan bahwa demokrasi
juga baik bagi integrasi nasicnal. Atau, untuk menjamin
integrasinasional diperlukan cara-cara pengelolaan negara yang
demokratis. Retorika yang dikembangkan hampir empat tahun
terakhir ini, di tengah Indonesia memasuki masa transisi ke
demokrasi, juga mengarah kepada hal yang demikian.

* Akan tetapi, menarik pelajaran dari pengalaman dasawarsa
50-an, demokrasi hanya bisa berguna jika hal itu disertai oleh
adanya pelaku-pelaku—baik individu (pemimpin) maupun
institusi (partai)—yang kuat dan efektif. Tanpa adanya
pemerintahan yang kuat dan efektif, sisten demokrasi hanya
akan memberi keleluasaan bagi para pelaku politik untuk berlaku
sebagaimana mereka suka. Atas nama demokrasi, negara hanya
akan berperan sebagai ajang perebutan pengaruh dan kekuasaan.

Ini artinya, demokrasi memerlukan political crafting yang
memadai. Demokrasi tidak boleh diserahkan kepada instink
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pelaku-pelaku politik untuk diartikan sebagai sistem yang
menjamin orang untuk berbuat atau berbicara tanpa dibatasi
oleh aturan-aturan yang telah disepakati. Integrasi nasional
tidak akan terciptakan seperti yang kita kehendaki jika masa
transisi dan reformasi ke demokrasi ini kita jadikan sebagai
replika Indonesia pada daswarsa 1950-an.***



PEMILIHAN UMUM 2004
DAN KELANJUTAN DEMOKRASI
DI INDONESIA

DAPATKAH KITA MENGGUNAKAN PERISTIWA
nasional yang belum terjadi, seperti pemilihan umum 2004,
sebagai (salah satu) bahan untuk memikirkan kelanjutan
demokrasi di Indonesia? Dengan cara berpikir linear, jawaban
atas pertanyaan tersebut adalah negatif. Sebab, bagaimana
mungkin sesuatu yang belum terjadi bisa ikut mempengaruhi
atau membentuk keberadaan “sesuatu”-seperti pemilu. Akan
tetapi, dengan meletakkan pemilu 2004 dalam konteks
perkembangan politik Indonesia selama ini, khususnya periode
paska mundurnya Soeharto dari tampuk kekuasaan pada Mei
1998, maka tersedialah cukup alasan bahwa hal tersebut dapat
dijadikan sebagai salah satu parameter untuk melihat berbagai
kemungkinan yang bakal terjadi dengan situasi demokrasi yang
kini tengah dicarikan bentuk yang sesuai dengan modal sosial
dan politik yang kita miliki.

Meletakkan pemilu 2004 dalam perspektif politik Indonesia
berarti mencari sesuatu yang ada dalamn peristiwa tersebut (i.e.
pemilu 2004) dan menimbangnya kalau-kalau hal itu ada
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kaitannya dengan pengembangan kehidupan demokrasi.
Meskipun bukan dalam pengertian absolut, dapatlah kiranya
dikatakan bahwa pemilu 2004 memiliki sesuatu yang berkaitan
langsung dengan pengembangan demokrasi. Inilah pemilu
pertama di mana mereka yang memperebutkan jabatan
presidenan dan wakil presiden harus bersaing untuk
memenangkan dukungan dari para pemilih {(vofers). Berbeda
dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, yaitu presiden
dan wakilnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), dalam pemilu 2004 rakyat-mereka yang terdaftar dan
mempunyai hak pilih-akan memilih sendiri presiden dan
wakilnya secara langsung. Dengan cara pemilihan seperti itu,
keterkaitan antara yang memilih dan yang dipilih relatif menjadi
jelas-meskipun motivasi pilihan seringkali lebih didasarkan pada
alasan-alasan yang bersifat primordial (i.e. ideologi, golongan,
agama, etnis, dan sebagainya), dan bukan pada program.
Sampai di sini tampaknya diperlukan penjelasan
secukupnya soal keterkaitan antara pemilihan presiden dan
wakil presiden secara langsung dengan pengembangan
pemerintahan yang demokratis. Dalam hal ini rasanya tidak
terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kita semua harus
berterima kasih kepada mereka yang memunculkan gagasan
bahwa UUD 1945 harus diamandemen-walaupun (terbukti)
substansiasi dari keharusan tersebut tidak seluruhnya
memuaskan. Salah satu bagian penting dari seluruh proses
amandemen UUD 1945 adalah tekad untuk melihat kembali
sistem dan mekanisme pemilihan presiden. Selama ini indonesia
menganut paham pemilihan presiden secara tak langsung, yaitu
bahwa kepala negara dan pemerintahan dipilih MPR. Menurut
sistern ketatanegaraan yang ada, lembaga inilah yang berperan
sebagai super body—institusi tertinggi yang mewakili rakyat.
MPR tidak saja memilih presiden, tetapi juga menyusun GBHN
yang kemudian dimandatkan kepada presiden untuk
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dijalankan; menilai pertanggungjawaban presiden; dan bahkan
bisa memberhentikan (sebagaimana halnya dengan fungsi
lembaga ini untuk mengangkat) presiden.

Sistemn sepertiinilahyang sejak Indonesia merdeka diberlakulan.
Karena pilihan yang dijatuhkan adalah menempatkan MPR sebagai
lembaga tertinggi, maka sebenamya tatacara di atas merupakan
sesuatu yang logis. Artinya, karena MPR ditempatkan pada
kedudukan tertinggi, maka lembaga ini pulalah yang
menggariskan kebijakan-kebijakan dasar dan menentukan siapa
yang harus melaksanakannya serta menilai hasil akhimya.

Dalam praktiknya, mekanisme seperti ini bukan tidak
bermasalah. Di antara yang sangat menonjol adalah bahwa
meskipun sistem presidensial yang diberlakukan, tetap saja di
sana-sird unsur-unsur parlementerianismejuga tampak. Melalui
sidang istimewa, misalnya, MPR bisa menjatuhkan presiden,
seperti yang dialami oleh Soekarmo dan Abdurrahman Wahid.
Kendati berbeda kasusnya, apa yang dialami oleh Soeharto dan
BJ Habibie juga ada warna parlementerianisme.

Demikian pula, proses pertanggungjawaban di hadapan
MPR bisa menjadi arena politik yang tidak ada kaitannya
dengan pelaksanaan mandat. Secara substansial apa yang
dilakukan Habibie pada masa kepresidenannya relatif berhasil
(Singh, 2001). Akan tetapi karena sentimen politik kelompok,
yaitu bahwa Habibie dianggap sebagai bagian dari masa
lampau-dan karenanya harus dihentikan—, maka apa punyang
sifatnya positif yang telah dikerjakannya tidak mungkin
diterima. Karenanya, proses pertanggungjawaban hanya
merupakan fenomena politik, yang tidak disertai tolok ukur
yang jelas. MPR tidak bakal mencocok-cocokkan apa yang
dilakukan oleh mandataris dengan apa yang dimandatkan.
Apalagi jika MPR yang menilai bukanlah MPR yang
memberikan mandat. Dalam situasi presiden mempunyai
kedudukan yang sangat kuat dan bisa memobilisasi dukungan,
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seperti pada masa Soeharto, sistem seperti ini sangat
menguntungkan dirinya. Dalam situasi sebaliknya, seperti yang
kita saksikan pada masa pemerintahan BJ Habibie,
Abdurrahman Wahid dan-sampai tingkat tertentu-Megawati,
sistem seperti ini hanya akan menguntungkan jika yang
bersangkutan mampu melakukan politik “dagang sapi” —
memberi apa, kepada siapa, kapan dan bagairmnana hal tersebut
diberikan, dan berapa besarannya! (Laswell, 1936).

Akhirnya, posisi presiden sudah semestinya diduduki oleh
orang yang mempunyai visi, program, agenda, dan tahu benar
ke mana ia akan membawa Indonesia. Dalam sistem seperti yang
berlaku selamainj, seorang presiden adalah mandataris, sekadar
pelaksanakeinginan rakyat yang diwakilkan kepada MPR-yang
sebenarnya juga tidak dipilih secara langsung! Seorang presiden,
betapapun terampilnya, tidak mempunyai sandaran
konstitusional untuk melakukan a genda-agenda atau program
kerja yang tidak dimandatkan MPR.

Kendatipun bukan sebagai satu-satunya faktor, sistem
seperti ini merupakan sumber utama distorsi ketatanegaraan
ini. Bagi mereka yang beranggapan bahwa sistem seperti ini
sebenamya masih relevan, pada dasarnya mereka tidak melihat
kenyataan sejarah. Di tangan dua presiden, Soekarno dan
Soeharto, yang memimpin Indonesia dalam waktu yang sangat
lama, sistem seperti ini ikut menghantarkan Indonesia menjadi
negara yang tidak kompetetif di dalam sistem pemerintahannya.

Karena alasan-alasan di atas, pemilu 2004-khususnya dalam
hal pemilthan presiden dan wakilnya-menemukan relevansinya
bagi pengembangan kehidupan demokrasi. Dengan sistem
seperti itu, secara gradual distorsi-distorsi yang ada dapat
dibenahi. Mekanisme pemilihan presiden secara langsung-lagi-
lagi secara teoritis-mensyaratkan kehadiran tokoh yang
“mumpuni.” Ini dalam artian bahwa ia haruslah orang yang
pada dasarnya mempunyai gagasan dan tahu ke mana akan
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membawa Indonesia. Ketika kampanye dimulai, tokoh seperti
ini akan berusaha menjual programnya, yang sebagian besar
merupakan persepsinya tentang kebutuhan masyarakat, dalam
bahasa yang dimengerti rakyat. Dan atas agenda-agenda yang
dijual itu, rakyat menentukan pilihan.

Sekali gagasan-gagasan dikampanyekan, maka ia menjadi
platform politik seorang calon presiden. Dan sepanjang
pemerintahannya, ia akan berusaha untuk memenubhi janji-janji
tersebut. Sebab, pertanggungjawaban tidak lagi dilakukan secara
tertulis atau melalui retorika, tapi melalui karya nyata. Jika ketika
kampanye seorang calon presiden menjanjikan bahwa pada
pemerintahannya tingkat pengangguran akan turun, karena
ta akan melakukan program-program yang bisa menaikkan
jumlah tenaga kerja, maka di akhir pemerintahannya akan dilihat
apakah janji tersebut teralisasikan atau tidak. Demikian pula
dengan program-program yang lain. Jika ternyata apa yang
dijanjikan itu tidak terpenuhi-apalagi dalam jumlah yang banyak-
tentunya rakyat akan kecewa, bahkan mungkin “marah.” Sebagai
akibatnya, mereka tidak akan memilihnya kembali.

Secara teoritis yang sedemikian itu merupakan mekanisme
penilaian atau pertanggungjawaban yang relatif obyektf. Apa
yang dilakukan atau tidak dilakukan secara nyata dapat dilihat dan
diukur. Tidak seperti pola yang berlangsung di MPR, yang sarat
dengan kepentingan politis, dan bersifat subyektif, like und dislike.

Demikian pula, melalui sistem pemilihan langsung, rekayasa
politik relatif tidak mudah dilakukan-walaupun bukan sama
sekali tidak mungkin. Meskipun mungkin saja dilakukan
rekayasa untuk menaikkan seseorang melalui pemilihan
langsung, hal seperti itu relatif lebih kompleks dilakukan
daripada merekayasa MPRyangjumlahnya terbatas-1000 orang
pada masa Socharto dan 700 orang pada masa sesudahnya.
Kekuatan politik Poros Tengah barangkali akan kesulitan
merancang sebuah manuver untuk menaikkan seorang
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Abdurrahman Wahid, sebagai alternatif dari B] Habibie atau
Megawati, seandainya pemilihan presiden pada 1999 dilakukan
secara langsung. Dengan pemilihan secara langsung, seorang
calon presiden dan pendukungnya setidak-tidaknya harus
mampu mencari dukungan 50% plus (simple majority) dari rakyat
yangberhak memberikan suara di dalam pemilu yangjumlahnya
(untuk 2004) di atas 142 juta. Dengan kata lain, kalau pun para
kontestan presiden dan wakil presiden ingin melakukan
“rekayasa” politik, maka mereka harus “menggarap” pihak-
pihak dalam jumlah yang sangat besar (di atas 70-an juta)
(Fatah, 2003: h.96-97). Hal seperti ini, tentu, tidak bisa dilakukan
dalam konteks “politik kantong babi” (pork barrel politics).

Jika apa yang dipaparkan di atas tertuangkan di dalam
praktik, maka sebenamya pemilihan presiden secara langsung
akan membawa konsekuensi-konsekuensi politik tertentu pada
posisi MPR. Dengan pemilihan presiden secara langsung, maka
MPR tak lagi memiliki tugas-tugas utamanya-tidak ada lagi
fungsi mengangkat dan menurunkan presiden; tidak ada lagi
fungsi meminta pertanggungjawaban; dan tidak ada la gi fungsi
menyusun garis-garis besar haluan negara.

Dengan pemilihan presiden secara langsung, susunan dan
kedudukan MPR berubah. Transformasi posisi MPR ini
diperlukan, sebab selama ini kehadiran lembaga ini bukan tanpa
masalah. Terlepas dari posisinya sebagai lembaga tertinggi,
kehadiran lembaga MPR menyisakan sejumlah masalah. Yang
sangat menonjol adalah soal efektifitas. Sebagai lembaga tertinggi,
agak ironis jika lembaga ini hanya bertemu lima tahun dua kali
padamasa Orde Bary, dan setahun sekali pada masa reformasi —
itupun kadang-kadang tanpa agenda yang jelas.! Mestinya,
dengan kedudukan setinggi itu, lembaga ini bisa berperan lebih
banyak lagi, apalagi dalam masa-masa transisi dan krisis yang
masih kita alami dewasa ini. Dan karena seluruh anggota DPR
(yang lingkup kerjanya jauh lebih banyak dan bersifat immediate
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daripada MPR) otomatis juga anggota MPR, hal ird menimbulkan
masalah berkaitan dengan anggota DPR yang kebetulan
menduduki posisi penting di MPR. Dalam struktur seperti itu,
praktis mereka “melupakan” fungsi dan tugasnya sebagai
anggota DPR. Tugas-tugas ke-DPR-an menjadi terbengkalai.

Kalau presiden dipilih secara langsung, kenyataan ini juga
akan mempengaruhi proses pemilthan DPR yang selama ini
dilakukan secara tidak langsung. Publik sekadar memilih tanda
gambar suatu partai-walaupun sekarang ini sudah ada
“kemajuan” dengan mencantumkan nama-nama calon dari
partai-partai politik yang ikut pemilu. Jika ini terjadi, maka kita
akan mempunyai tingkat keterwakilan publik yang lebih
memadai, baik pada tataran ekesekutif maupun legislatif.
Bayangkan jika hal seperti ini berlangsung tidak hanya pada
tingkat nasional, tetapi juga lokal, mencakup gubernur, bupati,
camat, dan sebagainya. Demikian juga DPRD tingkat I dan IL

Sistem pemilihan presiden secara langsung jelas bakal
mempengaruhi proses-proses politik, pemerintahan, dan
ketatanegaraan. Ini penting dan bersifat positif, sebab berpotensi
untuk menyelesaikan distorsi-distorsi yang tidak perlu yang
selama ini ada. Ironisnya, masa reformasi-ketika sistem
pemilihan presiden langsung belum diberlakukan—justru
menambah “kejanggalan-kejanggalan” politik yang lain.
Pertemuan tahunan MPR yang mengagendakan laporan
perkembangan kerja pemerintah (bukan pidato pertanggung-
jawaban!) sering ditingkahi dengan retorika “penerimaan” atau
“penolakan.” Karena bukan laporan pertanggungjawaban, mestinya
hal seperti itu tidak boleh terjadi. Yang boleh dilakukan oleh
mitra kerja eksekutif adalah memberi respon, baik yang bersifat
kritik atau dukungan.

Hal seperti ini lebih kentara di tingkat daerah. Pidato serupa
yang diberikan gubernur atau bupati (lima tahun terakhir ini)
sering dibarengi dengan ancaman penolakan. Baru ketika yang
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bersangkutmemberikan “konsensi-konsensi” tertentu, laporan
tersebut diterima. Padahal, mirip dengan seorang presiden,
seorang gubernur atau bupati mempunyai masa tertentu yang
sudah fixed sifatnya (lima tahun) untuk berkuasa. Laporan
pertanggungjawaban mereka diberikan setelah masa kerja
mereka selesai. Jika mereka diharuskan melaporkan
perkembangan kerja setiap tahun, hal itu harus dilihat sebagai
upaya untuk meningkatkan kontrol dan memberi arahan,
sebagai salah satu bentuk terjemahan dari prinsip cheks and
balances, dan tidak untuk diperlakukan sebagai instrumen untuk
menjatuhkan “vonis.”

Meskipun demikian, hendaknya dipahami bahwa pemilihan
presiden secara langsung tidak serta merta menyelesaikan
seluruh persoalan non-demokratik. Kalau kita pada tahun 2004
melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara
langsung, hal tersebut tidak lantas menjadi jaminan bahwa
demokrasi akan berkembang. Akan tetapi, satu hal yang pasti
adalah bahwa pemilihan presiden secara langsung potensial
untuk menghilangkan distorsi-distorsi di atas yang terbukti
ikut menggerakkan praktik-praktik politik non-demokratik.

Inilah beberapa hal yang membuat pemilu 2004 dinilai oleh
banyak kalangan sebagai peristiwa politik yang mempunyai
kaitan langsung dengan kehidupan demokrasi yang sejak lima
tahun terakhir ini diupayakan untuk dapat berkembang dan
terkonsolidasikan dengan baik (Higley dan Gunther, 1992: h.
38-80). Resminya, harapan memang “hanya” digantungkan
pada proses pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung,.
Sebab, pemilu 2004 yang juga merupakan ajang untuk
menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota parlemen,
baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak menggunakan
instrumen yang “sepenuhnya” demokratis. Ini dalam artian
bahwa rakyat tidak memilih calon anggota DPR atau DPRD
secara langsung, tetapi masih ada unsur keterlibatan partai,
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yang pada hakikatnya memberi kewenangan partai untuk
menentukan siapa yang berhak duduk di parlemen.

Dari kenyataan inisaja, sebenamya kita bisa memperkirakan
seberapa banyak harapan yang bisa kita gantungkan kepada
pemilu 2004. Meskipun kita bisa menilai bahwa secara
prosedural pemilihan presiden dan wakilnya mencukupi
ketentuan-ketentuan demokratis-dalam artian one man one vote,
dan dilakukan secara langsung—hal yang sama tidak terjadi
pada tingkat pemilihan anggota parlemen. Bahkan, dalam
banyak hal prosedur yang ditetapkan masih sangat kental
warna keoligarkian partai-partat politik yang ada.

Walaupun harus juga diakui bahwa prosedur pemilihan
presiden dan wakilnya di atas bakal mempunyai band wagon
effect pada proses pemilihan jabatan-jabatan publik di masa yang
akan datang. Dengan dilakukannya pemilihan presiden secara
langsung pada pemilu 2004, besar kemungkinan bahwa
pemilthan gubernur, bupati, camat, dan lurah di kemudian hart
akan terlaksana secara langsung pula. Demikian pula halnya—
jika argumen linear ini diteruskan—dengan pemilihan anggota
parlemen pada 2009.

Malkna Demokrasi: Bias Prosedural

Akan tetapi, apakah cukup menggantungkan perkembangan
dan kelanjutan demokrasi hanya dengan membayangkan
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada pemilu
presiden dan wakilnya pada 2004? Kalau semuanya berjalan sesuai
dengan rencana, rakyat yang berhak untuk ikut pemilu bakal
menerapkan prinsip one man one vofe yang dilaksanakan secara
langsung pada pemilu 2004. Artinya, jika demokrasi semata-
mata dimaknai dalam konteks prosedural, maka pemilihan
presiden 2004 akan terasa sekali sumbangannya bagi
pengembangan demokrasi di masa datang. Sayangnya, tidak
semua orang menganut mazhab prosedural di dalam memahami
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demokrasi. Bahkan, pihak-pihak yang tidak bersedia melakukan
juktaposisi diametrikal antara prosedural dan substansi di
dalam memahami demokrasi pun menginginkan makna
demokrasi yang mengatasi prosedur-prosedur baku. Dalam
pandangan mereka, secara substansial demokrasi juga harus
diberi muatan di mana negara berlaku responsif terhadap
kepentingan publik.

Tantangan untuk memahami demokrasi secara lebih utuh
memang tidak ringan. Sebab, selama ini demokrasi memang lebih
dikenal sebagai prosedur sirkulasi elite di kekuasaan. Sebagaimana
didefinisikan oleh sebagian ahli, demokrasi berkaitan dengan “a
political regime characterized by free and open elections, with relatively low
barriers to participation, genuine political competition, and wide protection
of civil Iiberties” Dengan nada yang sebanding, ada juga yang
berpendapat bahwa sebuah sistem politik bisa disebut demokratik

“when it allows the free formulation of political preferences, through
the use of basic freedoms of association, information, and
comunication, for the purpose of free competition between leaders
to validate at regular intervals by non-violent means their claim to
rule, ... without excluding any effective political office from that
competition or prohibiting any members of the political community
from expressing their preference.” (Burton, Gunther, and Higley
Gunther, dalam Higley dan Gunther [ed.]: h. 1)

Dengan pandangan dasar seperti itu, demokrasi memang
berkaitan dengan kebebasan berhimpun, menyatakan pendapat
dan pengaturan pergantian kekuasaan yang kompetetif yang
dilakukan dengan cara-cara damai dalam interval waktu yang
teratur. Yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip bahwa
jabatan-jabatan publik harus diperebutkan secara terbuka tanpa
adanya hambatan-hambatan yang berarti bagi setiap anggota
komunitas politik yang ada.

Karenanya tidak salah untuk disimpulkan bahwa mazhab
prosedural ini lebih menitikberatkan demokrasi sebagai
instrumen. Instrumen untuk apa? Robert Dahl memberikan
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pandangan singkat bahwa prosedur tersebut menjadi
instrumen agar pemerintah berlaku responsif dengan keinginan
masyarakat. “I should like fo reserve the term *democracy "" tulisnya,
“for a political system one of the characterisics of which is the quality of
being completehyor almost completely responsive o all its citizens.” Dalam
kalimat lain, Dahl mengatakan, “ to be responsive fo the preferences
of its citizens.” (Dahl, 1971: h. 2).

Untuk bisa menjadi responsif terhadap preferensi atau
keinginan rakyat, tentu demokrasi tidak bisa sekedar dimaknai
secara prosedural. Lebih dari itu, prosedur hendaknya dilihat
sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar,
yang dalam istilah Dahl disebutnya sebagai “fo be responsive to
the preferences of its citizens.”

Dalam konteks di mana demokrasi lebih dinilai dari perspektif
prosedural, maka apa yang dapat diharap dari pelaksanaan
pemilihan umum 2004, khususnya pemilihan presiden dan wakil
presiden, juga masih tebatas pada prosedur. Yaitu bahwa prosedur
pemilihan presiden dan wakil presiden telah dilakukan secara
demokratis. Apakah elite politik baru yang terciptakan dari hasil
pemilihan umum itu akan dapat mewujudkan cita-cita
demokrasi secara keseluruthan, saya kira merupakan persoalan
Jain yang mungkin tidak bisa diatribusikan kepada pemilu 2004.

Demokrasi:
Bukan Sekadar Membangun Kiat-kiat Struktural

Masalah lain yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan
adalah jika prosedur pergantian atau sirkulasi elite kekuasaan
dianggap sebagai inti demokrasi, mengapa jumlah negara yang
demokratis relatif sedikit daripada yang non-demokratis?
Pertanyaan ini tidak harus diartikan bahwa negara-negara
yang non-demokratis tidak mau mentransformasikan dirinya
menjadi negara demokratis dengan menetapkan prosedur-
prosedur baku yang lebih terbuka dan kompetetif di dalam
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proses pengisian jabatan-jabatan publik. Sebaliknya,
pertanyaan tersebuthendak menunjukkan sulitnya transformasi
tersebut dilakukan oleh banyak negara lain yang—katakanlah—
tidak mempunyai modal sosial dan politik yang cukup untuk
mengambil konsep dan/atau bentuk pemerintahan yang memang
“asing” bagi mereka (Huntington, 1991: h. 26)?

Dengan kata lain, jika pokok soalnya adalah membangun
prosedur-prosedur seperti itu, maka sebenarnya jumlah negara
demokratis bisa lebih banyak. Sebab, langkah-langkah
struktural seperti itu sangatlah mudah untuk dilakukan.
Kenyataannya adalah tidak mudah membangun kehidupan
sosial-ekonomi dan politik yang demokratis. Pada tahun 1950-an
sampai 1960-an saja, wacana tentang pengembangan demokrasi
telah dikaitkan dengan prasyarat-prasyarat sosial-ekonomi dan
budaya, saat itu tak banyak negara yang dapat memenuhinya.
Bahkan teoris seperti Robert Dahl mengidentifikasikan sejumlah
kondisi yang memungkinkan bagi demokrasi untuk tumbuh. Hal
ini mencakup sekuen sejarah; tatanan sosial-ekonomi; tingkat
pembangunan sosial-ekonomi; tingkat ketimpangan struktur
sosial; pluralisme budaya; dominasi kekuatan asing; dan tingkat
kepercayaan para aktivis politik terhadap demokrasi itu sendiri
(Dahl, 1971: h. 203). Kecenderungan yang sebanding juga
dikemukakan oleh banyak ahli lain yang semua mengisyaratkan
bahwaharus ada modal-modal awal, yang telah tersedia terlebih
dahulu, baik yang berkaitan dengan budaya, tingkat
pendidikan, maupun ekonomi (Lerner, 1958; Lipset, 53, 1959:
h. 69-105; Deutsch, 55, 1967: h. 493-514).

Teoritisasi-teoritisasi ini menunjukkan bahwa dalam
pandangan masyarakat Barat sekalipun daya ekspor demokrasi
bukan merupakan sesuatu yang tak terbatas. Dan budaya,
tradisi, nilai-nilai kepercayaan merupakan hambatan paling
menonjol di dalam menegakkan demokrasi. Tentang hal ini
George Kennan, misalnya, meJukiskan:
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“democracy ... was a form of government which evolved in the eigh-
teenth and nineteenth centuries in northwestern Europe, primarily
among those countries that border on the English Channel and
North Sea (but with a certain extension into Central Europe),
mnd which was than carried into other parts of the world, in-
cluding North America, where peoples from that northwestern
Eurpean area appeared as original seftlers, or as colonfalists, and
laid down the prevailing patterns of civil government.” (Kennan,
1977:h. 41-42).

Atas dasar pandangan seperti inj, ditambah dengan tertatih-
tatihnya belahan dunia lain di dalam mengembangkan
demokrasi, Samuel P. Huntington sampai pada suatu
kesimpulan bahwa “democracy ... is appropriate only for northwestern
and perhaps central European countries and their settler-colony offshoots.”
(Huntington, 1993: h. 14).

Tentu ini bukan pandangan yang populer, apalagi
diketengahkan di dalam sebuah zaman di mana demokrasi
merupakan keharusan profetik yang harus ditiru di mana-mana.
Meskipun kita tidak perlu terlalu terpengaruh oleh pandangan
seperti itu, hendaknya disadari bahwa demokrasi memang
memerlukan modal sosial yang paling dalam, yang ada di
masyarakat. Menggantungkan harapan akan perkembangan
kehidupan yang demokratis semata-mata pada struktur atau
kiat-kiat politik yang hendak diwujudkan bisa menjadi sesuatu
yang sama sekali tidak realistis. Indonesia dan negara-negara
dunia berkembang lainnya, khususnya yang berada di kawasan
Amerika Latin, Afrika, atau Asia pernah mempunyai
pengalaman untuk membangun kehidupan demokrasi pada
dasawarsa 1950-an sampai 1960-an. Namun, eksperimen
tersebut berusia tidak terlalu panjang. Kalau bacaan saya benar,
tentang apa yang secara panjang lebar dituturkan Herbert Feith
(1962) dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in
Indonesia, persoalannya tidak terletak di dalam membangun
struktur dan perundang-undangan yang demokratis, tetapi
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lebih pada prasyarat-prasyarat sosial-budaya dan ekonomi yang
masih terlalu tipis, kalau tidak bisa dikatakan tidak ada sama
sekali.

Banyak pihak yang tidak terlalu memperhatikan prasyarat-
prasyarat yang pernah dikemukakan Dahl, Lipset atau Deutsch
dalam membicarakan pengembangan kehidupan yang
demokratis. Biasanya, mereka lebih terpaku pada watak benign
demokrasi, dan karenanya harus segera diwujudkan.
Kemenangan Amerika Serikat atas Uni Soviet meneguhkan
pandangan mereka bahwa demokrasi merupakan satu-satunya
sistem yang terbaik bagi umat manusia—meskipun mereka juga
menyadari bahwa hal tersebut tidak sempuma. Demikian pula,
transisi ke demokrasi yang dialami oleh banyak negara di Eropa
Selatan (Spanyol, Yunani, dan Portugal) dan Amerika Latin
(Brazil, Argentina, Chile, dan sebagainya) pada dasawarsa 1970-
an semakin meyakinkan mereka bahwa demokrasi adalah
sesuatu yang bisa dialihkan ke negara-negara lain {exportable)
{Lowenthal, 1991).

Dalam pandangan para teoritisi transisi ke demokrasi,
pemerintahan otoriter pada dasarnya mengandung krisis.

. Fenomena tersebut pada saatnya akan mencapai titik kulminasi
dan menjadi salah satu faktor pemicu transformasi politik (O’
Donnel, Schmitter, dan Whitehead, 1986). Dalam situasi sepert
itu, yang diperlukan negara-negara yang mengalami proses
transformasi adalah kesediaan untuk membangun kiat-kita
politik tertentu agar periode transisi berhasil dilalui tanpa
hambatan-hambatan yang berarti, yang pada akhirnya bisa
mengantarkan negara-negara tersebut ke arah konsolidasi
politik (demokratis) secara lebih baik (Gunther, Diamandouros,
dan Puhle, 1995; Linz & Stepan, 1996). Dengan alur pemikiran
seperti ini, maka prasyarat-prasyarat seperti disebut di atas
menjadi sesuatu yang kurang begitu penting. Proyek
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demokratisasi beralih menjadi sesuatu yang bersifat struktural
daripada sosio-kultural (Di Palma, 1990).

Padahal, tanpa harus memilih mana yang lebih penting,
antara fakor-faktor yang berdimensi struktural atau
kultural, semua hal harus dipertimbangkan dan diukur
agar secara tepat dapat dilihat kesesuaiannya dengan
praktik kehidupan yang demokratis. Ketika menyiapkan
sebuah raeder tentang demokrasi di Afrika, misanya, Larry Diamond,
fuan J. Linz, dan Seymour Martin Lipset, melihat bahwa banyak
sekali faktor yang menyebabkan gagalnya demokrasi tumbuh di
benua itu. Di dalam kata pengantar terhadap buku tersebut,
Larry Diamond menulis,

The near universal failure of democracy in the new states of
postcolonial Africa must be seen in the light of the immense chal-
lenges with which hey were mmediately confronted. We have seen
that the new regimes felt politically insecure for a variety of
reasons. But this was only one dimension of a moe general weak-
ness of state authority, which was aggravated by a number of
other imposing “Historical and structural handicaps” (to quote
Chazan). Prominent among these were deep ethnic divisions, a
very shallow sense of nationhood, hinly established political in-
stitutions with little depth of experience, lack of indigenous mana-
gerial and technical talent, extreme economic dependence, and
revolutionary popular expectations generated by the indepen-
dence struggle. The new state structures were generally lacking
in the power, resources, legitimacy, and societal support to meet
these challenges. (Diamond, Linz, dan Lipset, 1988: h. 5-6).

Dengan itu Diamond ingin menunjukkan bahwa dalam
konteks negara-negara baru (the new states), terdapat banyak
faktor yang harus diperhatikan ketika proyek demokratisasi
hendak dijalankan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan
warisan kolonial, keragaman dan pembilahan etnis, budaya
politik, kinerja dan sumber legitimasi, kepemimpinan politik,
struktur dan institusi politik, hubungan antara negara dan
masyarakat, tentara, dan lingkungan luar (internasional) terlalu



298 Agama Publik dan Privat

berharga untuk dikesampingkan dalam pembangunan
demokrasi.

Giuseppe Di Palma benar ketika mengatakan bahwa
demokrasiadalah amatter of political crafting-persoalan menciptakan
kiat-kiat politik. Dengan pandangan seperti itu, ilmuwan politik
kelahiran Italia ini ingin mengatakan bahwa keberhasilan sebuah
negara dalam membangun kehidupan sosial-ekonomi dan politik
yang demokratis akan sangat ditentukan oleh kesediaan elite
nasional untuk menempuh kiat-kiat politik tertentu. Dengan
itu, perangkat-perangkat struktural yang diperlukan dapat
diciptakan. Termasuk dalam hal ini adalah pilihan-pilihan
konstitusional, aliansi, dan konvergensi antara para kontestan,
biaya dan trade-offs yang harus disediakan, dan sebagainya. Di
atas semua itu, yang ingin ditekankannya adalah bagaimana
kiat-kiat politik itu bisa mendorong atau memotivasi pelaku-
pelaku politik, terutama mereka yang tengah berkuasa
(incumbents) dan yang berorientasi non-democratic. Bahkan, bagi
wilayah-wilayah di mana demokrasi mengesankan sulit untuk
diterima pun-seperti di Amerika Tengah atau Eropa Timur—
kiat-kiat politik yang dimaksud tetap merupakan sesuatu yang
memungkinkan. Karenanya, demikian kalau argumen ini
diteruskan, political crafting tetap diperlukan (Di Palma, 1990).

Tesis Di Palma ini merujuk pada pengalaman sejumlah
negara di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan-khususnya—
Eropa Timur dalam menjalani kehidupan transisi ke demokrasi.
Gambaran umum dari demokratisasi gelombang ketiga ini
adalah bahwa-lebih daripada vang lain— perubahan struktur
merupakan hal yang paling menonjol. Termasuk dalam hal ini
adalah struktur relasi antar-elite; relasi sipil-militer; perangkat
undang-undang (legal arrangement); dan sebagainya (O’ Donnell,
Schmitter, dan Whitehead, 1986).

Pendeknya, berbeda dengan teori demokrasi “lama,” yang
mengesankan betapa sulithya membangun demokrasi karena
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tidak semua negara mempunyaisocial capital (modal sosial) yang
cukup, fenomena transisi dari pemerintahan otoriter ke
demokrasi ini bersifat optimistik. Ini dalam artian bahwa
kehidupan sosial-ekonomi dan politik yang demokratis-atau
sebaliknya—itu merupakan sesuatu yang dapat diciptakan.
Dalam pandangan para teoritisi baru, persoalan budaya, modal
sosial, atau apa yang oleh Seymour Martin Lipset dan para
teoritisi “lama” disebut the social requisites for dermocracy (prasyarat
sosial demokrasi) merupakan elemen yang tidak mesti harus
ada terlebih dahulu untuk menegakkan kehidupan yang
demokratis. Sebab, seperti disimpulkan Juan Linz dan Alfred
Stepan, “[dJemocratic survival and breakdown fare] a question of
political crafting.”

Meskipun secara teoritis, bangunan paradigma baru
tentang demokratisasi terkesan sangat optimistis (karena
sifatnya yang menekankan pada hal-hal yang memungkinkan
[possible] itu), para teoritisi itu masih menyimpan kehati-
hatian-bahkan reservasi-reservasi tertentu —sehubungan
dengan prospek demokrasi bagi negara-negara yang tengah
berada pada episode transisional itu. Hal ini mereka nyatakan
secara terang-terangan. Secara agak mencolok, kehati-hatian
dan reservasi-reservasi itu mereka rumuskan dalam pernyataan
bahwa transisi ke demokrasi secara inherent mempunyai sifat
ketakpastian (uncertainty). Ini dalam pengertian bahwa hasil
akhir dari proses transisi itu belum tentu kehidupan yang
demokratis-bahkan, bisa saja kehidupan yang lebih otoriter
dari pemerintahan sebelumnya (Ibid.).

Di sini, setidak-tidaknya, yang ingin ditekankan adalah
bahwa meskipun demokrasi itu merupakan # political crafting,
pandangan seperti ini hendaknya tidak diterima secara taken
for granted. Sebab, seperti tampak dalam pengalaman negara-
negara yang berhasil melewati masa-masa transisi ke demokrasi
dengan baik (e.g. Spanyol, Portugal, Yunani, Brazil, Argentina,
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dan sebagainya), proses transformasi demokratik itu penuh
dengan tantangan dan persoalan (Linz & Stepan, 1996).

Dalam situasi demikian, path atau jalan transisi yang dilalui
dari sistem otoriter ke demokrasi menjadi sangat penting. Tingkat
ketidakpastian (uncertainty) relatif dapat dikurangi dengan
melihat path atau jalan yang diambil. Apakah sebuah negara
mengalami proses transisi ke demokrasi melalui cara (1) collapse-
seperti Argentina pada 1983; atau (2) transaction-seperti Brazil
pada pertengahan 1980-an; atau (3) extrication atau withdrmwal—
seperti di Uruguai, Peru, dan Bolivia pada awal 1980-an.

Dalam bahasa yang agak umum, terminologi yang tampak
sophisticated itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa: apakah
proses transisi itu berjalan secara gradual atau sebaliknya;
dilandasi oleh keinginan untuk sepenuhnya lepas dari tradisi
kepemerintahan lama (complete break from the past) atau masih ada
kesediaan untuk mengakornodasi elemen-elemen lama yang masih
bisa difungsikan, Dengan kata lain, apakah yang dikembangkan
itu pilihan-pilihan yang didasari oleh semangat memperbaiki
(reforma pactada) atau lebih pada politik bumi hangus (ruptura
pactada). Ataukah yang dilalui adalah jalan transisi yang
dinegosiasikan (negotiated transitiori), yang melibatkan seluruh elite
nasjonal-termasuk tentara! Yang terakhir ini penting, sebab, seperti
ditulis Juan Linz dan Alfred Stepan ketika menjelaskan keberhasilan
Spanyol, “[negotiated transition] ... is a format that avoids most of the
problems of a "provisional government”.” (Linz & Stepan, 1996).

Pilihan atas jalan transisi ini penting, karena proses-proses
yang dilalui akan melibatkan pelaku-pelaku politik, baik
yang baru maupun lama, baik yang konservatif atau
sebaliknya, baik yang-dalam konteks Indonesia—pro stafus-
quo atau pro reformasi. Pilihan yang tidak bijaksana-dalam
artian tidak melibatkan kelompok-kelompok tertentu—
hanya akan menambah tingkat ketidakpastian sebuah
transisi (Stepan, 1988).4
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Di sinilah kemudian, kualitas “nahkoda” kapal transisi juga
menjadi elemen sangat penting. Demikian pula, konfigurasi elite
nasional yang ada—-apakah mereka itu relatif consensually unified
atau disunified; terkonsolidasikan atau terfragmentasikan dalam
faksi-faksi yang sulit disatukan. Tipologi ini, seperti dilihat
Giovanni Sartori, “represent the standards, parameters, or models
against which ... concrete instances can be compared in terms of greater
or lesser proximity.” (Higley dan Gunther, 1992: h. 12).

Apa yang telah dikemukakan di atas adalah wilayah-
wilayah utama di mana kiat-kiat politik-khususnya di bidang
constitutional arragement, struktur relasi antar elite, dan
sebagainya, yang mengarah pada pembentukan sistem
kenegaraan yang demokratis—bisa dilakukan. Akan tetapi,
meskipun bukan untuk menepis optimisme pendekatan rekayasa
politik ini, ada sejumlah pertanyaan yang layak diajukan.
Apakah dengan menciptakan tatanan politik yang demokratis,
transisi dapat berlangsung dengan baik dan demokrasi
merupakan hasil akhir dari proses tersebut? Mampukah political
crafting seperti digambarkan di atas menciptakan kehidupan yang
demokratis? Apakah rekayasa politik ini juga berkaitan dengan
transformasi budaya madani (cfvic cultur e) masyarakat dan para

pelaku politik? Dalam berbagai literatur tentang demokrasi, -

faktor ini merupakan sesuatu yang tak kalah pentingnya bagi
kelangsungan kehidupan demokrasi (Almond, Verba, 1980;
Dahl, 1971). Akhirnya, dapatkah dengan political crafting itu,
konsolidast demokrasi diwujudkan?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting dikemukakan untuk
alasan-alasan substansial yang berkaitan dengan lingkup transisi
dan konsolidasi demokrasi. Perlu ditekankan, bahwa proses
transisi itu sendiri baru dapat dikatakan selesai, setidak-tidaknya,
jika telah menghasilkan (1) aturan main yang disepakati bersama;
(2) pemerintahan baru yang otoritatif melalui pemilu yang terbuka,
jujur, dan adil. Seperti dinyatakan Juan Linz dan Alfred Stepan,
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“{a] democratic transition is complete when sufficient agreement
has been reached about political procedures to produce an elected
government, when a government comes to power that is the direct
result of a free and populer vote, when this government de facto has
the authority to generate new policies, and when the executive,
legislative and judicial power generated by the new democracy does
not have to share power with other bodies de jure.” (Linz & Stepan,
1996: h. 3).

Sementara itu, dapat dipastikan bahwa proses konsolidasi
demokrasi akan memakan waktu lebih lama dan memerlukan
upaya yang lebih serius. Kondisi yang harus dipenuhi pun
semakin berat. Setidak-tidaknya, hal itu mencakup adanya: (1)
masyarakat madani (civi society) yang bebas; (2) masyarakat politik
yang relatif otonom; (3) undang-undang yang melindungi kebebasan
masyarakat; (4) pemerintahan yang efektif; dan (5) masyarakat
ekonomi (ibid.: h. 7-15). Kelima wilayah inj saling berhubungan
sedemikian rupa, dan masing-masing saling mempengaruhi,
Pendekaya, “{i]n a consolidated democracy, therefore, there are constant
mediations between the arenas, each of which is correctly in the “field” of
forces emanating from the other arenas.” (Linz & Stepan, 1996:h. 15).

Pengembangan Modal Sosial dan
Pribumisasi Demokrasi

Mempertimbangkan kompleksitas proyek demokratisasi
pada tingkat global, cukupkah kita menggantungkan kelanjutan
dari karya raksasa tersebut hanya kepada pemilu 2004. Jawaban
dari pertanyaan ini pasti negatif, walaupun peristiwa pemilu itu
sendiri menjanjikan sejumlah hal yang positif bagi pengembangan
demokrasi tahap berikutnya. Jika demikian halnya, faktor-fakor
suplementer dan komplementer apa saja yang bisa dijadikan
sandaran lanjutan bagi kelanjutan kehidupan demokrasi kita?

Merujuk pada pengalaman Indonesia, khususnya sejak
periode reformasi Mei 1998, dapat dipastikan bahwa proses
transisi dan konsolidasi demokrasi tidak akan dapat dilalui
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dengan baik hanya dengan mengandalkan agenda political
crafting semata. Lebih-lebih jika persoalan modal sosial
dimasukkan dalam ekuasi perhitungan, maka political crafting
tidak akan berbicara banyak berkaitan dengan perubahan sikap
dari para pelaku politik itu sendiri khususnya, dan masyarakat
luas umumnya.

Dalam konteks inilah modal sosial menjadi penting untuk
melengkapi penciptaan kiat-kiat politik yang memungkinkan
demokrasi berkembang. Agak disayangkan, modal sosial inilah
yang selama ini tidak muncul dalam perbincangan tentang
pengembangan kehidupan demokrasi. Dalam masa transisi ini,
atau periode-periode sebelumnya, perbincangan tentang
demokrasi selalu terfokus pada kebutuhan akan struktur
politik, hukum, perundang-undangan yang sesuai. Sementara
itu, hal-hal yang berkaitan dengan budaya madani (civic culture)
terabaikan. Dalam hal ini, beberapa hal penting seperti: (1) rasa
saling percaya (trust), (2) sportivitas, (3) keyakinan dari para
pelaku politik bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan secara
demokratis, (4) toleransi terhadap perbedaan, dan sebagainya,
sepertinya tidak menyertai wacana kehidupan demokrasi yang
tengah berlangsung. Akibatnya, di dalam masa transisi ini hak
menjadi lebih menonjol daripada kewajiban. Demikianlah,
maka para pelaku politik lebih siap untuk menang daripada
mengakui keunggulan lawan; lebih siap untuk pisah daripada
bersikap toleran atas perbedaan-perbedaan yang ada;lebih sigap
mengeluarkan ancaman daripada menyelesaikan persoalanyang
berkembang; dan seterusnya.

Kecenderungan-kecenderungan ini tidak banyak
membantu bagi pengembangan kehidupan demokrasi dalam
masa transisi ini. Bahkan, sikap-sikap tersebut justru bersifat
kontra produktif. Untuk itu, sudah pada saatnya pengembangan
modal sosial kehidupan demokrasi dilakukan. Hal ini bisa
dimulai dengan melakukan kampanye besar-besaran kepada para
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penguasa negara atau administratur pemerintahan, baik di
tingkat pusat maupun daerah, bahwa kekuasaan itu amanah~
setidak-tidaknya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan
secara publik. Melihat kecenderungan politik lima tahun
terakhir ini, meskipun sering diwacanakan, gagasan mengenai
kekuasaan adalah amanah belum menjadi realitas empirik.
Karenanya, alih-alih memerintah, yang muncul di permukaan
justru kecenderungan elite politik untuk berkuasa. Hal ini tentu
tidak membantu upaya untuk keluar dari periode transisi, apalagi
menuju tahapan transformasi politik yang terkonsolidasikan.
Karenanya, tidak terlalu berlebihan jika ada penilaian
bahwa sebenarnya kita tengah mengalami masa transisi yang
berkepanjangan. Untuk itu, sampai tingkat tertentu sebenarnya
ketidakpastian (uncertainty) akan masa depan kehidupan politik
kita masih tetap membayangi. Dalam situasi seperti ini, tidak
aneh jika sisa-sisa dari perilaku politik lama yang bersifat otoriter
itu masih dapat disaksikan di sana-sini. Apa yang terjadi dengan
politik pemilihan kepala daerah, baik pada tingkat I ataupun
tingkat II, di mana partai-partai politik yang ada tidak
memberikan kesempatan yang sama, bahkan kepada para
konstituen mereka, merupakan pertanda teramat jelas bahwa
demokrasi belum menjadi “the belief of political activists.” Jika para
aktivis politik saja tidak (sepenuhnya) percaya kepada
demokrasi, bagimana demokrasi dapat memperoleh sandaran
atau dukungan struktural dan kulturalnya secara kuat.
Akan tetapi, lemahnya modal sosial ini hendaknya tidak
dijadikan dasar bagi adanya sebuah penilaian bahwa komunitas
politik yang ada bersifat enggan untuk mengembangkan
demokrasi. Sampai tingkat tertentu, sebagaimana diisyaratkan
sebelumntya, ada kesenjangan (gap) budaya dan nilai serta tradisi
antara apa yang disebut Indonesia-dengan seluruh make up
sosial-budaya, agama, dan politiknya—vis-i-vis demokrasi. Tentu
di dalam bangunan demokrasi itu terdapat nilai-nilai universal
yang dengan mudah dapat diterima oleh komunitas politik
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Indonesia. Akan tetapi, demokrasi-sebagaimana dipahami
George Kennan, Samuel P Huntington, dan sebagainya—juga
mempunyai partikularitasnya sendiri yang tidak mudah untuk
direkonsiliasikan dengan kebiasaan politik komunitas non-
Anglo Saxon atau kakukasian.

Untuk itu diperlukan kesadaran bersama agar demokrasi
dapat diletakkan dalam konteks sosial-budaya dan tradisi
masyarakat Indonesia. Sebagai suatu tatanan yang dirumuskan
atau dibentuk bukan dangan “bahan-bahan” Indonesia, diperlukan
adanya proses adaptasi dan penyesuaian, sehingga demokrasi
menjadi sesuatu yang oleh Simone Chambers dimaknai sebagai
sesuatu yang “reasonable.” (Chambers, 1996). Dengan
demikian, dapat diharapkan demokrasi akan tumbuh dalam
alam sosial-budaya Indonesia. Gagasan mengenai
pribumisasi atau kontekstualisasi demokrasi ini sebanding
dengan wacana tentang Islam yang pernah berkembang pada
dasawarsa 1980-an, sebagaimana yang dikemukakan oleh
Abdurrahman Wahid maupun Munawir Syadzali. Tujuan dari
agenda tersebut adalah keinginan untuk menempatkan Islam
dalam pangkuan budaya Indonesia.

Dari uraian panjang di atas, rasanya tidak terlalu berlebihan
untuk disimpulkan bahwa sampai tingkat tertentu kita bisa
berharap bahwa pemilu 2004, khususnya pemilu presiden dan
wakilnya, dapat memberi dorongan bagi kelanjutan kehidupan
demokrasi. Akan tetapi, semata-mata menggantungkan masa
depan demokrasi kepada pemilu 2004 tidak akan menghantar
kita ke pintu kehidupan demokrasi yang kokoh. Karena
demokrasi bukan hanya persoalan membangun kiat-kiat politik
yang diperlukan, maka penguatan modal sosial demokrasi
menjadi pilihan yang sangat strategis bagi pengembangan
demokrasi di masa mendatang, Terkait dengan pengembangan
modal sosial ini adalah keperluan untuk meletakkan demokrasi
dalam konteks budaya dan tradisi Indonesia.***
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Catatan Akhir

1

Untuk hal ini baca komentar-komentar publik mengenai
pelaksanaan sidang MPR tahunan yang dijadwalkan berlangsung
pada 1-10 Agustus 2003. Lihat, misalnya, “Reuni Atas Nama
Rakyat,” Kompas, 3 Agustus 2003; “Mangkir, ratusan Anggota MPR,”
Republika, 4 Agustus 2003.

Untuk berhasil menjalani proses transisi ke demokrasi dan
memiliki kehidupan demokratis yang terkonsolidasikan dengan
baik bukan merupakan perkara gampang, Dari sekian banyak
negara yang mengalami proses tersebut sejak akhir 1970-an,
hanya Spanyol yang sering dijadikan rujukan atau text book —
sebagai contoh paling berhasil.

Huntington menyebutkan bahwa dengan adanya gelombang
ketiga demokratisasi, jumlah negara-negara demokratis
bertambah. Walaupun, harus pula dikatakan bahwa jumlah
tersebut berfluktuasi. Pada 1922, dari 64 negara yang ada di dunia
yang berpenduduk di atas satu juta jiwa, 29 dapat disebut sebagai
negara demokratis, 35 sisanya tidak (45,3%). Jumlah tersebut
berkurang drastis pada 1942, di mana hanya ada 12 negara
demokratis, sementara yang tidak demokratis berjumlah 49
(19,7%). Pada 1962, demokrasi mengalami gelombang pasang —
ada 36 negara demokratis dan 75 non demokratis (32,4%). Fluktuasi
yang menurun terjadi kembal pada 1973, di mana negara
demokratis hanya berjumlah 30, sedangkan 92 bersifat non-
demokratis (24,6%). Pada 1990, jumlah negara demokratis
bertambah hampir dua kali lipat, yaitu 58. Sementara negara-
negara non-demokratik berjumlah 71 (45.0%).

Proses transisi ke demokrasi di Argentina berlangsung radikal
yang, antara lain, ditandai dengan dikembalikannya tentara ke
barak. Dalam perkembangannya, hilangnya fungsi atau hak
prerogatif tentara untuk berpolitik telah mendorong faksi-faksi
dalam tentara untuk mengganggu proses transisi dan konsolidasi
dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan (mutinies).



PERKIRAAN POLITIK
INDONESIA
PASKA PEMILU 2004

KETIKA TULISAN INI DIPERSIAPKAN, hasil akhir dari
pemilu legislatif 2004 belum tersedia secara utuh. Pusat Tabulasi
Nasional (PTN) yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, memang memberikan
informasi tentang perkembangan suara yang diperoleh partai-
partai. Akan tetapi, karena lambatnya proses transmisi data dari
daerah yang terdiri dari kurang-lebih 5000 titik ke PTN berjalan
tidak selancar yang diharapkan, masyarakat belum bisa
memperoleh hasil optimal. Bagi sebagian aktivis partai, yang .
kebetulan juga memantau dan mencatat hasil pemungutan suara
secara manual, hasil yang diberikan PTN menunjukkan
perbedaan yang cukup menyolok. Ditambah dengan kenyataan
bahwa masih ada pemilu susulan yang harus dilakukan KPU,
yang jumlahnya meliputi seribu lebih Tempat Pemungutan
Suara (TPS), dapat diduga bahwa perolehan akhir dari hasil
penghitungan suara tampaknya bakal melewati waktu yang
telah ditetapkan. Demikian pula jika tuntutan sebagjan partai
agar penayangan hasil penghitungan suara di PTN dihentikan,
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maka masyarakat masih harus bersabar untuk menunggu
beberapa lama lagi sebelum hasil akhir bisa diketahui.
Meskipun situasi hasil sementara pemilu legislatif seperti
yang dipaparkan di atas, banyak masyarakat yang sudah
memperkirakan partai-partai yang bakal menduduki posisi lima
atau sepuluhbesar. Selain didasarkan oleh hasil sementara yang
ditayangkan PTN, perkiraan tersebut juga dirujukkan oleh
laporan penelitian dari berbagai lembaga survei seperti IFES,
LSI, dan LP3ES. Walaupun informasi survei tersebut tidak
memberikan keakuratan absolut, bahkan juga bisa salah, setidak-
tidaknya mereka telah memberi gambaran perkiraan tentang
potensi perolehan suara bagi partai-partai tertentu. Hampir
secara konsisten, hasil survei tersebut menyebutkan bahwa
PDIP berpotensi untuk mengalami penurunan perolehan
suara, sementara Partai Golkar memiliki kemungkinan untuk
memperoleh suara lebih dibandingkan perolehannya pada
pemilu 1999. PKB mungkin akan mendapatkan jumlah suara
yang sebanding dengan jumlah dukungan yang diperoleh pada
1999, Konflik interen yang terjadi pada PPF, yang secara langsung
melahirkan Partai Bintang Reformasi (PBR) , pimpinan KH
Zainuddin MZ, memunculkan pandangan bahwa partai ini
bakal mengalami penurunan perolehan suara pada pemilu 2004
ini. Demikian pula halnya dengan PBB. Walaupun gesekan-
gesekan yang pernah terjadi di partai ini tidak menyebabkan
hadimya partai baru, ketidakseriusan pengurusnya di dalam
mengelola partai sepanjang lima tahun terakhir ini, telah
menyebabkan menipisnya pengenalan publik terhadap partai ini.
PAN sebenarnya juga mengalami persoalan yang sama. Ini
dalam artian bahwa para politisi PAN belum secara maksimal
memperhatikan keberadaan partai. Meski demikian, kehadiran
Amien Rais-lebih sebagai figur Ketua MPR dan-terlebih lagi-
sebagai kandidat calon presiden-relatif “menyelamatkan” partai.
Hal ini dapat dilihat dari cukup meriahnya kampanye yang
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dilakukan PAN. Bahkan di Pasuruan-daerah yang pada 1999
menolak kehadiran Amien Rais-kampanye PAN relatif ramai
pengunjung. Bendera-bendera PAN di sekitar Jakarta juga
menunjukkan keriuhan tersendiri, jauh dari apa yang dialami
Partai Golkar.

Keramaian kampanye dan banyaknya bendera yang
dipasang PAN ternyata tidak terterjemahkan secara konsisten
di dalam perolehan sementara PAN. Asumsi yang dibangun
sebagian pengurus partai, bahwa keberhasilan kampanye akan
menempatkan PAN pada posisi setidak-tidaknya tiga besar,
tampaknya sulit untuk menjadi kenyataan.

Yang sedikit spektakuler, dilihat dari kemungkinan suara
yang bakal diperoleh partai-partai peserta pemilu, adalah
fenomena yang sedang terjadi pada Partai Demokrat dan Partai
Keadilan Sejahtera. Kedua partai ini potensial untuk menggeser
posisi perolehan suara PAN dan PBB yang pada pemilu 1999
berada pada nomor lima dan enam. Dengan kemungkinan
perkembangan baru seperti itu, sebagian pihak bertaniya apakah
pemiku 2004 ini bakal menghasilkan situasi politik yang berbeda
dengan pemilu 1999?

Jika pertanyaan seperti itu benar adanya, sebenamya juga
tidak mudah untuk memberikan jawaban yang relatif pasti.
Kemunculan fenomena dari Partai Demokrat merupakan
sesuatu yang belum “teruji,” yang relatif “menyalahi” tradisi
kekuatan politik Indonesia. Ini dalam artian bahwa partai-partai
besar biasanya memiliki basis pendukung yang relatif mapan.
Sementara itu, Partai Demokrat masih belum jelas siapa
sebenarnya yang menjadi basis massa mereka.

Meskipun partai yang dari segi nama baru, PDIP
mempunyai tradisi basis pendukung lama-dalam hal ini adalah
pendukung PNI sejak dasawarsa 1950-an. Demikian pula
halnya dengan PPP (NU, Masyumi, Parmusi, PSII, dan Perti),
PKB (NU), dan PBB-walaupun yang disebut terakhir ini
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sekarang agak “kabur” basis pendukungnya, karena tak lagi
memonopoli dukungan Masyumi tahun 1950-an yang sejak
masa Orde Baru sudah terfragmentasikan.

PK {sebelum menjadi PKS) memiliki basis pendukung dari
gerakan Tarbiyah yang muncul di kampus-kampus sejak akhir
dasawarsa 1980-an. Ini merupakan gerakan keagamaan yang
untuk sebagian merupakan jawaban atas otoritarianisme Orde
Baru dalam kaitannya dengan aspirasi politik Islam. Meskipun
tidak begitu besar jumlahnya, jaringannya relatif baik, bahkan
menjangkau kampus-kampus di luar negeri yang mempunyai
mahasiswa Muslim asal Indonesia.

Dalam kerangka ini, sebenarmya PKS relatif memiliki basis
massa yang lebih jelas daripada Partai Demokrat. Meski
demikian, keduanya menikmati posisi fenomenal yang
sebanding dilihat dari hasil perolehan suara pemilu 2004.
Bahkan ada kemungkinan, Partai Demokrat sedikit berada pada
posisi atas dibanding PKS. Dalam hal ini tak salah untuk
menyimpulkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono berfungsi
sebagai faktor utama yang membuat masyarakat memilih Partai
Demokrat. Sudah sejak bebera waktu ini Susilo Bambang
Yudhoyono menunjukkan keinginan dan ambisi politiknya.
Posisinya sebagai salah satu anggota kabinet, yang berasal dari
lingkungan militer (meskipun sudah pensiun), dan tiadanya
kendaraan politik yang jelas membuatnya relatif hati-hati di
dalam menentukan langkah-langkah politiknya. Gesekan-
gesekan yang terjadi antara dirinya dengan pelaku-pelaku
politik yang lain, khususnya dengan Taufik Kiemas dan-sampai
tingkat tertentu~-Megawati mendorongnya untuk memilih
mundur dari kabinet dan sepenuhnya terjun ke dunia politik.

Dengan situasi seperti itu publik menjatuhkan pilihan
kepada Partai Demokrat yang oleh banyak pihak dilihat sebagai
kendaraan politik Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam
pandangan mereka, kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono tak
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lagi sekadar pelaku politik, tetapi juga menjadi alternatif bagi
kemungkinan naiknya Megawati, Amien Rais, atau Akbar
Tandjung ke tampuk pimpinan nasional.

Dalam hal “ketiadaan” basis massa yang jelas inilah Partai
Demokrat “menyalahi” tradisi politik kekuasaan atau
kepartaian di Indonesia. Akan tetapi, hal itu sebenarnya tidak
terfalu “menyimpang,” sebab pada saat yang sama tokoh juga
menjadi faktor penting di samping basis massa yang jelas.
Di sinilah saya kira letak kaitan antara Susilo Bambang
“Yudhoyono dengan perolehan suara Partai Demokrat yang
cukup menggembirakan itu.

Sementara itu, PKS potensial untuk meraih suara yang
cukup berarti lebih karena citra dan apa yang telah dilakukan
partai ini selama lima tahun terakhir. Kendatipunbanyak catatan
yang perlu dikemukakan, tak diragukan aktivis PKS merupakan
pihak-pihak yang relatif “bersih” dibanding aktivis partai-partai
yang lain. Kesediaan mereka untuk menolak dana legislatif yang
tidak jelas asal-usulnya menjadi dasar banyak pihak untuk
mengatakan bahwa mereka relatif bersih. Demikian pula halnya
dengan agenda-agenda partai yang merambah wilayah “non-
politik,” seperti membeli harga gabah rakyat yang tidak terbeli
oleh Bulog karena ketiadaan dana. Semua itu hanya
mematrikan-setidak-tidaknya untuk sementara-pandangan
rakyat yang positif terhadap PKS. Inilah faktor-faktor yang
ikut menghantarkan PKS di dalam memperoleh suara yang
cukup baik. Artinya, sebenarnya PKS hanya memetik buah
dari jerth payah mereka selama lima tahun terakhir ini.

Jika apa yang telah dikemukakan oleh berbagai lembaga
penelitian yang melakukan survei mendekati kenyataan, maka
ketika penghitungan suara pemilu legislatif selesai, maka di
tingkat pusat kita akan mendapatkan konfigurasi kekuatan
politik dengan urut-urutan sebagai berikut Partai Golkar, PDIE,
PKB, PPE Partai Demokrat, PKS, PAN, PBB atau PBR.
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Walaupun masyarakat juga menanti-nantikan hasil pemilu
legislatif, dan hal tersebut dianggap penting bagi kelanjutan
politik Indonesia ke depan, masyarakat juga mempunyai
keingintahuan sendiri berkaitan dengan diselenggarakannya
pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung. Bahkan,
karena demikian gencarnya pembicaraan mengenai
kemungkinan koalisi yang bakal dilakukan oleh partai-partai
politik, ada dugaan bahwa masyarakat sebenarnya lebih
berperhatian terhadap pemilihan presiden/wakil presiden itu
sendiri. Hal ini mudah dipahami, karena disamping posisi
presiden/wakil presiden memiliki kedudukan penting di dalam
konfigurasi kekuatan politik di Indonesia, peristiwa ini baru
pertama kali terjadi di dalam sejarah pemilu di negeri ini.

Sebagaimana diketahui, pemilihan presiden/wakil presiden
di masa-masa sebelumnya dilakukan oleh MPR. Ini merupakan
sesuatu yang lebih mudah dilakukan daripada melalui pemilu
langsung. Pun, jika terdapat negosiasi atau koalisi, pemilu
presiden/wakil presiden juga lebih mudah dilakukan. Dalam
hal ini kita masih ingat apa yang terjadi selama masa Orde
Baru, di mana dengan manuver-manuver tertentu Presiden
Soeharto dapat selalu dipilih. Demikian pula halnya dengan
Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999. Meskipun dalam
kondisi yang tidak prima untuk memegang jabatan presiden,
melalui manuver Poros Tengah di MPR, Abdurrahman Wahid
berhasil ditampilkan sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Karena itu yang juga membedakan antara pemilu presiden/
wakil presiden melalui MPR dengan yang dilakukan secara
langsung juga terletak dalam kenyataan bahwa manuver-
manuver seperti di atas tak lagi dapat dilakukan. Jika terdapat
pihak-pihak yang berupaya untuk melakukan manuver
tertentu guna mempengaruhi kecenderungan dukungan atau
untuk menggabungkan kekuatan-kekuatan pclitik, maka hal



Perkiraan Poiitik Indonesia 313

tersebut akan terasa lebih sulit untuk dilaksanakan, karena yang
menjadi sasaran adalah seluruh peserta pemilu yang jumlahnya
pada pemilu kali ini mencapai 148 juta orang. Ini semakin berat,
mengingat pada pengalaman masa lalu, hanya sekita 700 atau
1000 anggota MPR yang harus dipengaruhi untuk memperoleh
dukungan politik tertentu.

Jika konfigurasi kekuatan politik masih ditandai oleh adanya
banyak partai, maka tampaknya setiap calon presiden/wakil
presiden harus berupaya untuk melakukan penggabungan
kekuatan politik. Kenyataan ini adalah suatu keniscayaan ketika
dari 24 partai politik peserta pemilu, tampaknya-mirip dengan
pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai-tidak bakal ada yang
memperoleh suara mayoritas. Dengan kata lain, dengan
terfragmentasikannya kekuatan politik secara sedemikian rupa,
proses-proses politik seperti ini tidak mungkin menghasilkan
satu kekuatan politik dominan. Karena itu, penggabungan
kekuatan politik-atau yang sering disebut koalisi<(meskipun
hanya sermentara sifatnya), merupakan sesuatu yang akan selalu
dibicarakan oleh para calon presiden/wakil presiden dan
direalisasikan dalam upaya mmperoleh kemenangan.

Sebenarnya mengupayakan koalisi kekuatan politik untuk
menghadapi pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung
ini terasa aneh-karena yang bakal menentukan terpilih dan
tidak-terpilihnya para peserta pemilu presiden/wakil presiden
adalah rakyat yang berhak memilih (148 juta). Akan tetapi,
melihat struktur masyarakat Indonesia yang masih kental
warna paternalistiknya, maka keanehan tersebut dapat
dipahami. Dasar dari pemikiran koalisi yang ingin dibangun
adalah bahwa dengan menggabungkan kekuatan-kekuatan
politik antara partai yang satu dengan partai lainnya akan
menghasilkan mesin politik yang cukup besar—-dan dengan itu
orang berharap bahwa para pendukung partai juga akan
menjatuhkan pilihan kepada calon presiden/wakil presiden
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yang diusulkan koalisi partai tersebut. Yang juga menjadi
pertimbangan adalah bahwa dengan koalisi tersebut, medan
kampanye yang meliputi seluruh pelosok Indonesia menjadi
mungkin untuk ditelusuri secara relatif menyeluruh.

Jika koalisi satu-dua partai (atau lebih) itu terjadi, maka
hal tersebutjugaakan menjadi pengalaman baru—setidak-tidaknya
untuk mencari kepastian apakah rakyat pemilih secara otomatis
akan memilih calon yang diusulkan oleh partai-partai mereka.
Jika ternyata koalisi antar partai ini tidak berfungsi sebagaimana
diharapkan, maka sebenarnya telah terjadi perubahan politik
yang cukup penting dalam masyarakat. Tapi biarlah hal seperti
int kita serahkan kepada para ahlinya untuk melihat
kemungkinan-kemungkinan implikasi teoritisnya, berkaitan
dengan dinamika perkembangan politik masyarakat
Indonesia di satu pihak, dan posisi partai dalam masyarakat
di pihak lain.

Yang lebih penting untuk diperhatikan di dalam
kemungkinan adanya koalisi tersebut adalah partai apa yang akan
berkoalisi dengan pihak mana; siapa saja yang terlibat; dan
kemungkinannya bagi perkembangan politik pada periode 2004-
2009.

bk

Seperti telah diisyaratkan, mundumya Presiden Soeharto
dari tampuk kekuasaan pada 21 Mei 1998 telah diikuti
munculnya berbagai kekuatan politik. Pada masa itu,
setidaknya ada 181 partai baru lahir. Walaupun, dari jumlah
itu hanya 48 partai yang memenuhi persyaratan untuk
mengiktui pemilu 1999. Beberapa tahun kemudian, jumlah
partai politik—dan pernah mencapai angka dia atas 250.

Kenyataan ini di satu pihak dilihat banyak orang sebagai
konsekuensi demokrasi dan kebebasan. Akan tetapi, di pihak
lain, hal tersebut juga mencerminkan sebuah wajah tentang
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terfragmentasikannya elite politik nasional yang kita miliki, dan
betapa sulitnya mereka melakukan negosiasi untuk mencapai
konsensus. Perbedaan kecil dan mungkin tidak penting dapat
menjadi faktor disintegrasi. Atas dasar itu, tidak salah untuk
dikatakan bahwa sejak reformasi berlangsung selama enam tahun
terakhir ini, telah terjadi fragmentasi kekuatan politik yang
luar biasa. Karenanya, tidak terlalu aneh jika pemilu
demokratis yang berlangsung pada 1999 dan 2004 tidak
menghasilkan suatu kekuatan politik dominan, yang cukup
kuat secara politik untuk mengelola negara. Untuk itulah,
koalisi atau gabungan kekuatan menjadi sesuatu yang
dianggap penting.

Beberapa lembaga survei yang melakukan penelitian sebelum
kampanye dan pemungutan suara pemilu 2004 dilakukan
menyebutkan bahwa pemilu kali ini akan mengubah
konfigurasi kekuatan politik. Partai Golkar yang pada pemilu
lalu menduduki nomor dua, dengan memperoleh suara sekitar
24%, kini disebut-sebut sebagai salah satu partai yang mungkin
akan memperoleh suara lebih, dan bahkan mengungguli
perolehan suara PDIP yang memperoleh suara tertinggi pada
pemilu 1999.

Di luar itu, PKB, PPP, dan PAN diduga masih akan
menduduki posisi lima besar. Di antara partai-partai itu akan
mengalami fluktuasi kenaikan atau penurunan perolehan suara.
Akan tetapi, mereka masih akan dianggap sebagai partai besar
atau menengah dalam posisi lima besar.

Meski demikian, hasil sementara penghitungan suara yang
ditayangkan oleh KPU menunjukkan adanya perubahan yang
cukup mengagetkan, di mana—seperti telah disebutkan-PKSdan
Partai Demokrat memperoleh suara yang cukup banyak. Jika
perolehan ini tetap bertahan, tidak mustahil mereka akan
mengambil “posisi” PAN di dalam konfigurasi politik di
parlemen.
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Tidak adanya satu partai politik yang mempunyai
kekuatan dominan adalah satu hal. Hak partai atau gabungan
partai politik untuk mencalonkan seorang calon presiden/wakil
presiden adalah hal lain. Karenanya, meskipun tidak ada satu
partai politik—tanpa gabungan dengan kekuatan lain-yang
bakal tampil sebagai kekuatan dominan, tampaknya akan
banyak partai yang bakal mencalonkan figur-figur yang mereka
pilih sebagai presiden/wakil presiden.

Hal ini dimungkinkan karena persyaratan pencalonan
presiden/wakil presiden oleh partai politik tidak begitu ketat.
Dalam hal inj, dikatakan bahwa partai atau gabungan partai
yang memperoleh suara minimal 3% boleh mengajukan calon
presiden/wakil presiden. Jika atas dasar peraturan ini, partai-
partai peserta pemilu mengajukan calon, maka akan terdapat
cukup banyak calon presiden/wakil presiden.

Meski demikian, saya yakin bahwa masih banyak petinggi
partai yang memiliki kesadaran mengenai kemungkinan
berhasil-tidak berhasilnya mereka di dalam mengajukan
seseorang sebagai calon presiden/wakil presiden. Untukitu, jika
dugaan ini benar maka hanya akan ada beberapa partai politik
yang bakal mengajukan calon presiden/wakil presiden.
Sementara partai-partai yang lain hanya akan terlibat di dalam
proses koalisi dengan partai-partai yang mereka minati-bisa
atas dasar ideologi maupun kepentingan politik (berharap
memperoleh posisi di kabinet, misalnya).

Dalam kerangka ini, masuk akal jika hanya ada beberapa
nama yang potensial menjadi calon presiden/wakil presiden.
Sebab, memang bukan hanya soal 3% perolehan partai, akan
tetapi juga mencakup hal kompetensi, pengenalan atau
pengakuan politik, dan sebagainya. Di sinilah, saya kira,
mengapa selama ini hanya muncul nama-nama seperti
Megawati, Amien Rais, Akbar Tandjung, Abdurrahman Wahid,
Wiranto, Siswono, dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono.
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Untuk posisi calon wakil presiden, sempat pula muncul nama
Jusuf Kalla, Hasyim Muzadi, Hidayat Nurwahid, Yusril Thza
Mahendra, dan sebagainya.

Dan dalam kerangka inilah banyak pihak berbicara
mengenai koalisi. Ada yang mengembangkan wacana koalisi
PDIP dengan Partai Golkar. Kini berkembang juga kemungkinan
koalisi antara PKB, Partai Demokrat, dan mungkin PKS. Ada
juga yang berusaha mengembangkan koalisi antara Partai
Golkar dan partai-partai Islam. Juga ada yang sudah merancang
kemungkinan koalisi antara Partai Demokrat, PKS, dan partai-
partai Islam. Yang masih belum kelihatan adalah di mana posisi
PPP, yang meskipun ada keinginan untuk mengajukan Hamzah
Haz sebagai calon presiden, tetapi belum diketahui hendak
bekerjasama dengan partai apa. Demikian juga halnya dengan
PAN. Meskipun Amien Rais merupakan calon presiden yang
paling serius selain Megawati, belum jelas dengan siapa dia akan
berkoalisi. Pernah terbetik berita, bahwa Amien Rais ingin
Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon wakil presidennya-
jauh sebelum ada kaitan yang jelas antara yang disebut
belakangan ini dengan Partai Demokrat.

Namun, semua wacana tentang kemungkinan koalisi di atas,
masihbelumjelas. Alasanutamanya adalah karenabelum diketahuinya
secara pasti konfigurasi kekuatan politik hasil pemilu 2004.
Berapa perolehan suara peserta pemilu baru bisa dipastikan
besarannya setelah penghitungan selesai. Baru setelah itu, saya
kira, pembicaraan mengenai koalisi serius akan dilakukan.

ook
Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, tampaknya
pemilu kepresidenan hanya akan diikuti oleh calon-calon yang
“serius.” Ini dalam artian mereka didukung oleh kekuatan yang
cukup untuk memenangkan pemilihan. Jika dugaan ini benar,
maka yang bakal maju adalah PDIP (Megawati), Partai Golkar
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(bergantung siapa yang bakal menang konvensi partai, walaupun
orang banyak menduga antara Akbar Tandjung dan Wiranto),
PAN (Amien Rais), dan Partai Demokrat (Susilo Bambang
Yudhoyono).

Siapa pun yang muncul sebagai pemimpin nasional kita
hasil pemilu 2004, tamnpaknya sulit mengharapkan Indonesia
berubah secara cukup berarti. Ini bukan karena tokoh-tokoh
yang disebut di atas tidak mempunyai kemampuan
memimpin atau tidak memiliki visi dan gagasan yang jelas,
tetapi harus diakui bahwa persoalan yang dihadapi
Indonesia memang demikian kompleks. Reformasi yang
seharusnya mengoreksi pengalaman masa lampau, dalam
banyak hal justru mengulangi dan melembagakan
praktik-praktik ekonomi-poliiik masa Orde Baru.

Kecuali kebebasan politik yang sekarang ini dinikmati,
rasanya sulit mengidentifikasi capaian-capaian positif lainnya.
Praktik korupsi yang banyak dikecam itu, menurut banyak
pengamat ekonomi, justru merebak ke mana-mana dan
semakin terdistribusikan sampai ke tingkat pemerintahan
bawah. Demikian pula halnya dengan kondisi stabilitas dan
keamanan yang mudah berubah jika terjadi gejolak-gejolak
politik tertentu. Hal yang sama dapat juga dikatakan berkaitan
dengan situasi sosial-kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan,
dan sebagainya.

Karenanya, tanpa harus merasa pesimis, kita tidak perlu
berharap secara berlebihan bahwa dengan pemilu segala
sesuatunya bakal tampak lebih baik. Jika PDIP, Golkar, atau
Partai Demokrat-tentu dengan koalisi-koalisi yang mereka
tentukan-yang keluar sebagai permenang, maka tidak akan ada
perubahan kebijakan ekonomi secara fundamental. Pragmatisme
ekonomi, saya kira akan tetap mewarnai kebijakan mereka.
Mungkin saja di sana-sini akan ada perbedaan, berkaitan
dengan subsidi, pengumpulan pajak, dan sebagainya. Akan
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tetapi pada dasarnya mereka akan melakukan kompromi-
kompromi ekonomi secara lebih realistis.

Demikian pula halnya dengan pengelolaan pemerintahan
yang bersih dan penegakan hukum. Di sana sini akan ada
warna yang berubah, tetapi warna dasamya bakal sama. Sebab,
untuk membenahi persoalan ini diperlukan pendekatan yang
komprehensif-sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan untuk
kurun 2004-2009.

Jika Amien Rais yang muncul, ada kemungkinan bahwa
tokoh ini akan melakukan serangkaian kebijakan baru,
terutama yang berkaitan dengan privatisasi. Meskipun bukan
seorang ekonom, tampaknya Amien merasakan benar tentang
kaitan antara ekonomi dan harkat diri sebagai bangsa. Jika
diteruskan, ada kemungkinan bahwa dirinya bakal mengikut
mazhab economic nationalism.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih mungkin saja
dilakukan oleh Amien Rais. Relatif “terbebaskannya” dari isu-
isu korupsi telah membuatnya nyaman untuk meneriakkan
tekadnya di dalam memberantas korupsi. Persoalannya adalah,
praktik korupsi telah membentuk dirinya bagaikan oktopus,
yang jaring-jaring melibat hampir seluruh lapisan masyarakat
dan kegiatan.

Sementara itu, menurut berbagai survei, persoalan pokok
yang dihadapi rakyat adalah soal ekonomi, Penegakan hukum,
pemerintahan yang bersih, dan sebagainya masih dianggap
sebagai sesuatu yang bersifat secondary. Jika asumsi ini benar,
maka siapa saja yang bakal memimpin akan berkosentrasi di
bidang ekonomi, mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi,
meningkatkan daya beli rakyat, menciptakan pekerjaan,
mengurangi pengangguran.

Meskipun banyak yang berpandangan bahwa korupsi
menjadi penyebab keterpurukan ekonomi-walaupun ada
juga yang berpendapat sebaliknya-pragmatisme dan
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realisme ekonomi bakal menjadi rujukan utama mereka
yangt bakal muncul di kursi kepemimpinan nasional. Tanpa
itu, sulit bagi mereka untuk bisa survive secara politik. Baru
ketika situasi ekonomi-politik Indonesia menjadi “normal,”
perbedaan-perbedaan kebijakan antara satu partai dengan
partai lainnya, antara satu tokoh dengan tokoh yang lain,
bisa dirumuskan.***



ETIKA AGAMA, DEMOKRASI,
DAN PEMILU 2004:
PERSPEKTIF ISLAM

PADA 5 APRIL 2004, pemilu demokratis ketiga diIndonesia
diselenggarakan. Meskipun sudah merdeka sejak 1945, memang
baru ketiga kali inilah Indonesia bisa menyelenggarakan pemilu
secara terbuka, adil, dan demokratis. Pemilu demokratis pertama
yang diadakan pada 1955 merupakan tonggak sejarah. Ini dalam
artian bahwa meskipun usia kemerdekaan masih sangat
muda, ternyata negara baru ini bisa menyelenggara kan
pemilu sebanding dengan yang berlangsung dinegara-negara
demokeratis lainnya yang sudah mapan. Hampir tanpa halangan
yang berarti, para kontestan pemilu—yang terdiri dari banyak
partai—ikut dalam proses sirkulasi elite tersebut dengan
nyaman, dan menerima hasilnya dengan baik (Feith, 1957).

Mirip dengan semangat tahun 1955, pemilu demokratis
kedua terselenggara pada 1999 (Gaffar, 1992).' Walaupun, harus
diakui bahwa pada pemilu kedua tersebut, situasi sosial-politik
terasa lebih hiruk-pikuk. Sebagaimana diketahui, pada waktu
itu, Indonesia baru saja memasuki masa transisi dari
otoritarianisme ke demokrasi. Suasana krisis multi-dimensi yang
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berlangsung sejak 1998 hanya menambah keinginan publik
untuk segera berada pada situasi transformatif yang lebih pasti.
. Dan pemilu 1999 dipandang sebagai salah satu keharusan untuk
menuju situasi yang diinginkan itu—pemerintahan yang lebih
pastt, yang dihasilkan oleh mekanisme pemilihan yangadil dan
terbuka (Suryadinata, 2002).

Dalam konteks pemilu legislatif kali ini, barangkali
masyarakat tidak terlalu “berharap” berkaitan dengan siapa
saja yang bakal bekerja di Senayan untuk periode 2004-2009.
Perhatian mereka justru diarahkan pada pemilihan presiden/
wakil presiden, yang untuk pertama kalinya diadakan secara
langsung. Berbeda dengan periode sebelumnya, kepemimpinan
nasional tak lagi ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), akan tetapi oleh masyarakat luas. Inilah saya
kira, arti penting dari pemilu demokratis ketiga.

Kendatipun suasana 2004 relatif lebih kondusif daripada
1999, tapi tetap saja banyak pihak berharap bahwa peristiwa
lima tahun sekali itu bisa berlangsung damai. Meskipun
kekerasan yang bersifat masif tidak terjadi pada pemilu 1999
(kecuali di beberapa tempat seperti di Dongos, Jawa Tengah),
masth segar dalam ingatan kita bagaimana aparat keamanan
mempersiapkan segala sesuatunya agar kerusuhan tidak terjadi.
Sekolah sempat diliburkan satu bulan, sementara gedung-
gedung di Jakarta dipasangi jaring-jaring pengaman. Itu
semua merupakan cerminan dari kekhawatiran kalau-kalau
kerusuhan massal yang sempat berlangsung beberapa lama
menjelang dan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri
pada 21 Mei 1998 terulang kembali.

Menyongsong pemilu 2004, imbauan dan kampanye damai
lagi-lagi dimunculkan. Demikianlah yang dilakukan KPU,
partai politik peserta pemilu, penegak keamanan dan berb agai
kalangan lainnya—termasuk kaum agamawan. Bagi kelompok
yang disebut terakhir ini, antara lain yang menjadi perhatian
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mereka adalah bagaimana memfungsionalkan agama agar
demokrasi bisa berlanjut dan berkembang. Jika hal itu
terlaksana, maka pemilu yang damai merupakan salah satu
pertanda bahwa agama bisa diandalkan untuk mendukung
pengembangan demokrasi.

Tulisan ini akan menyoroti sejauh mana Islam dapat
diharapkan untuk memainkan fungsi positifnya bagi
pengembangan demokrasi—dan dengan demikian juga
bermakna bagi penyelenggaraan pemilu (baca kegiatan politik)
yang damai. Agama ini dipilih karena ia inerupakan kepercayaan
yang dipeluk mayoritas masyarakat Indonesia. Tanpa dukungan
kalangan Islam —meskipun bukan hendak mengecilkan peran
agama-agama lain—sulit diharapkan demokrasi bisa tumbuh
dengan kokoh. Demikian pula halnya dengan praktik-praktik
politik yang santun dan damai.

Islam dan Demokrasi:
Masih Ada Masalah yang perlu Dibenahi

Salah satu isu paling populer sejak akhir dasawarsa abad
ke-20 adalah demokratisasi. Di antara indikator palingjelas dari
kepopuleran isu tersebut adalah berlipat gandanya jumlah
negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis.
Memang, sejak awal 1980-an, banyak negara di kawasan Eropa
Selatan, Amerika Latin, Afrika, Eropa Timur, dan Asia
mengalami proses transisi ke demokrasi. Pemerintahan otoriter
yang dipraktikkan di kawasan tersebut sejak akhir 1950-an,
satu demi satu mulai rontok. Meskipun tertatih-tatih—bahkan
terancam gagal, Spanyol, Portugal, Yunani, Brazil, Argentina,
Uruguai, Bostwana, Afrika Selatan, Polandia, Hungaria, Korea
Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, dan {akhirnya) Indonesia
menyambut proses transisi dengan antusiasme yang patut
dihargai {Diamond dan. Plattner, ed., 1993; Huntington, 1991;
Lowenthal, ed., 1991). Sejumlah negara mengalami kesulitan-
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kesulitan cukup menonjol di dalam proses tersebut. Namun,
ada juga yang berhasil —dan kini bisa dikategorikan ke dalam
negara demokratis yang terkonsolidasikan, kuat, dan stabil.
Spanyol merupakan contoh yang paling baik dalam hal ini
(Linz dan Stepan, 1996).

Sejak perang dingin berakhir, dan Amerika Serikat beserta
sekutunya keluar sebagai pemenang, demokrasi bahkan menjadi
icon. Tetapi, meskipun mungkin terkesan “sinis,” ada jugayang
merasa bahwa demokrasi telah muncul bagaikan oktopus dan
bersifat “hegemonik.” Ini dalam artian bahwa tak satu pun
negara yang bisa mengelak dari tuntutan demokrasi. Tak satu
pun negara yang berani “berbeda” dengan —atau berpikir
sedikit agak kritis tentang —demokrast (Fukuyama, 1992). Orang
begitu takutuntuk dibilang tidak demokratis. Dan masing-masing
berlomba, walaupun hanya pada tingkatan retorik, untuk
menyebut pihaknya demokratis. Demikian gencarnya kampanye
tentang demokrasi berlangsung, sehingga muncul pandangan
bahwa seluruh negara harus dikelola secara demokratis, Di situ
ada kepercayaan kuat, kendatipun mungkin tidak
terelaborasikan dengan baik, bahwa demokrasi merupakan
sesuatu yang universal, baik pada tataran ide maupun aplikasi.

Di tengah proses demokratisasi yang terjadi di mana-mana
itu, pada mulanya dunia Islam tidak menjadi bagian. Ribuan
halaman yang ditulis tentang transisi demokrasi yang terjadi di
Amerika Latin, Eropa Selatan, Afrika, dan Asia, dengan sengaja
sejumlah ahli tidak melibatkan dunia Islam. Alasan awalnya,
ketika itu pada akhir dasawarsa 1980-an, adalah kurangnya
bahan. Namun segera mereka menambahkan, bahwa dunia
Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta
tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang cukup. “ The Islamic
countries of the Middle East and North Africa,” tulis Larry Diamond,
Juan]. Linz, dan Seymour Martin Lipset dalam pengantar buku
suntingan mereka, Democracy in Developing Countries, “generally
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lack much previous democratic experience, and most appear to have little
prospect of transition even to semidemocracy.” (h. xx)

Pandangan sepertt ini sejalan dengan pendapat Samuel P.
Huntington. Dalam bukunya, The Third Wave, selain
konfusionisme, ia meragukan bahwa ajaran Islam sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi (Huntington, 1991: h. 307).

Dan pada dasarnya, memang banyak orang yang
meragukan kesesuaian Islam dengan demokrasi (Mernissi, 1992).
Laporan yang dikeluarkan Freedom House, Desember 2001,
menyebutkan bahwa di antara negara-negara yang ada di
dunia, kawasan Islam tidak ada yang masuk dalam kategori
demokratis (dalam laporan ditulis “free”). Paling banter, di antara
negara Islam ada yang masuk dalam kategori “partly free.”
Dalam kategori int ada disebut Bangladesh, Indonesia, Jordan,
Kuwait, Maroko, Turki, dan Malaysia. Sementara Aljazair, Mesir,
Lebanon, Oman, Pakistan, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman,
Brunei, Iran, Qatar, Bahrain, Afghanistan, Irak, Lybia, Arab
Saudi, Sudan, dan Syria masuk dalam kategori “nof free.” Artinya
tidak demokratis. Oleh karena itu, Freedom House
menyimpulkan bahwa “there is a dramatic, expanding gap in the
levels of freedom and democracy between [slamic countries and the rest
of the world.” Yang lebih dramatis, menurut studi yang bertajuk
Freedom in the World 2001-2002, adalah kesimpulan bahwa “a
non-islamic country is more than three times likely to be democratic than
an Islamic state.” Jadi, negara seperti Korea Utara, yang dinilai
tidak demokratis, pada dasarnya mempunyai kemungkinan tiga
kali lebih besar dibandingkan Iran (yang juga dipandang tidak
demokratis) untuk menjadi negara demokratis.

Mestinya, tidak apa-apa ada kesimpulan dan penilaian
seperti itu. Tapi, mungkin antara lain karena konteks global
seperti dijelaskan di atas, tidak semua orang Islam bisa bersikap
biasa-biasa saja. Ada yang sangat prihatin melihat
perkembangan seperti itu. Dengan nada jengkel (terhadap
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komunitas Islam?) Luthfi Assyaukanie menulis kepada teman-
temannya, “demokrasi di negara Muslim payah.” Bahkan lebih
jauh, ia mempertanyakan “apakah kita masih layak berbangga
untuk mengatakan bahwa Islam menghargai kebebasan
manusia, bahwa Islam memiliki doktrin yang luhur tentang
kebebasan berpendapat dan berekspresi?”

Orang seperti Luthfi pantas untuk prihatin dan jengkel.
Sebab, lebih-lebih dalam konteks perkembangan global, laporan
yang diturunkan Freedom House mengisyaratkan bahwa
praktik-praktik sosjal-ekonomi dan politik dunia Islam memang
tidak baik diukur dengan standar demokratisasi. Apalagi,
selama ini banyak kalangan Islam yang menyerukan kesesuaian
Islam dengan kebebasan dan demokrasi. Pertanyaannya
kemudian adalah benarkah Islam sesuai dengan demokrasi?
Dan kalau sesuai, seberapa sesuaikah doktrin-doktrin Islam
dengan prinsip-prinsip demokrasi? (Effendy, 2002: h. 129-135)

Pada umumnya, kalangan Islam utamanya, dengan segera
akan menjawab bahwa Islam sesuai dengan demokrasi.
Almarhum Mohammad Natsir, meskipun memperjuangkan
gagasan mengenai Islam sebagai dasar negara, juga berpendapat
yang pada dasarnya sama. Hanya saja, Natsir memberi
tambahan kata sifat teo atau teistik di depan demokrasi. Kira-
kira yang diinginkan adalah demokrasi yang dibimbing oleh
nilai-nilai keislaman. Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo,
Kuntowidjojo, Amien Rais, Yahya Muhaimin, Ahmad Syafii
Maarif juga berpendapat bahwa Islam sesuai dengan demokrasi
{Ali dan Effendy, 1986). Robert N. Bellah (1971), kalau kita ingin
menyebut kalangan luar Islam, kurang lebih berpendapat
sebanding—terutama ketika menjelaskan fenomena negara
Madinah di bawah Nabi Muhammad. _

Ketika saya baru pulang dari sekolah Jama di Chio State
University, Columbus, Chio, AS, saya diundang oleh Yayasan
Paramadina untuk berbicara dalam sebuah seminar yang
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antara lain membahas kaitan antara Islam dan demokrasi.
Dalam tulisan yang saya siapkan, saya mengatakan bahwa
memang ada prinsip-prinsip Islam yang dapat diartikan sejalan
dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang saya sebut di dalam
tulisan itu, sebagaimana juga sering disebut orang-orang lain,
termasuk Robert N. Bellah, Nurcholish Madjid, M. Dawam
Rahardjo, dan sebagainya, adalah prinsip-prinsip keadilan,
musyawarah, persamaan, voluntarisme, dan sebagainya

Namun, sebenarnya saya tidak yakin benar bahwa prinsip-
prinsip di atas benar-benar cocok dengan demokrasi. Kalau Ian
Shapiro menulis buku tebal tentang Derocratic Justice dan Charles
Lindblom —seperti dituliskannya dalam bukunya Politics and
Market—mempunyai pandangan klasik tentang the privilege
position of business comnunity, maka sebenarnya proses-proses
demokratik tidak serta-merta menjamin adanya keadilan. Hanya
karena prosedur dan undang-undang yang telah disepakati,
Albert Gore yang memperoleh popular vote lebih banyak
dibanding George W. Bush, tapi memperoleh dukungan electoral
college lebih sedikit, rela mengakui keunggulan lawannya--
walaupun halitu dilakukannya secara tidak segera, tetapi setelah
melalui proses hukum di pengadilan.

Yang ingin saya katakan di sini adalah adanya celah-celah
ketidaksesuaian antara prinsip keadilan seperti ditegaskan al-
Qur‘an dengan demokrasi. Demikian pula halnya prinsip
musyawarah. Untuk sekian lama, sebagian orang Islam
berpandangan bahwa musyawarah itu sesuai dengan demokrasi.
Bisa saja hal itu benar adanya. Namun kalau dipikir-pikir lebih
lama lagj, bukankah tidak mungkin mengambil putusan lewat
mekanisme demokratis (katakanlah one man one vote) terhadap
segala sesuatu yang telah jelas posisi hukum haram-halalnya.
Misalnya soal judi atau prostitusi. Dari sudut agama, judi dan
prostitusi itu harus diberantas, betapapun sulitnya. Sulitnya
memberantas judi dan prostitusi tidak lantas membuahkan
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produk hukum bahwa kedua hal itu boleh dikelola—misalnya
dengan dilokalisasi, suatu kebijakan yang bisa diambil lewat
mekanisme one man one vote atau aklamas.

Karenanya, saya kira ada perbedaan-perbedaan yang
mendasar antara musyawarah dan prinsip-prinsip demokrasi.
Walaupun, dengan itu, saya tidak ingin memberi kesan bahwa
seluruh partikel dalam konsep musyawarah itu secara serta-
merta berbeda dengan demokrasi.

Belum lagi kalau kita berbicara bahwa Islam itu tidak hanya
terdiri dari sejumlah prinsip di atas. Islam juga mengandung
prinsip-prinsip yang lain, yang mungkin saja secara sepintas
watak ketidaksesuaiannya dengan demokrasi justru lebih
menonjol. Meskipun masih bisa untuk diperdebatkan, gagasan
mengenai ahl dhimmah biasanya dipandang diskriminatif dan
bertentangan dengan prinsip kesamaan. Artinya, di sini
diperlukan perhitungan yang cermat mengenai kategori-kategori
nilai-nilai Islam, yang bisa dikatakan mendukung atau sesuai
dengan prinsip demokrasi dan yang sebaliknya. Kalau kita mau
otentik benar, maka harus ada pemilahan-pemilahan secara
kategoris. Setelah jelas mana yang bersifat positif dan mana
yang negatif, harus ada tahapan akomodasi (terhadap yang
positif) dannetralisasi atau rekonsiliasi (terhadap yang negatif).

Yang ingin ditekankan di sini adalah kalau kita hendak
mengaitkan Islam dan demokrasi, maka harus ada upaya
sun -sungguh untuk memilah-milah mana doktrin yang
kira-kira sesuai dan mana yang tidak. Tidak bisa kita
mengatakan bahwa Islam itu sejalan dengan demokrasi hanya
dengan mendasarkan pada sejumlah prinsip di atas, sementara
prinsip-prinsip yang lain, yang tidak sejalan, kita nafikan begitu
saja. Artinya, mengaitkan antara Islam dan demokrasi tidak
bisa diperlakukan secara taken for granted.

Meskipun, katakanlah, Islam sesuai dengan demokrasi, kita
masih bisa bertanya lebih lanjut, apakah doktrin keagamaan
seperti itu berperan penting dalam membangun kehidupan yang
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demokratis? Apakah negara-negara di Eropa Barat dan Amerika
Utara yang demokratis itu ditolong secara cukup berarti oleh
doktrin ajaran Kristen di dalam upaya mereka mengembangkan
kehidupan yang demokratis? Saya agak ragu dalam hal ini.
Kalau pengalaman saya belajar di Jurusan Perbandingan
Agama, Fakultas Ushuluddin, IAIN Jakarta, masih ada
bekasnya, rasa-rasanya waktu itu pemahaman saya justru
sebaliknya. Artinya, banyak sekali ajaran Kristen yang tidak
cocok dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan memang, dalam
hal ini kalangan Kristen berlindung di balik gagasan
sekularisasi, bahwa antara agama dan negara terpisah, antara
agama dan politik adalah dua persoalan yang berbeda.

Lagi-lagi kalau kita percaya bahwa Islam sesuai dengan
demokrasi, ada satu pertanyaan sederhana yang diajukan, yaitu
mengapa setelah14 abad lebih ajaran Islam berkembang ke seluruh
penjuru dunia, tidak ada satu pun negara Islam yang bisa
dianggap demokratis, atau mempunyai pengalaman demokrasi
yang memadai. Indonesia, sebagai negara yang jumlah penduduk
Musliminya terbesar di dunia, hanya mempunyai pengalaman
demokrasi pada 1950 sampai 1957/1959—ditambah beberapa
tahun terakhir ini. Lebanon dianggap pernah mengembangkan
praktik demokrasi konsosiasional untuk waktu yang tidak
terlalu panjang. Itu pun komposisi keagamaan di negara itu
tidak seperti di dunia Islam lainnya. Demikian pula Malaysia,
Pakistan, dan Turki yang pengalaman demokratiknya pendek
dan sesekali diintervensi militer (Lijphart, 1977).

Banyak yang memberi harapan terhadap Iran. Terutama
semenjak beberapa tahun terakhir ini. Namun, stigma Revolusi
Islam Iran seperti yang pemah berkembang pada dasawarsa
akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an membuat orang ragu
apakah yang tengah berkembang dewasa ini merupakan sesuatu
yang genuine. Dan Freedom House, meskipun kita tidak perlu
risau benar, menempatkan Iran pada posisi “not free.”
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Satu-satunya pengalaman Islam klasik yang ditulis orang
mendekati kehidupan demokratis adalah periode Negara
Madinah. Itu adalah periode Nabi, yang meskipun sering
dianggapjugasebagai negarawan, tetapi al-Qur‘an lebih sering
menyebutnya sebagai abduhu wa rasiiluhu. Artinya unsur
keilahian sangat menonjol pada periode Muhammad — sesuatu
yang secara teologis harus diakui tidak dimiliki oleh penguasa-
penguasa (khalifah) Islam lainnya. Hatta pada masa sahabat.
Dan dalam penilaian Bellah, periode sahabat disebutnya periode
vang berbeda dengan ketika Nabi masih hidup, bahkan
berkencenderungan untuk kembali pada periode pra Nabi, yaitu
komunalisme atau tribalisme.

Pertanyaannya, apakah periode Madinah bisa ditiru? Dalam
hal ini, saya berbeda dengan teman saya Hidayat Nurwahid
yang percaya bahwa periode Madinah bisa ditegalkkan kembali.
Dan itulah, menurutnya, yang harus dibangun. Bagi saya,
alasannya sangat sederhana. Ketidakmungkinan itu karena Nabi
tidak ada.

Dengan penjelasan panjang tersebut, harus dikatakan
bahwa sepertinya antara doktrin Islam dengan demokrasi itu
tipis sekali hubungannya. Kalau kita percaya terhadap
demokrasi, saya kira salah satu pendekatannya bukan semata-
mata dengan mencari dukungan teologis atau doktrin Islam.
Namun, kita juga dituntutuntuk mengembangkan modal sosial
masyarakat bagi penegakan demokrasi di satu pihak, dan
meletakkan demokrasi dalam konteks budaya Indonesia di pihak
lain (Kennan, 1977)?

Perlunya Modeal Sosial dan
Kontekstualisasi Demokrasi :

Dalam konteks Indonesia, lagi-lagi kalau demokrasi kita
jadikan sebagai pilihan, strateginya adalah dua. Pertama,
mengembangkan modal sosial untuk mendukung demokrasi.
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Rasa amanah, sportifitas, saling mempercayai, dan benar-benar
percaya bahwa demokrasi adalah solusi terhadap persoalan-
persoalan penting kita, belum tumbuh kuat di antara
masyarakat dan para pelaku politik. Selama ini kita lebih banyak
disuguhi oleh politics of distrust, tidak percaya, saling curiga,
dan tidak sportif dalam berpolitik dan kehidupan sosial-
kemasyarakatan lainnya. Kita juga tidak terlatif untuk
berkompromi—menyesuaikan kepentingan kita dengan
kepentingan orang lain. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka
yang lebih menonjol pada diri kita adalah politik fait accomply
{Effendy, 2001).

Kedua, kita boleh tidak percaya, tetapi bagi sejumlah
kalangan, demokrasi dipandang sebagai sesuatu yang
mempunyai dukungan budaya yang tidak luas. Bahkan, seperti
disebutkan Huntington, ada juga yang berpendapat bahwa
demokrasi hanya cocok untuk Barat. Alasannya adalah budaya.
Demokrasi tumbuh di sana, bahkan bisa bergandengan tangan
dengan kapitalisme dan kemakmuran ekonomi, karena
didukung oleh niiai dan budaya masyarakat. Kita tahu pasti
bahwa budaya kita berbeda dengan budaya yang berkembang
di Eropa Barat dan Amerika Utara; kedua merupakan
perpanjangan atau duplikasi dari yang pertama. Demokrasi
dan masyarakatsipil (civil society) adalah impian Barat. Menurut
sosiolog Turki, Serif Mardin, yang seperti itu belum menjadi
bagian dari impian dunia Islam (Mardin, 1995).

Karenanya, demokrasi harus diletakkan dalam konteks
budaya kita berada. Proyek kontekstualisasi demokrasi menjadi
sesuatu yang teramat penting —kalau kita tidak mau terjebak
dengan retorika demokrasi yang selama ini dikumandangkan.
Demokrasi harus dipribumisasikan.

Dalam hal ini saya sebenarnya meniru apa yang pemah
dikemukakan oleh para aktivis dan pemikir Islam pada
dasawarsa akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an. Para pemnikir
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seperti Munawir Syadzali dan Abdurrahman Wahid serta
tokoh-tokoh yang lain seringkali mengumandangkan gagasan
mengenai perlunya Islam diletakkan dalam konteks sosial-budaya
Indonesia (kontekstualisasi Islam). Bahkan Abdurrahman Wahid
lebih tegas menganjurkan agar ada proses pribumisasi Islam.
Alasannya, antara lain, agar Islam tidak tercerabut dari akar
budaya masyarakat Indonesia (Effendy, 1993).

Kalau kita tidak terlalu risau dengan gagasan seperti itu, maka
hal yang sebanding terhadap demokrasi juga harus dilakukan.
Untuk pengembangan demokrasi, kita tidak boleh hanya sekadar
memindahkan apa yang berkembang di tempat lain ke Indonesia.
McDonald dan Kentucky Fried Chicken (KFC) saja mengalami
proses kontekstualisasi atau adaptasi. Kedua makanan disesuaikan
dengan selera budaya makan Indonesia. Siapapun yang pernah
ke Amerika Utara atau Eropa Barat mengerti bahwa McDonald
dan KFC tidak menyediakan nasi atau sup. Ada cole slaw dan
mashed petatoes di KFC Amerika Utara dan Eropa Barat, tapi di
sini unsur itu diganti nasi atau sup. Sebab, meskipun sudah
banyak orang Indonesia yang belajar ke Barat, tetap saja budaya
makan mereka masih melibatkan elemen nasi.

Di sinilah saya kira perlunya meletakkan nilai-nilai
universal demokrasi dalam konteks sosial-budaya masyarakat
Indonesia. Tanpa itu, rasanya demokrasi tidak akan memperoleh
dukungan budaya yang kita miliki. Apalagi, menjadi bagian
dari budaya kita.

Meskipun keterkaitan antara Islam dan demokrasi masih
belum merupakan sesuatu yang sifatnya selesai bagi sebagian
orang Islam, kenyataan ini bukan alasan bagi kaum Muslimin
untuk tidak mendukung cita-cita bersama tentang perlunya
pemilu damai. Sesuai dengan namanya, Islam erat hubungannya
dengan perintah menegakkan perdamaian. Dan karena itu pula,
agama ini menentang segala bentuk kekerasan, Jika sebagian
Muslim masih ada yang melihat hubungan Islam dan demokrasi
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secara problematik, tidak seharusnya umat Islam tidak
mendukung upaya untuk mewujudkan pemilu yang damai.
Hal ini terutama disebabkan oleh doktrin Islam yang melarang
umatnya untuk berbuat kerusakan dan kekerasan.

Tentu saja, perintah ajaran agama kadang-kadang menemui
diskrepansi pada tataran praktik. Ini semua belum tentu
disebabkan oleh ketidakmampuan umat beragama untuk
memahamj ajaran agama, tetapi seringkali justru dipicu oleh
sentimen-sentimen sosial-ekonomi, politik, dan lain sebagainya
yang bersifat “non-agama.” Untuk itu, selain berusaha menjadi
nilai-nilai agarma sebagai sandaran bagi terwujudnya kegiatan
politik (i.e. pemilu) yang damai, di sini kita juga dituntut untuk
menggunakan piranti-piranti “non-agama” yang relevan. Etika,
tradisi, budaya, adat-istiadat, dan juga penegakan umum
merupakan alat yang tidak kurang bergunanya untuk
menyongsong permilu 2004 yang ramah dan damai.***

Catatak Akhir

I Periode demokrasi terpimpin Soekarno (1959-1966) tak sekali
pun melaksanakan pemilu. Sementara itu, rezim Orde Baru
Soeharto (1966-1998) sempat menyelenggarakan pemilu
sebanyak tujuh kali. Meski demikian, siapapun tahu bahwa
pemilu-pemilu tersebut tidak diadakan secara kompetetif—
sebaliknya sarat akan intimidasi, koersi, kooptasi, dan
kecurangan-kecurangan lainnya.

2 Judul tulisannya adalah “Islam and Democracy In Search of A
Viable Synthesis,” makalah seminar internasional tentang Is-
lam dan Barat dalam Fra Globalisasi, diselenggarakan di Jakarta
pada 23-24 Maret 1995 oleh Yayasan Paramadina, ICM], Goethe
Institut dan Yayasan Dialog Bangsa.

¥ Ada sebagian kalangan Barat yang secara tidak langsung tidak
percaya akan kesiapan budaya masyarakat non-Barat dalam
menopang nilai-nilai demokrasi.
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PASKA SOEHARTO DI INDONESIA

Dengan munculnya partai-partai politik baru di kalangan
masyarakat Muslim, keprihatinan meningkat mengenai
bahaya yang mungkin ada dari digunakannya idiom-idiom
dan simboi-simbol Islam untuk tujuan pemilu. Jika idiom-
idiom dan simbol-simbol agama digunakan untuk
meningkatkan dukungan politik, agama akan menjadi
sebuah isu yang memecah belah di kalangan kaum Muslim
dan sangat sensitif, barangkali prinsip-prinsip dan keyakinan
yang tidak dapat didamaikan akan membebani politik pemilu.
Amien Rais (1999; h. 201)

PADA 21 MEI 1998 PRESIDEN SOEHARTO melepaskan
30 tahun kekuasaannya dari kursi kepresidenan. Langkah ini
agaknya merupakan sebuah akhir yang tiba-tiba, sekalipun
kenyataan yang menuntut pengunduran dirinya-yang
dipelopori sebagian besar oleh mahasiswa, intelektual
terkermnuka, dan aktivis politik —bergema di seluruh negeri. Ini
adalah akhir yang tiba-tiba dalam pengertian bahwa sebegitu
berkuasanya dia, publik tidak mengira bahwa dia akan mundur
lebih cepat tanpa upaya-upaya signifikan apapun-secara politik
atau militer—untuk mempertahankan kursi kepresidenannya.
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Meskipun ada tanda-tanda ke arah sana, dan dengan sangat
jelas menurjukkanbahwa dia sudah kehilangan genggamannya
terhadap apa yang dahulu merupakan sumber dukungannya —
garis segitiga yang terdiri dari birokrasi, Golkar, dan militer—
banyak pihak percaya bahwa Soeharto tidak akan menyerah
dengan mudah. Demikianlah khususnya pada saat negara
tenggelam dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelurmnya—
secara sosio-ekonomi dan politik. Krisis moneter yang memulkul
telak Indonesia, yang dimulai dengan devaluasi rupiah pada
Agustus 1997, adalah alasan utama hancurnya ekonomi
negara(Mann, 1998a;1998b). Halini difkuti pertumpahan darah
dan pengrusakan besar-besaran di kota-kota seperti Jakarta,
Medan, Solo, Banyuwangi, Jogyakarta, Padang, Surabaya, dan
seterusnya (Gatra, 1998: h. 24-33; Bhakti, 1999: h. 243).! Seluruh
keadaan tersebut tampaknya bukan saat yang tepat bagi
Soeharto—yang seringkali menyatakan bahwa sebagai seorang
militer, dia bukanlah laki-laki yang suka lari dari masalah (dalam
bahasa Jawa, tinggal glanggang colong playu)—untuk
mengundurkan diri. Tetapi, menyadari kenyataan bahwa dia
pada akhirnya sendirian-ditinggalkan oleh orang-orang
kepercayaan dan pendukungnya yang telah menyokongnya
sampai akhir Maret 1998, ketika dengan suara bulat dia dipilih
kembali untuk yang ketujuh kalinya—memaksanya untuk
mengundurkan diri (I bid.: h. 239-245).” Maka, pada hari itu juga,
dia menyatakan secara sepihak pengunduruan dirinya dari
jabatan yang telah didudukinya selama lebih dari tiga dekade.
Dan dengan “pernyataan sepihak” seperti itu-sebuah ungkapan
yang dipilih dengan hati-hati yang sengaja dimaksudkan untuk
menghindari persoalan hukum atau konstitusi tertentu —Wakil
Presiden BJ Habibie naik tahta, menggantikan “sang gurunya”
menjadi presiden RL

Pengunduran diri Soeharto mempunyai pengaruh yang
besar dan berjangkauan luas. Untuk satu hal, ia menggerakkan
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perubahan. Meskipun Indonesia paska-Soeharto—seperti banyak
negara lain yang mengalami periode transisi — tenggelam dalam
pelbagai ketidakpastian (O’'Donnel and Schmitter, 1986), tidak
ragu lagi ia membuka “kotak pandora” politik negeri ini. Untuk
beberapa tahun lamanya, politik Indonesia merupakan wilayah
yang terlalu sakral bagi masyarakat untuk melibatkan diri.
Politik tidak diperbolehkan untuk dimainkan secara kompetitif.
Lebih dari itu, ia menjadi sebuah arena mewah yang dinikmati
oleh “penjaga praetorian”. Akibatnya, tidak hanya masyarakat
semakin terdepolitisasikan-dalam pengertian bahwa
masyarakat tidak bisa mengembangkan gagasan dan praktik
polittk apapun selain yang telah ditentukan oleh negara — tetapi
acapkali menghadapi konfrontasi dan keputusasaan sampai titik
di mana wilayah politik benar-benar harus dihindari (Vatikiotis,
1893; Schwarz, 1994).

Pengunduran diri Soeharto membalikkan situasi di atas. Eforia
publik terlihat di mana-mana, dan kemudian mendemistifikasi
kesakralan atau keterpencilan politik. Dengan demikian, secara
agak tiba-tiba, politik menjadi ruang publik (public sphere); setiap
orang merasakan bahwa dia memiliki hak untuk terlibat di dalam
politik. Terdorong oleh semangat-tetapi seringkali lebih tampak
sebagai kedok —reformasi (reformation), sebuah ungkapan politik
yangsangat populer sejak 1998, dan yang mungkin memberikan
kontribusi atas jatuhnya Soeharto, publik terlibat dalam
aktivitas politik tanpa ada hambatan struktural atau sosio-
kultural sama sekali.

Salah satu indikasi yang paling mencolok dari pengenduran
(relaksasi) atau pembebasan (liberalization) politik adalah
munculnya sejumlah partai politik yang mencengangkan—
barangkali di luar bayangan siapapun. Sebagaimana dilaporkan,
antara Mei dan Oktober 1998, di tengah ketidakpastian sosio-
ekonomi dan politik-yang ditandai di antaranya dengan
kebangkrutan ekonomi, pertumpahan darah dan pengrusakan
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besar-besaran di sejumlah kota besar— Indonesia menyaksikan
lahirnya 181 partai politik (Litbang Kompas, 1999: h. xi-xii.).?
Dari jumlah tersebut, 42 partai dapat dikategorikan sebagai
Islami-sebagjan besar menggunakan Islam sebagai simbol dan/
atau basis ideologis mereka (Salim, 1999: h. 7-12) A

Perkembangan ini menimbulkan perspektif yang berbeda
dan barangkali bahkan bertentangan-meski tentu saja ini bukan
hal baru —dalam kaitannya dengan hubungan antara Islam dan
politik. Ada orang-orang yang meyakini bahwa pada akhirnya,
Islam politik benar-benar tidak dapat memisahkan agama dari
politik. Kenyataan bahwa Islam dipahami secara umum sebagai
instrumen ilahiah untuk memahami dunia mengandung arti
bahwa Islam harus menyediakan “sikap moral yang benar bagi
(seyogianya semua) tindakan manusia,” (Rahman, 1966: h. 241)
termasuk dalam politik. Jadi, dan dengan mengenyampingkan
nilai keagamaan semacam itu, Islam juga dapat digunakan dan
diperlakukan sebagai sumber daya politik utama.

Hal lainnya adalah pendapatbahwa lahirnya kembali Islam
politik merupakan fenomena logis. Seperti banyak kelompok
politik lain yang dipinggirkan oleh pemerintahan Orde Baru,
Islam politik memandang jatuhnya Soeharto sebagai sebuah
kesempatan untuk mengembangkan pernikiran politiknya
sendiri yang independen. Karena sifat negara Indonesia, baik
di bawah Soekarno maupun Soeharto, secara praktis memusuhi
Islam, kaum Muslim harus menyesuaikan pemikiran dan aksi
mereka dan karenanya mengadopsi semacam sikap religio-politik
yang jinak. Tampak bahwa selama tiga dekade terakhir, khususnya
di bawah pemerintahan Orde Baru, para pemikir dan aktivis politik
Muslim harus mengembangkan gagasan substansialis dan Islam
politik yang tidak simbolik. Pengunduran diri Soeharto dan
implikasi yang ditimbulkannya membangkitkan-atau barangkali
mengembalikan hak—banyak kaum Muslim untuk memformulasi
pemikiran dan aksi politik mereka—demi alasan agama dan juga
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poliik—yang memerlukan penggunaan Islam sebagai simbol,
identitas atau basis ideologis mereka.

Tulisan ini tidak terlalu banyak memfokuskan perhatian
pada “politik reformasi”-sebuah ungkapan yang digunakan
banyak pengamat untuk menggambarkan perkembangan
politik Indonesia paska Soeharto, setidaknya selama bulan-
bulan terdekat—secara umum. Lebih dari itu, ia membahas
secara khusus gelombang baru Islam politik, yang ditandai pada
umumnya oleh munculnya sejumlah besar partai politik dan
cabang-cabangnya yang mungkin ada. Perkembangan baru
tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan: Apa yang ingin
dinyatakan fenomena ini dalam kaitannya dengan perkembangan
Islam politik di masa depan? Ke mana politik simbolisme Islam
ini digiring? Apakah ini merepresentasikan reaksi balik (backlash)
berkenaan dengan transformasi gagasan dan praktik politik Islam
yang telah terjadi sejak 1970-an? Bagaimana kaum Muslim bereaksi
terhadap ierbentuknya partai-partai politik tersebut? Semua
pertanyaan ini adalah isu utama yang perlu dijawab berkaitan
dengan posisi Islam politik di Indonesia paska-Soeharto.

Bangkitnya Partai-partai Politik Islam:
Fragmentasi Para Aktivis Politik Kaum Muslim
Munculnya (kembali) partai-partai politik Islam adalah
sebuah fenomena yang tidak bisa menghindarkan seseorang
untuk tidak memperhatikan tahun-tahun pergolakan di
Indonesta mengenai refomasi pada akhir 1990-an. Kenyataannya,
lebih daripada pengenduran dan pembebasan politik, yang
tampak merupakan inti dari suara umum di Indonesia paska
Soeharto, orang akan dengan segera menunjukkan bahwa
lahirnya (kembali} partai-partai politik Islam adalah ciri yang
mencolok dari era reformasi-ini jika orang mau melihat politik
reformasi dari perspektif kelompok Islam. Pembentukan 42 partai
politikIslam dalam jangka waktu 6 bulan (Mei sampai Oktober
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1998), menyusul pengunduran diri Soeharto, terlalu jelas
sebagai indikasi pasang naiknya Islam politik. Lebih penting
lagi, ini juga dipersepsikan sebagai tanda kebangkitan kembali
Islam simbolik dan ideologis bersama dengan percabangannya
yang mungkin ada.

Fenomena ini menimbulkan sejumlah spekulasi. Tetapi
kecenderungannya adalah melihat perkembangan tersebut
sebagai déja vu-sebuah upaya baru dari banyak kalangan
pemikir dan aktivis politik Muslim untuk mempolitisasi
(kembali) Islam atau menegaskan (kembali) kepentingan Islam
dalam politik. Paling tidak, jika istilah “politisasi Islam” terdengar
pejoratif, kebangkitan kembali partai-partai Islam dipandang
sebagai sebuah indikator bahwa bagi (banyak) kaum Muslim—
dan barangkali juga bagi (banyak) praktisi politik lainnya —Islam
bisa berfungsi sebagai sumber daya politik (Effendy, 2000).
Meskipun hal ini dapat dibenarkan dalam sebuah masyarakat
yang bebas, kenyataannya seringkali dianggap sebagai hak
alamiah, namun demikian pembentukan partai-partai politik
yang berlandaskan Jslam akan selalu mengingatkan publik-
khususnya kaum non-Muslim—mengenai stigma historis
membawa Islam ke garis terdepan politik Indonesia. Sedemikian
rupa ia akan selalu dipersepsikan sebagai sebuah upaya untuk
secara hukum atau konstitusional menghubungkan Islam
dengan politik atau mendirikan sebuah negara atas dasar
prinsip-prinsip Islam (Kazhim & Hamzah, ed., 1999; Hassan,
Sukardiyono, Basri, ed., 1998).

Namun, kekhawatiran (alarmism) tidak hanya datang dari
kalangan non-Muslim. Sejumliah kalangan Muslim juga
menyuarakan keprihatinan yang serupa untuk alasan berbeda.
Kuntowijoyo, seorang intelektual Muslim yang berbasis di
Jogyakarta yang sangat dihormati, menulis sebuah esai yang
provokatif yang mengemukakan enam argumen mengapa
partai-partai politik Islam seharusnya tidak dibentuk. Seperti
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banyak kaum Muslim, dia mengakui bahwa selama 30 tahun
kekuasaan Soeharto, Islam secara politik terpinggirkan dalam
pengertian bahwa para aktivis politik Muslim tidak dapat
mengekspresikan pemikiran dan aksi mereka lebih daripada
yang diizinkan negara. Dengan demikian, hanya mereka yang
memiliki-dan merasa cocok dengan —agenda sosio-ekonomi dan
politik Orde Baru, yang menekankan stabilitas dan ketertiban,
bisa berpartisipasi dalam politik.

Meskipun demikian, dalam pandangan Kuntowijoyo-dan
barangkali juga banyak Muslim lainnya— politik marginalisasi
Orde Baru merupakan rahmat di balik bencana (blessing in disguise).
Dalam situasi politik yang merupakan sebuah wilayah terlarang
bagi kaum Muslim, masyarakat santri berusaha mendiversifikasi
makna pelitik tentang Islam dengan memusatkan secara sengaja
potensi dan energi mereka pada area kepentingan strategis, seperti
pengembangan sumber daya manusia. Booming intelektual Muslim,
yang disimbolkan oleh Nurcholish Madjid dalam Islam Indonesia
pada pertengahan 1980-an dan awal 1990-an, adalah sebuah hasil
langsung dari pilihan tersebut (Anwar, 1995).

Tidak kurang pentingnya adalah kenyataan bahwa langkah
mundur kaum Muslim di luar kemauan mereka dari politik
pada tahun-tahun tersebut menimbulkan pengaruh besar pada
setidaknya dua fenomena sosio-religius. Pertama, ia memainkan
peranan yang sangat penting dalam menegakkan hubungan
yang relatif mesra antara Muhammadiyah dan NU. Mahasiswa
manapun yang mempelajari Islam politik Indonesia tidak akan
gagal untuk memperhatikan bahwa kedua organisasi tersebut
sama-sama memiliki perbedaan teologis-politik yang tidak bisa
didamaikan, yang memengaruhi watak hubungan antara para
pengikut setia kedua organisasi tersebut. Selama puncak upaya
Islam politik Indonesia pada 1950-an dan 1960-an, apapun
perbedaan Muhammadiyah dan NU secara mudah berubah
menjadi konflik sosio-religius dan politik (Noer, 1987).
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Kedua, ia memberikan kontribusi pada terbentuknya
konvergensi religio-politik antara masyarakat santri dan
abangan. Dikotomi antara santri dan abangan pada umumnya
terkait dengan perbedaan dalam pemahaman keagamaan juga
penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kaum
Muslim Jawa. Dengan posisi Islam dalam politik Indonesia,
kelompok sosio-religius santri-abangan tersebut tumpah ruah
ke dalam arena politik. Kenyataannya, hal ini mempolarisasikan
politik modem negara ke dalam dua suku atau aliran yang besar.
Sementara kaum sanitri cenderung mengarahkan orientasi
politik mereka pada partai-partai politik Islam, kaum abangan
Jebih suka mengekspresikan asosiasi politik mereka dalam partai-
partai politik nasionalis atau komunis (Geertz, 1965).

Hubungan saling pengaruh (interplay) antara agama dan
politik semacam ini mengkarakterisasikan dan mempertajam
skisme antara kedua kelompok religio-kultural tersebut. Namun
demikian, tidak adanya politik aliran pada masa pemerintahan
Orde Baru Soeharto memungkinkan masyarakat santri dan
abangan melakukan konvergensi agama dan politik. Lebih
penting lagi, ia membolehkan kaum Muslim untuk
membangun sebuah payung besar bagi masyarakat Islam di
bawah mana religiusitas tidak diukur oleh gagasan politik
atau afiliasi ideologis atau partai tertentu, tetapi hanya oleh
pengamalan ajaran agama.

Dengan perspektif di atas, bagi Kuntowijoyo, masuknya
kembali I[slam ke dalam politik akan membahayakan
perkembangan yang menguntungkan ini. Dalam pandangannya,
pembentukan partai-partai politik yang berlandaskan Islam
mungkin akan (1) menghentikan mobilitas sosial kaum Muslim;
(2) menimbulkan disintegrasi di kalangan masyarakat Muslim;
(3) mendorong kaum Muslim untuk menjadi rabun (myopic),
yang lebih menekankan tujuan-tujuan (politik) jangka pendek;
(4) mempersempit pemahaman kaum Muslim mengenai Islam;
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(5) menghentikan tumbuh-suburnya tokoh-tokoh Muslim
kunci; dan (6) mengasingkan generasi muda Mushm.
Kuntowijoyo benar dalam pernyataan bahwa pembentukan
sebuah partai Islam boleh jadi akan menimbulkan implikasi
tertentu yang tidak sesuai atau cocok dengan capaian-capaian
yang pemnah diraih kaum Muslim ketika mereka memusatkan
potensi dan energi mereka pada isu-isu yang berkaitan dengan
aspek-aspek non-politik dari Islam. Namun demikian, banyak
kalangan Muslim tampaknya tidak sependapat. Kenyataannya,
tidak hanya mereka mendirikan partai Islam, tetapi juga
membentuk institusi politik Islam dalam jumlah besar, yang
belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah dunia Islam.
Keberadaan 42 partai politik Islam sungguh merupakan
tantangan nyata bagi pandangan Kuntowijoyo.
Kekhawatiran Kuntowijoyo juga benar sejauh itu terjadi
dalam konteks situasi sebelum Orde Baru ketika gagasan dan
praktik politik Islam umumnya dipersepsikan bersifat legalistik
dan formalistik. Tidak ragu lagi bahwa perkembangan
intelektualisme dan aktivisme baru tersebut pada tiga dekade
lalu memberikan kontribusi pada transformasi proporsi yang
cukup besar dari kaum intelektual dan praktisi Muslim untuk
menganut Islam yang lebih toleran dan inklusif. Meskipun
demikian, banyak kalangan percaya bahwa sejurnlah kaum
Muslim masih menginginkan idealisme dan simbolisme politik
tertentu-seperti penggunaan Islam sebagai platform dan
identitas partai. Tetapi, adalah salah untuk mengasumsikan hal
ini sebagai indikasi bahwa para pemikir dan aktivis politik
Muslim akan selalu “mengorientasikan Indonesia ke arah
Makkah.” Pandangan ini hanya berlaku dalam wilayah historis
tertentu, seperti pada 1950-an atau awal 1960-an, ketika
hubungan antara Islam dan politik tidak hanya memberikan
kontribusi pada lahirnya politik aliran,,melainkan juga
mempolarisasi masyarakat Muslim 1ke dalari kelompok sosio-
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religius santri dan abangan. Dengan demikian, penegasan bahwa
menggunakan Islam sebagai platform dan identitas partai secara
otomatis identik dengan mengembangkan gagasan Islam
sebagai dasar negara membutuhkan sejumlah faktor ketimbang
hanya menyandarkan diri pada penuturan stigmatik tentang
sejarah ((Effendy, 2000).

Namun demikian, penting dicatat bahwa sejauh
menyangkut isu ini (yakni, hubungan antara Islam dan politik),
stigma historis-lebih dari apapun—masih merupakan basis
persepsi yang sangat populer. Karena itu, Kuntowijoyo tidak
sendirian dalam mencoba meyakinkan atau memperingatkan
publik agar meyakini bahwa pembentukan partai-partai Islam
pada gilirannya akan membangkitkan kembali masa lalu-
munculnya (kembali) masyarakat Muslim yang antagonistik dan
terpolarisasi dengan semua percabangannya yang mungkin ada.
Sebagaimana dikutip pada awal tulisan ini, bahkan Amien Rais—
seorang murid penting Mohammad Natsir—merniliki gagasan
serupa mengenai keotomatisan bahwa “jika idiom-idiom dan
simbol-simbol agama digunakan untuk meningkatkan
dukungan politik, agama akan menjadi isu yang memecah belah
di kalangan kaum Muslim dan sangat sensitif, barangkali prinsip-
prinsip dan keyakinanyang tidak dapat didamaikan akan membebani
politik pemilu.” (Rais, 1999: h. 201) Sebagian karena keyakinan
sermacam ini, dia memilih untuk membentuk sebuah partai yang
netral secara agama seperti PAN, ketimbang partai Islam.

Jika penggunaan Islam sebagai platform danidentitas partai
tidak dimaksudkan untuk mempertimbangkan (entertain)
gagasan Islam sebagai dasar negara, mengapa kemudian
beberapa praktisi politik Muslim tetap berkomitmen pada
gagasan simbolisme Islam dalam politik? Lebih lanjut, apa
penjelasan yang paling mungkin atas mereka yang masih
mempunyai kecenderungan untuk melihat muncuinya
simbolisme Islam dalam politik belakangan ini dari sudut
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pandang masa lalu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
orang harus menelitei (1) dinamika hubungan antara Islam
dannegara; dan (2) pengenduran dan pembebasan politik yang
diakibatkan oleh jatuhnya Soeharto.

Karena itu, tepatlah kalau dikatakan bahwa menemukan
tempat yang tepat bagi Islam-atau agama manapun untuk
urusan tersebut—dalam perkembangan sosio-kultural, ekonomi, dan
politikIndonesia, adalah poin yang sangat penting dalam keseluruhan
konstruksi hubungan antara Islam dan negara. Generasi yang lebih
awal dari pemikir dan aktivis politik Muslim berpendapat bahwa
Islam harus berfungsi sebagai dasar konstitusional dan hukum bagi
negara. Namun demikian, tidak setiap Muslim setuju atas gagasan
ituyang secara organis mengkaitkan Islam dengannegara. Sebaliknya,
mereka mengajukan gagasan tentang suatu negara yang
terdekonfessionalisasi yang berlandaskan ideologi Pancasila. Ini
menjadikan Indonesia tidak Islami atau sekular, tetapinegara “religius”,
dalam pengertian bahwa negara mengizinkan dan membantu
warganya untuk melaksanakan kewajiban agama mereka.

Gagasan tentang negara yang terdekonfessionalisasi boleh
jadi merupakan kompromi yang memungkinkan (viable) antara
kelompok agama dan nasionalis. Tetapi, cara ketika Pancasila dan
UUD 1945 dirumuskan, diperkenalkan, diperdebatkan, dan pada
akhimya diterima sebagai dua dasar hukum negara yang paling
penting tampaknya memberikan kesan bahwa pengadopsian itu
bersifat sementara. Paling jauh, penerimaannya itu tidak
didasarkan pada kompromi yang genuin, karena tekanan (pressure)
dan fait accompli merupakan bagian dari situasi pertemuan komite
konstitusi. Dalam hal ini, sebagaimana ditunjukkan catatan
notulen (minutes-records) BPUPKI, Soekarno berulang-ulang
meminta para anggota komite, khususnya mereka yang berasal
dari kalangan Islam, untuk menerima secara langsung Pancasila
dan UUD 1945 jika mereka benar-benar menginginkan
kemerdekaan negara terwujud. Dalam pandangan Soekarmo,
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versi yang lengkap dan telah direvisi mengenai pengaturan
ideologi dan konstitusi negara dapat dirumuskan pada saat
negara merdeka (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995).

Sebagian karena masalah ini, kaum Muslim dan juga
kekuatan-kekuatan politik lainnya memperdebatkan isu
tersebut sekali lagi di Majelis Konstituante. Pembentukan Majelis
Konstituante menyusul pemilihan umum pada 1955, dengan
satu-satunya tugas untuk merumuskan dasar negara yang
bersifat ideologis dan konstitusional, menegaskan kembali sifat
sementara Pancasila dan UUD 1945. Kenyataan bahwa keempat
partai Islam~terdiri dari Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSI dan
Perti—memperkenalkan kembali Islam sebagai dasar negara
adalah hanya sekadar pelaksanaan dari tugas konstitusional
mereka atas dasar aspirasi agama dan politik mereka, yang
dianggap tepatdan periu. Sedemikian rupa, orang tidak harus
menyatakan bahwa partai-partai kaum Muslim adalah
absolutis dalam kaitannya dengan arubisi religio-politik
mereka. Seperti saingan-saingannya dari kaum nasionalis,
kaum Muslim mengharapkan pembahasan yang berarti dan
dapat mencapai sebuah kompromi yang memungkinkan.
Memang, mereka telah melakukan hal demikian berkaitan
dengan tugas mereka untuk merumuskan sebuah konstitusi yang
jauh lebih baik-dengan pengecualian persoalan ideologi negara
(yakni, Pancasila atau Islam). Kenyataan bahwa Soekarno, yang
didukung militer pada saat itu, tidak mau berbuat terlalu jauh
untuk memungkinkan terjadinya sebuah kompromi yang genuin,
dan sebaliknya, memilih mengeluarkan Dekrit Presiden pada Juni
1959, yang menafikan kerja keras Majelis Konstituante—
karenanya Pancasila dan UUD 1945 mulai berlaku lagi —hanya
membuktikan bahwa penyelesaian yang benar-benar
dlijalankan di kalangan elitee nasional negeri ini pada dua isu
yang paling penting (yakni, Pancasila dan UUD 1945) gagal
terjadi (Noer, 1987; Maarif, 1983).
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Hal ini tetap menjadi persoalan untuk empat puluh sembilan
tahun berikutnya. Kekuatan-kekuatan yang memberikan
kontribusi atas kegagalan elite nasional melakukan kompromi
terhadap isu-isu yang terkait dengan kehidupan sosio-kultural,
ekonomi, dan politik negeri ini semakin lebih tampak selama tujuh
tahun kekuasaan Soekarno dan tiga puluh dua tahun kekuasaan
Soeharto. Khususnya pada masa kekuasaan Soeharto, posisi
ideologis Pancasila dan UUD 1945 diperkuat dan dipertegas lagi.
Ia diperlakukan sebagai dua dokumen yang paling sakral, di mana
tidak seorangpun bisa mendiskusikan, mempertanyakan, dan
menafsirkan dengan cara selain yang telah ditentukan oleh
negara. Melengkapi situasi inj, Islam politik atau idelogis ditekan
dengan kuat, dibiarkannya sebagai outsider dalam dinamika
politik negara. Selama duapuluh tahun pertama pemerintahan
Orde Baru, Islam politik menjadi target utama politik
penyingkiran (exclusionary) negara dan sebagai fokus
ketidakpercayaan (distrust) ideologis dan politik. Lebih khusus
lagi, Islam politik dicurigai secara inheren melawan ideologi
negara Pancasila (Samson, 1972; Boland, 1971).

Tentu saja ini adalah situasi yang menyedihkan.
Sebagaimana digambarkan sebelumnya, generasi baru pemikir
dan aktivis politik Muslim yang muncul sejak 1970-an dan
selanjutnya, berupaya membalikkan situasi dengan menganut
gagasan sosio-politik Islam yang lebih substantif, Mereka tidak
mencita-citakan gagasan Islam sebagai dasar negara. Dalam
pandangan mereka, sepanjang negara berjalan di atas sistem
nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, tidak
ada kewajiban agama untuk mempertanyakan keberadaan
negara semacam itu. Lebih penting lagi, mereka juga percaya
bahwa pada intinya, Pancasila sesuai dengan ajaran Islam
(Madjid, 1986; Syadzali, 1990). '

Menjelang akhir 1990-an, sebuah transformasi yang
signifikan dalam kaitannya dengan gagasan dan praktik Islam
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politik mulai berkembang. Kaum Muslim tampaknya merasa
senang dengan gagasan bahwa Indonesia bukan negara Islam
atau sekular. Ketika negara mengubah perlakuannya terhadap
Islam, cenderung lebih bersikap akomodatif terhadap aspirasi
Islam, permusuhan mulai berkurang secara substantif. Dalam
situasi seperti ini, tidak ada kebutuhan religio-politik untuk
melontarkan pertanyaan tentang Islam sebagai dasar negara.
Tetapi, satu pertanyaan penting masih tetap ada. Seberapa
genuine transformasi gagasan dan praktik politik Islam? Atau
lebih jauh lagi, seberapa tulus respons akomodaiif negara
terhadap Islam? Dalam situasi negara masih bersifat sangat ingin
menyingkirkan, tidak ada cara untuk mengetahui tingkat
ketulusan dari keduabelah pihak—kaum Muslim dan negara Orde
Baru. Isu ini perlu diangkat karena ada pandangan bahwa, sifat
negara yang hegemonik dan otoritarian merupakan kelemahan
utama dari keseluruhan proses trasformasi ideologis dan politik
Islam. Kenyataan bahwa negara menahan Islam politik
sebenarnya tidak meninggalkan banyak pilihan bagi Islam
politik untuk diambil demi kelangsungan hidupnya. Sebegitu
kuatnya, tidak ada satupun institusi sosio-kultural, ekonomi,
dan politik bisa lari dari jaring pengaruh negara Orde Baru.
Oleh karena itu, adalah wajar kalau dikatakan bahwa selalu
ada dimensi kepentingan religio-politik. Sudah pasti, ada kaum
Muslim yang-demi alasan agama atau lainnya—meyakini
bahwa Islam tidak mewajibkan para pemeluknya untuk
membentuk sebuah negara teokratis. Dan proses transformasi
gagasan dan praktik politik Islam selama pemerintahan Orde
Baru memperkuat keyakinan tersebut, dan meningkatkan
jumlah orang yang memiliki dan mendukung pandangan
semacam itu. Namun demikian, adalah juga benar bahwa tidak
setiap Muslim berada dalam gerbong yang sama dari
transformasi intelektual Islam. Terdapat orang-orang yang
memandang isu ini secara berbeda—secara diam-diam atau
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sebaliknya, mempertahankan suatu pandangan organis
tentang hubungan Islam-negara (Noer, 1990). Watak negara
Orde Barulah yang menghadang banyak dari mereka untuk
menyuarakan dan mengembangkan aspirasi politik Islam
mereka yang genuin.

Meskipun hubungan yang tepat antara Islam dan negara
masih merupakan isu yang dapat diperdebatkan di kalangan
kaum Muslim, hal ini bukan menjadi persoalan dalam
hubungannya dengan karakteristik negara Orde Baru. Pada
umumnya kaum Muslim percaya bahwa negara Orde Baru
pada dasarnya hegemonik, mempraktikkan politik non-
kompetitif, dan tidak memberikan ruang bagi publik untuk
mengartikulasikan tuntutannya. Memang, negara ini dianggap
sebagai institusi “kaum developmentalis yang refresif”. Ketika
pilar-pilar yang mendukung cara-cara memerintah ala Soeharto
runtuh, kesempatan yang sangat tiba-tiba untuk menganut
aspirasiidelogis dan politik yang sudah sangat terlambat (lorg-
overdue) muncul. Seperti banyak praktisi politik lainnya, kaum
Muslim yangaktif secara politik ingin mengekspresikan gagasan
mereka sendiri yang berbeda dengan yang telah ditentukan
olehnegara-sistem penyingkiran politik; keberadaan dua partai
yang jinak (PPP dan PDI) dan sebuah institusi politik
korporatis (Golkar); dan pengadopsian Pancasila sebagai satu-
satunya basis ideologis organisasi sosio-religius dan politik yang
ada. Munculnya partai-partai politik Islamn-seperti banyak partai
politik lain—dan pengadopsian Islam-seperti banyak ideologi
lain —sebagai ideologi dan simbol partai harus dipandang dari
perspektif ini (Effendy, 2000: h. 205-209).

Dengan demikian, pengenduran dan pembebasan politik,
yang diakibatkan oleh lengsernya Soeharto dari kekuasaan secara
tiba-tiba, adalah faktor utama dalam munculnya kekuatan-
kekuatan politik dan artikulasi kepentingannya sendiri. Dengan
tidak adanya hambatan-hambatan sosio-kultural, politik, dan
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ideologis yang cukup berarti, ada banyak sekali aksi dan
determinasi yang mereka lakukan (Singh, 2001)° Karena itu, ini
hanyalah fenomena alamiah bahwa Islam politik muncul kembali
dan mengadopsi Islam sebagai ideologi, simbol, dan platform
partainya (Effendy, 2000: h. 195-199). Sebagaimana ditegaskan
Nurcholish Madjid, “Kita telah kehilangan kebebasan lebih dari
tigapuluh tahun. Secara tiba-tiba, kebebasan itu kembali ke
tangan kita, yang tentu saja membuat kita bahagia. Dari
perspektif ini, pembentukan sejumlah besar partai hanyalah
merupakan fenomena alamiah. Ini seperti anak kecil yang baru
saja mendapatkan mainan.” (Republika, 7 Juni 1998).
Kenyataannya bahwa perkembangan semacam ini
menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran-tidak hanya dari
kalangan non-Muslim, tetapi juga dari banyak kaum Muslim itu
sendiri —dapat dipahami. Sebagaimana di masa lalu (1950-an),
demokrasi memberikan kesempatan yang cukup luas bagi kaum
Muslim untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan
kepentingan mereka. Ironisnya, dalam situasi liberal dan demokratis
inilah perdebatan tentang persoalan Islam sebagai dasar negara
mencapai puncaknya. Kegagalan untuk mencapai kompromi,
khususnya berkaitan dengan posisi Islam datam konstruksi politik
danideologis Indonesia, mengakibatkan stigma historis tertentu.
Terutama karena stigma ini, lahimya 42 partai politik Islam
diyakini dalam cara di mana sejarah politik Indonesia modem
berkembang. Dan karena stigma ini pula, keberadaan partai-partai
politik Islam akan selalu dihubungkan dengan gagasan tentang
negara teokratis dan/atau terserapnya syariah Islam ke dalam sistem
hukum negara (Van Zorge Report on Indonesia, 2000: h. 4-21).
Namun demikian, sikap stigmatis agaknya tidak
memberikan deskripsi yang akurat mengenai karakteristik dan
agenda partai-partai politik Islam era paska-Soeharto.
Kecenderungan untuk menggeneralisasi bahwa semua partai
Islam mendukung Islam sebagai dasar negara jelas menyesatkan.
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Parta-partai politik Islam yang baru terbentuk tidak bisa
dipandang sebagai entitas homogen. Monolitisme tentu
bukanlah konsep yang berguna untuk diterapkan dalam kasus
ini. Hal ini berlaku khususnya dengan kenyataan bahwa tidak
setiap partai politik Islam menggunakan Islam sebagai basis
ideologis mereka. Meskipun nuansa dan semangat Islam tidak ragu
lagi ada, bahkan dalam partai yang memproklamasikan diri secara
separuh-separuh sebagai nasionalis seperti PKB (dengan anggota
NU sebagai konstituen intinya dan yurisprudensi Islam sebagai
basis platform partainya) dan PAN (dengan anggota
Muhammadiyah sebagai satu-saturya pendukung yang signifikan),
beberapa di antaranya menjadikan Pancasika-atau kombinasi
Pancasila, Islam dan UUD 1945—sebagai dasar partainya.t

Jika dasar partai dapat dilihat sebagai basis ideologis, realitas
yang dipaparkan di atas adalah indikasi yang kuatbahwa tidak
semua partai Islam menganut orientasi ideologis tunggal.
Seandainya karakteristik ini berlaku, maka berlaku pula bahwa
tidak setiap partai Islam yang ada mengadopsi aspirasi politik
yang tunggal. Sebaliknya, ia mempunyai agenda politik yang
berbeda-beda, bahkan seringkali bertentangan. Selain itu
kesepuluh partai Islam yang memperoleh satu atau lebih kursi di
parlemen—secara keseluruhan memperoleh 172 kursi—sepakat
dengan Amien Rais untuk membentuk kaukus “Islam” atau “Poros
Tengah” dengan satu-satunya tujuan menjatuhkan Presiden RI
keempat Abdurrahman Wahid, sebelumnya hampir tidak pernah
adaaspirasi primordial yang sama-sama dimiliki oleh partai-partai
Islam yang ada’ Bahkan isu penting semacam apakah Pasal 29
UUD 1945 harus diamandemen ataukah tidak-sebuah proses
yang membuka kemungkinan masuknya Piagam Jakarta ke
dalam konstitusi —tidak mampu membawa para pemikir dan
aktivis politik Muslim ke dalam satu barisan, padahal
kenyataannya hal itu sering dianggap sangat penting bagi
kepentingan kaum Muslim.
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Ketika proses amandemen konstitusi dimulai pada 1999,
sejak awal sangat jelasbahwa tidak semua partai Islam memiliki
visi yang sama mengenai tempat yang tepat bagi Islam dalam
negara. Situasi ini terus berlanjut sampai 2002, tahun di mana
parlemen dijadwalkan untuk menyempurnakan kerja mereka
guna mengamandemen konstitusi. Dalam keseluruhan proses
tersebut, kekuatan-kekuatan politik Isiam memperlihatkan
kenyataan bahwa mereka mempunyai pendapat yang berbeda-
beda mengenai masalah tersebut. Ada orang-orang yang ingin
menghidupkan kembali Piagam Jakarta dan memasukkannya
ke dalam konstitusi, yang akan menjadikan implementasi syariah
Islam, di mata negara, bersifat wajib bagi seluruh kaum Muslim.
Pihak-pihak lain, meskipun tidak mesti menentang gagasan
memasukkan beberapa ajaran Islam ke dalam sistem hukum
negara, menolak gagasan tersebut dengan sangat eksplisit.

Dengan adanya keprihatian dan kekhawatiran publik
terhadap Islam politik, menarik untuk dicatatbahwa dukungan
untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam konstitusi tampak
sangat sedikit. Dari sepuluh partai Islam dalam parlemen, hanya
PPP, PBB, dan PDU-secara keseluruhan menempati 87 kursi—
mendukung gagasan memasukkan Piagam Jakarta ke dalam
konstitusi® Tentu saja, ketiga partai tersebut telah melakukan
hal terbaik untuk mewujudkan tujuannya. Namun demikian,
tampaknya mereka tidak melancarkan suatu perjuangan politik
dalam cara di mana para pendahulu mereka memperdebatkannya
di Majelis Konstituante setengah abad yang lalu. Meskipun
kemungkinannya bahwa ketiga partai tersebut akan
melanjutkan upavanya agar Piagam Jakarta dimasukkan ke
dalam konstitusi, mereka tidak menghalangi keputusan dewan
untuk tetap memegang rumusan asl Pasal 29 dari konstitusi—
yang berbunyi bahwa Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa. Kenyataan bahwa proses untuk mengamandemen
konstitusi jauh dari jalan buntu, khususnya mengenai isu yang
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berkaitan dengan hubungan antara Islam dan negara, adalah
sebuah indikasi bahwa stigma historis tentang perdebatan
ideologis yang terjadi pada pertengahan 1940-an dan akhir
1950-an tidak dapat lagi digunakan sebagai kerangka acuan
dalam menganalisis partai-partai politik Islam yang ada di
Indonesia paska Soeharto.

Sejauh menyangkut gagasan menempatkan Islam dalam
posisi yang tepat di dalam negara, penting juga dicatat bahwa
tidak seperti perjuangan mereka pada pertengahan 1940-an dan
1950-an, partai-partai Islam sekarang tidak mencita-citakan
Islam sebagai dasar negara. Tidak seperti sebelumnya, tidak ada
satu pun partai Islam yang pernah secara publik mengajukan
gagasan Islam sebagai dasar negara. Palingjauh, sebagaimana telah
disinggung, aspirasi mereka direduksi atau dimodifikasi menjadi
sesuatu seperti menghidupkan kernbali Piagam Jakarta. Ditambah
dengan kenyataan bahwa proses amandemen konstitusional tidak
berakhir dengan jalan buntu, adalah tepat kalau dinyatakan bahwa
situasi religio-politik tidak ragu lagi telah berubah. Dengan
meletakkannya dalam perspektif, tidak ada alasan yang legitimat
untuk melihat Jahirnya kembali partai-partai politik Islam dari sudut
pandangmasa lalu. Dengan apa yang berkembang selama limabelas
tahun terakhir atau lebih, orang tidak akan menduga bahwa
transformasi yang sempurna dan penuh dari legalisme dan
formalisme politik Islam menjadi substansialisme dapat terjadi.
Tetapi, kenyataan bahwa partai-partai Islam sama sekali tidak
homogen adalah bukti bahwa kemunculannya tidak akan dan
tidak dapat dipersepsikan secara monolitik (Effendy, 2000a).

Partai Islam dan Pemilu:
Mitos Kekuatan Politik Islam

Pada Juni 1999, di bawah kepemimpinan Presiden B]
Habibie, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum kedua
yang demokratis. Yang pertama diadakan pada 1955 di bawah
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kepemimpinan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari
Masyumni. Sejauh menyangkut pemilu yang diorganisasi secara
demokratis, negara ini hanya mengalami dua pemilu. Namun
demikian, dari 1971 sampai 1997, rezim Orde Baru
menyelenggarakan enam pemilu dalam jangka waktu yang
teratur—sekali setiap lima tahun. Perbedaan utama antara enam
pemilu dan dua pemilu pertama yang disebutkan adalah bahwa
yang pertama diselenggarakan dalam atmosfir yang tidak
kompetitif pada saat intimidasi, paksaan, penipuan dan
kecurangan merupakan bagian integral dari pesta politik
tersebut. Dalam situasi seperti ini, Partai Golkar yang berkuasa
selalu muncul sebagai pemenang, menjadi satu-satunya
kekuatan politik yang dominant (Lee, 1974; Gaffar, 1992;
Suryadinata, 2002).

Dari pespektif Islam politik, pemilu yang diselenggarakan
secara bebas dan demokratis selalu dipandang sebagai
instrumen politik yang lebih disukai untuk membawa para
aktivis dan praktisi ke dalam kekuasaan. Meskipun demikian,
penting disadari bahwa sistem demokratis memunculkan
ambiguitas dalam kaitannya dengan realisasi kepentingan kaum
Muslim. Sudut pandang ini tidak ada hubungannya dengan
sikap para aktivis politik yang berorientasi Islam terhadap
demokrasi, tetapi lebih terkait dengan demokrasi kesempatan
yang akan mengusung kepentingan mereka.

Secara retorika, kaum Muslim selalu menyatakan bahwa
demokrasi akan memungkinkan mereka mewujudkan
kepentingan dan aspirasi mereka. Persepsi ini tidak didasarkan
banyak pada apakah demokrasi akan atau dapat menawarkan
kepada kontestan politik manapun untuk memperoleh
kekuasaan dan kedudukan dalam jabatan publik, tetapt lebih
pada kenyataan sederhana bahwa kaum Muslim merupakan
mayoritas secara jumlah di Indonesia. Menurut mereka, dalam
sebuah sistem demokratis, kekuatan demografis ini secara
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otomatis akan memberikan dukungan terhadap partai-partai
politik Islam dan kepentingannya. Hal ini secara umum
disebabkan oleh keyakinan kuat bahwa kaum Muslim akan
selalu mengarahkan dukungan dan loyalitas mereka terhadap
persoalan dan institusi Islam-baik secara sosio-religius, ekonomi
dan politik. Karena itu, sekalipun realitasnya boleh jadi terjadi
sebaliknya, kaum Muslim acapkali berpikir dan bertindak secara
linear semacam itu dalam upaya mereka untuk membangun
suatu hubungan yang mungkin antara sebuah realitas (yakni,
orientasi agama) dan realitas lain (yakni, afiliasi atau dukungan
politik).

Persepsi bahwa demokrasi akan secara otomatis membawa
pada realisasi kepentingan politik Islam telah terbukti salah
dalam sejarah politik Indonesia modern. Ketika pemilihan
umum pertama diselenggarakan pada 1955, imajinasi politik
kaum Muslim dipenuhi oleh sikap religio-politik semacam ini.
Menyadari kenyataan bahwa 90% warga negara Indonesia
adalah Muslim, mereka percaya bahwa porsi terbesar dari suara
pemilihan akan tertuju pada partai-partai politik yang
berlandaskan Islam--Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII, dan Perti
(Feith, 1957; Noer, 1987). Pada realitasnya,~di sini ada
ambiguitas gagasan bahwa demokrasi akan menggiring pada
realisasi kepentingan Islam atau kekuatan demografis akan
membawa kepada kekuasaan politik— pemilihan umum tidak
mendukung keyakinan linear yang dipegang mereka
sedemikian kuat. Alih-alih meraih sejumlah besar suara yang
mencerminkan mayoritas demografis kaum Muslim, keempat
partai politik Islam yang ada memperoleh lebih sedikit suara
daripada yang diharapkan. Secara keseluruhan, mereka hanya
meraih 43,5% suara. Jika kaum Muslim merupakan 90% dari
jumlah penduduk, maka wajar kalau dinyatakan bahwa lebih
dari 50% kaum Muslim Indonesia memberikan suara mereka
kepada partai-partai non-Islam. “Kesenjangan” ini akan
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memperjelas kenyataan bahwa tidak semua kaum Muslim
memiliki aspirasi politik yang tunggal. Dengan demikian,
kepenganutan terhadap kepercayaan Islam tidak dapat ditafsirkan
secara otomatis berkaitan dengan atau diterjemahkan ke dalam
dukungan bagj partai-partai Islam dan kepentingannya.

Namun demikian, penting dicatat bahwa sikap religio-
politik yang linear di atas tidak dianut hanya oleh para aktivis
politik Muslim, Para politisi sekular, nasionalis, dan khususnya
abangan juga mengadopsi pandangan religio-politik semacam in.
Dukungan mereka terhadap partai-partai non-Islam padadasarnya
disebabkan oleh perbedaan mereka dengan para aktivis Muslim
berkenaan dengan isu-isu sosio-religius dan politik. Realitas
tersebut memberikan dasar empiris pokok bagi kaum antropologis
semacam Clifford Geertz dan Robert Jay untuk mengembangkan
konsep aliran, yang menempatkan kelompok-kel ompok 50810~
religius sebagai faktor utama dalam memutuskan preferensiatau
afiliasi partai (Geertz, 1965; dan Jay, 1963).

Seringkali dinyatakan bahwa politik aliran atau partisan
mengkarakterisasikan dinamika demokrasi liberal Indonesia
pada 1950-an. Sedemikian rupa, ia mampu berakar dalam
perkembangan religio-politik negara terutama karena situasi
yang tidak diharapkan di mana demokrasi dan agama
ditakdirkan untuk bertemu dalam setting sosio-kultural yang
tidak cocok. Ciri yang menentukan dari demokrasi adalah
bahwa ia mengizinkan para warganya untuk memberikan
dukungan mereka kepada partai-partai politik pilihan mereka.
Dalam situasi agama dipandang mempunyai pengaruh organis
terhadap preferensi sosio-ekonomi dan politik dari para
pemeluknya, afiliasi politik atau partai cenderung dipengaruhi
dan dibentuk oleh orientasi keagamaan. Para pemilih mungkin
akan memberikan dukungan mereka kepada partai-partai yang
dianggap sesuai dengan preferensi sosio-religius mereka.
Sebagaimana ditegaskan Geertz, pemilihan umum 1955 ditandai
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oleh sebuah kecenderungan bagi kalangan santri untuk
memberikan suara mereka kepada partai-partai Islam (yakni,
Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII, dan Perti), sementara kaum
abangan dan priayi memberikan suara mereka kepada partai-
partai nasionalis atau komunis (yakni, PNI, PKI, dan
sebagainya) (Geertz, 1965; dan jay, 1963).

Meskipun ada perbedaan dalam tingkat dan intensitas,
politik aliran masih sangat kuat hidup selama tiga pemilihan
umum pertama (1971, 1977, dan 1982) yang diselenggarakan di
bawah pemerintahan Orde Baru. Selarmna kampanye pemilu, para
pemimpin kaum Muslim tetap memperingatkan sesama Muslim
bahwa adalah kewajiban secara agama untuk memberikan
suara kepada partai-partai kaum Muslim. Sekalipun
kenyataannya bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan
secara tidak demokratis, partai-partai Islam berhasil meraih
27,1% (1971),29,29% (1977), dan 27,78% (1982) dari jumlah suara
(Suryadinata, 2002: h. 32).

Menyusul diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya
dasar organisasi sosio-religius dan politik pada 1984, semangat
aliran berkurang secara perlahan-lahan—setidak-tidaknya dalam
pengertian legal dan formal. Ditambah dengan perkembangan
gagasan dan praktik politik Islam baru sejak awal 1970-an, yang
lebih menekankan dimensi substantif Islam daripada pandangan
legal dan formalnya, banyak kaum Muslim mulai menerima gagasan
yang pada dasamya menghubungkan diri mereka dengan partai-
partai non-Islam. Sebagian karena pemahaman semacam ini,
banyak tokoh Muslim mengafiliasikan diri mereka kepada partai
berkuasa Golkar, khususnya sejak awal 1980-an. Hal ini
merupakan indikasi nyata tentang merosotnya politik aliran. (Al
dan Saimina, 1985: h. 226-261). Akibatnya, untuk tiga pemilihan
umum berikutnya, partai Islam PPP-setelah dipaksa mengubah
dasar dan simbol partainya—menderita kerugian yang sangat
berarti. Dalam tiga pemilihan umum berikutnya, PPP hanya
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mampu mengumpulkan 15,97% (1987), 17,0% (1992), dan 22,43%
(1997) dari jumlah suara (Suryadinata, 2002: h. 32).

Seberapa genuin merosotnya politik aliran selama rezim Orde
Baru? Jika orientasi keagamaan diyakini memainkan peranan
yang sangat menonjol dalam membentuk dan memengaruhi
afiliasi politik, maka jawabannya adalah negatif-meskipun
penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, politik
aliran era paska-Soeharto barangkali tidak sekuat pada esa 1950-
an. Tetapi, sekalipun kenyataannya bahwa transformasi yang
sangat penting dalam kaitannya dengan gagsan dan praktik
politik kaum Muslim telah terjadi selama tiga dekade periode
Orde Baru, banyak aktivis politik Muslim masih menganut
Islam politik yang formalistik dan legalistik dalam demokrasi
Indonesia baru. Mereka melihat pengadopsian Islam sebagai
dasar partai sebagai bagian dari hak demokratis mereka.
Demikian juga upaya mereka untuk memasukkan Piagam
Jakarta ke dalam konstitusi dan syariah Islam ke dalam sistem
hukum negara. Selama kampanye pemilu 1999, mereka juga
menyeru kaum Muslim untuk memberikan suara mereka
kepada partai-partai Islam. Dengan demikian, sebanding
dengan dinamika politik sepanjang Demokrasi Liberal pada 1950-
an, runtuhnya pemerintahan otoritarian Soeharto dan eforia
demokrasi negeri ini meningkatkan !slam politik yang legalistik
dan formalistik-kurang lebih, sejenis Islam politik yang ditolak
rezim otoritarian Orde Baru.

Di dalam perspektif semacam ini-bahwa demokrasi
mengizinkan para warganya untuk mengekspresikan bahkan
kepentingan primordial mereka dan pada kenyataannya
menganggapnya sebagai bagian dari hak demokrasi mereka—
20 partai politik Islam ikut serta dalam pemilihan umum
demokratis kedua pada 1999. Dari jumlah tersebut, hanya 10
partai slam yang meraih satu kursi atau lebih dalam parlemen.
Kesepuluh parta Islam itu meliputi PPP (58 kursi), PKB (51
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kursi), PAN (34 kursi), PBB (13 kursi), PK (7 kursi), PNU (5
kursi), PP (1 kursi), PSII (1 kursi), PPIl Masyumi (1 kursi), dan
PKU (1 kursi) (International Foundation for Election System (IFES),
1999, h. vii); Kamaruddin, 2001: h. 223). Sekali lagi, hasil pemilu
1999 menunjukkan bahwa tanpa melihat kenyataan mayoritas
Indonesia yang beragama Islam, partai-partai Islam tetap tidak
mampu menggalang dukungan mayoritas. Secara keselurithan,
dalam pemilu demokratis kedua ini, mereka hanya memperoleh
37,5% suara (172 kursi), termasuk PKB dan PAN, yang enggan
diidentifikasi sebagai partai Islam.Tanpa kedua partai terakhir
ini, mereka hanya memperoleh 17,8% suara (87 kursi)
(Suryadinata, 2002: h. 106; Kamaruddin: h. 223-225).

Performance buruk dari partai-partai Islam dan kenyataan
bahwa partai-partai non-Islam meraih 62,5% suara (290 kursi)
digunakan oleh beberapa kalangan untuk menyatakan bahwa
politik aliran kehilangan makna pentingnya dalam politik
Indonesia paska-Soeharto. Nurcholish Madijid, misalnya,
berpendapat bahwa ada suatu perubahan besar dalam wawasan
politik nasional, di mana konstituen politik tampaknya lebih
melihat substansi daripada simbol. Menurut Nurcholish, ini
adalah faktor menentukan yang membedakan politik hari ini
dengan politik pada 1950-an (Forum Keadilan, 1991).

Di satu sisi, jika performance yang lebih baik dari partai-partai
politik non-Islam dan, di sisi lain, performance yang buruk dari
partai-partai Islam dipandang sebagai faktor penting dalam
menentukan hilangnya atau keberadaan politik aliran, maka
tepat juga melihat pemilu 1955 sebagai dikarakterisasikan oleh
politik non-partisan. Sedemikian itu karena-meskipun
kenyataannya kaum Muslim merupakan 90% dari jumlah
penduduk —partai-partai non-Islam melakukan hal yang lebih
baik daripada partai-partai Islam. Tampaknya, sejumiah besar
kaum Muslim memilih untuk memberikan suara mereka kepada
partai-partai non-Islam (yakni, PNI, PSI atau barangkali
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bahkan PKI). Sebagaimana telah disinggung di muka, empat
partai Islam hanya meraih 43,5% suara, sementara partai-partai
non-Islam memperoleh 55,3% suara.

Namun demikian, mahasiswa-mahasiswa yang
mempelajari politik Indonesia masih cenderung melihat politik
demokrasi liberal dari sudut perspektif aliran. Hal ini disebabkan
oleh kenyataan bahwa Islam secara sengaja digunakan sebagai
pengusung bendera politik untuk partai-partai politik tertentu.
Sekalipun banyak kehilangan signifikansinya, hal ini juga
berlaku untuk tiga pemilihan umum pertama semasa
pemerintahan Orde Baru. Hanya setelah negara melarang
digunakannya Islam sebagai simbol politiklah, politikaliran mulai
berkurang-meskipun tidak hilang sama sekali secara substansi.
Dan ketika kekuasaan yang menghalangi politik aliran runtuh,
ia muncul kembali dalam bentuk penggunaan Islam sebagai
simbol dan ideologi politik. Sekalipun motivasinya belum
terungkap sepenuhnya, banyak kalangan percaya bahwa alasan
hidup (raison d'etre) politik semacam ini pada dasamya bersifat
keagamaan. Kenyataan bahwa PPP-langsung setelah Sidang
Umum MPR pada 1998—memutuskan untuk mengganti
Pancasil dan Bintang dengan Islam dan Ka'bah sebagai dasar
dan simbol partai, hanya mempertegas garis argumen tersebut.

Kenyataan bahwa Islam telah digunakan sebagai simbol
dan platform partai boleh jadi mereduksi tingkat penerimaan
partai-partai Islam di mata publik. Performance buruk dari 18
partai Islam (minus PKB dan PAN), yang hanya meraih 17,8%
suara dalam pemilihan umum 1999, sebagian dapat
dihubungkan dengan digunakannya Islam sebagaiideologi dan
platform partai. Tetapi, tampaknya salah jika menyatakan
bahwa performance buruk mereka hanya disebabkan oleh
kenyataan bahwa mereka menggunakan Islam sebagai bendera
politik. Jika substansi atau program-program partai benar-benar
merupakan faktor yang menentukan dari pemilu 1999 vis-a-vis
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pemilu 1955, ada kesulitan besar dalam melihat kemenangan
PDIP dari perspektif semacam ini. Secara akademik, tidak ada
upaya tunggal untuk menghubungkan perolehan PDIP atas
33,73% suara (153 kursi) dengan substansi atau program-
program partai. Sebaliknya, banyak kalangan berpendapat
bahwa perlakuan buruk Orde Baru terhadap PDI (sebelum
berubah menjadi PDIP) dan kenyataan bahwa partai ini dipimpin
oleh puteri Soekarno adalah unsur utama keberhasilannya.

Berdasarkan garis argumen ini, tepatlah kalau dikatakan
bahwa publik sebenarnya tidak melihat pemilu 1999 dari sudut
substansi atau program-program partai. Publik melihatnya
lebih sebagai “suara protes” melawan kekuasaan Orde Baru,
dan memandang Megawati sebagai simbol permusuhan atau
perlawanan yang utama.

Bagaimana kemudian performance buruk partai-partai Islam
pada pemilihan umum 1999 harus dijelaskan? Paling tidak ada
dua faktor penting yang mungkin membantu pemahaman kita
terhadap hasil-hasil yang mengecewakan pada pemilu 1999 bagi
kelompok politik Islam. Pertama adalah kecacatan organis
argumen yang menyatakan bahwa kepenganutan agama akan
secara otomatis diterjemahkan ke dalam afiliasi politik. Lagi-
lagi, pandangan ini tidak pernah terwujud sepanjang sejarah
politik Indonesia. Bahkan ketika politik aliran tengah berada
dalam puncaknya, sentimen keagamaan sama sekali tidak dapat
digunakan untuk menggalang dukungan mayoritas.
Keengganan untuk menerima kenyataan ini menggiring
banyak praktisi politik Muslim untuk menerima Islam vis-g-vis
politik secara apa adanya (taken for granted), ketimbang
memusatkan energi dan potensi mereka pada faktor-faktor—
tidak mesti terkait dengan program dan substansi—yang
memungkinkan mereka untuk menarik pemilih-pemilih yang
mengambang (swinging) dan non-tradisional. Hal ini
memerlukan pemahaman yang memadai atas karakter
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demografis dan orientasi sosio-kultural dan politik mereka.
Demikian juga perlu memahami psikologi publik dengan adanya
kenyataan bahwa bangsa ini mengalami suatu perubahan
sosio-ekonomi dan politik yang tidak pernah terjadi sebelumnya
dalam sejarah. Menyandarkan diri pada agama sebagai sumber
daya politik untuk memobilisasi pendukung mungkin tidak
begitu berguna. Pada kenyataannya, dengan mengingat
kembali pendapat sejumlah tokoh Muslim sebelum hari
pelaksanaan pemilu, terbukti bahwa ia counter produktif.

Kedua, meskipun salah melihat partai-partai Islam dari
sudut pandang masa lalu, kenyataannya tetap bahwa stigma
historis masih membayangi pemilihan umum 1999.
Ketidakmampuan partai-partai Islam untuk mengartikulasikan
dirinya dalam suatu cara yang berbeda dari partai-partai non-
Islam yang ada hanya mengintensfikan stigma tersebut. Oleh
karena itu, keberadaan partai-partai politik Islam semata akan
selalu disamakan dengan gagasan negara Islam atau
memasukkan syariah Islam ke dalam sistem hukum negara.
Sentimen ini tidak pernah mati dan barangkali terus berlanjut
dalam perkembangan politik Indonesia di masa depan yang
dapat diduga (Basyaib dan Abidin, ed., 1999).

Jika orang mau meneliti platform-platform tertulis dari partai
Islam yang ada, dia akan menemukan bahwa gagasan Islam
sebagai dasar negara tidak pernah disebutkan (Salim, 1999;
Kazhim & Hamzah, ed., 1999; Hassan, Sukardiyono, Basri, ed.,
1998). Selama transisi menuju periode demokrasi, tidak adasatu
un partai Islam yang memperlihatkan secara publik
komitmennya untuk mengganti Pancasila dengan Islam sebagai
dasar negara. Pada kenyataannya, gagasan memasukkan
Piagam Jakarta ke dalam Pasal 29 UUD 1945 dipertimbangkan
hanya setelah keputusan parlemen untuk mengamandemen
konstitusi diambil dalam Sidang Umum MPR 1999.

Dengan demikian, adalah sangat wajar jika dinyatakan
bahwa apa yang disebut “politik ketakutan”, berkaitan dengan
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apa yang ditimbulkan oleh Islam politik, berakar secara kuat
dalam segmen yang signifikan dari penduduk Indonesia.
Kegagalan partai-partai Islam untuk mewujudkan kenyataan
ini dan meresponsnya dengan jujur dan obyektif hanya kian
meningkatkan ketakutan tersebut. Jadi, sangatlah alamiah bagi
para pemilih yang tidak mampu menghindarkan diri dari sigma
tersebut untuk memberikan dukungan mereka kepada partai-
partai yang sesuai dengan preferensi religio-ideologis mereka.

Dengan mengenyampingkan stigma historis, pada
realitasnya tidak ada sesuatu un yang mesti ditakuti berkaitan
dengan munculnya Islam politik. Dalam sebuah negara
demokratis, ia umumnya termanifestasikan dalam bentuk
partai-partai politik Islam yang menggunakan Islam sebagai
dasar dan simbol ideologis mereka. Baik pemilu demokratis pada
1955 maupun 1999 membuktikan bahwa, meskipun
kenyataannya kaum Muslim merupakan mayoritas, partai-
partai Islam tidak dapat mengumpulkan sejumlah besar pemilih.
Atas dasar pembahasan panjang lebar yang dipaparkan di atas,
cukuplah untuk dikatakan bahwa kaum Muslim ditakdirkan
untuk memiliki aspirasi politik yang berbeda-beda—dan kadang-
kadang bahkan bertentangan. Sejauh mereka berbeda-beda
dan tidak mampu mengekspresikan dan mengartikulasikan
gagasan Islam politik dari sudut kepentingan publik, maka
akan sangat sulit bagi partai-partai politik Islam untuk menjadi
faktor dominan dalam panggung politik Indonesia.

Islam Politik Non-Partai:

Implementasi Syariah dan Gagasan Dunia Pan-Islam?
Tetapi tidaklah hanya munculnya partai-partai politik Islam

yang menimbulkan keprihatianan dan kekhawatiran. Selain

apa yang telah dinyatakan, runtuhnya Orde Baru juga diikuti

oleh meningkatnya jumlah organisasi lslam. Tampaknya,

terbukanya kotak pandora tidak hanya mendorong
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perkembangan partai politik, melainkan juga munculnya
pelbagai organisasi sosio-religius. Dalam suatu situasi di mana
politik merupakan satu-satunya permainan dalam kota (game
in town), organisasi-organisasi tersebut memandang dirinya
sebagai instrumen untuk mengekspresikan dan menyalurkan
aspirasi Islam. Pada kenyataannya, lebih dari partai-partai Islam
yang ada, ia acapkali mengartikulasikan kepentingannya secara
sangatkuat dan tegas yang membuat kalangan lain melihatnya
dari sudut radikalisme. Hal ini terutama berlaku berkaitan
dengan seruannya atas implementasi syariah.

Dengan demikian, selain memberikan bobot lebih atas apa
yang telah dikemukakan beberapa partai politik Islam,
keberadaan organisasi-organisasi tersebut dianggap sebagai
penegasan tethadap “pasang naik Islam (politik) Indonesia.”
(Van Zorge Report on Indonesia, 2000: h. 4-18). Wawasan kasar
dan kecenderungan militannya dalam mengkomunikasikan
Islam menggiring banyak kalangan untuk mengamati
bangkiinya kembali organisasi-organisasi itu dari sudut masa
lalu. Konteks globalisasi dunia juga mendorong mereka untuk
mengaitkan perkembangan baru pada trend Islam politik berskala
dunia. Ini tidak berarti bahwa organisasi-organisasi keagamaan
itu mempunyai hubungan dengan gerakan Islam internasjonal-
sekalipun sama-sama memiliki gagasan dan pemikiran yang
bisa dibandingkan (Ahmed dan Donnan, ed.,, 1994; Lewis, 2002).

Tidak seperti partai-partai Islam, lahirnya organisasi-
organisasi tersebut bukanlah merupakan respons langsung
terhadap transisi demokrasi Indonesia. Sebaliknya,
perkembangannya itu lebih sebagai reaksi atas situasi sosio-
religius dan politik yang berkembang selama periode transisi,
yang dalam pandangannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam
atau kepentingan kaum Muslim. Ketidakmampuan negara
untuk mengatur secara efektif dan memecahkan masalah
mendesak yang berkaitan dengan kehidupan banyak kaum
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Muslim (yakni, konflik sosio-religius, penegakan hukum atas
perjudian dan prostitusi, pengaturan minuman beralkohol, dan
sebagainya) memicu kemunculan kelompok-kelompok Istam
tersebut (Pusat Budaya dan Bahasa dan Pemda DKI Jakarta,
2000). Demikian pula, kebijakan luar negeri Amerika Serikat
terhadap Dunia Islam, yang seringkali dianggap tidak seimbang
(uneven-handed), diskriminatif, dan tidak adil, khususnya
berkaitan dengar bangsa Palestina, juga memberikan kontribusi
atas kemunculannya (Singer, 2002).

Organisasi-organisasi Islam tersebut mencakup, untuk
menyebut hanya yang paling terkemuka, Front Pembela Islam
(FPL); Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FK ASWTJ)
bersama dengan sayap milisinya-Lasykar Jihad; Majelis
Mujahidin Indonesia (MMI) bersama dengan Lasykar
Mujahidin-nya; Hizbut Tahrir; Hamas; Front Hizbullah;
Ikhwanul Muslimin; dan organisasi yang relatif lebih tua-
Komite Indonesia untuk Selidaritas Dunia Islam (Kisdi) (Pusat
Budaya dan Bahasa dan Pemda DKI Jakarta, 2000; Van Zorge
Report, 2001: h. 5-18; Zada, 2002).

Semua kelompok tersebut mempunyai concern yang sama-
vakni bahwa syariah Islam harus diberlakukan secara serius
oleh negara dan masyarakat Muslim yang lebih besar.
Pandangan semacam ini didasarkan terutama pada tiga faktor
penting-teologis, demografis, dan sosio-politik. Faktor pertama
menekankan kenyataan bahwa Islam dianggap sebagai sebuah
agama yang menawarkan bimbingan dan solusi untuk semua
aspek kehidupan-sosio-kultural, ekonomi, politik, dan
seterusnya. Posisi ini menggiring mereka untuk meyakini
bahwa semua Muslim diwajibkan secara agama untuk
melandaskan semua aspek kehidupan mereka pada nilai-nilai
dan ajaran Islam sebagaimana yang digariskan oleh syariah.
Faktor kedua merujuk pada kenyataan bahwa mayoritas
penduduk Indonesia adalah Muslim. Pemeluk agama Islam
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merupakan 87% dari jumlah penduduk negara. Dan bagi
mereka, kenyataan ini sendiri seharusnya berfungsi sebagai
legitimast sosio-kultural dan politik untuk menjadikan Islam
sebagai dasar negara—atau setidaknya mengakui syariah Islam
sebagai unsur utama atau bagian integral dari konstitusi (Maarif,
1983). Faktor terakhir menunjuk pada kenyataan bahwa hukum
positif-sekular tidak menimbulkan peningkatan sosio-kultural,
ekonomi, hukum, dan politik bagi kaum Muslim. Dalam
pandangan mereka, selama lebih dari setengah abad, Indonesia
terganggu dengan sejumlah penderitaan sosio-ekonomi dan
politik-dengan krisis multidimensional belakangan ini sebagai
puncaknya--untuk mana hanya Islamlah yang dapat menjadi
solusi terakhir (Panjimas, 2002; Awwas, 2001).

Seandainya ini merupakan masalahnya, maka wajar kalau
dinyatakan bahwa apa yang dicita-citakan organisasi-organisasi
tersebut sebenarnya mengingatkan kembali atas apa yang telah
diartikulasikan dan diagregasikan oleh kelompok-kelompok Islam
pada 1940-an dan 1950-an. Hal ini berarti bahwa selama lebih
dari setengah abad, elite nasional Indonesia tidak mampu
mencapai persetujuan mengenai posisi Islam di dalam negara
bangsa kepulauan ini. Akibatnya, persoalan Islam-khususnya
isu-isu yang terkait dengan implementasi syariah Islam—
cenderung menjadi isu-isu yang terulang kembali. Jika suatu
penyelesaian yang dapat dijalankan tidak bisa dicapai, ia akan
selalu muncul kembali dalam pelbagai bentuk, bergantung pada
situasi.

Meskipun kenyataannya bahwa organisasi-organisasi Islam
baru tersebut mempunyai concern bersama, orang tidak akan
melompat pada kesimpulan bahwa ia setuju terhadap setiap
aspek yang terkait dengan implementasi syariah.. Seperti
kelompok Islam di masa laly, ia memiliki perbedaan pendapat
yang pokok dalam masalah ini. Karena itu, isu syariah Islam
tidak pernah didiskusikan dan dipaparkan secara terperinci-
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yakni apa itu syariah Islam, bagaimana ia harus dipahami dan
ditafsirkan, penafsiran mana yang harus diambil dan diikuti,
bagaimana diterapkan, dan seterusnya.

Menurut Sekretaris Jenderal Kornite Pelaksana Syariat Islam
(KPSI), Aswar Hasan, semua isu tersebut sangat penting. Pada
kenyataannya, menyadari perbedaan yang dimiliki kelompok-
kelompok Islam tersebut, hal ini mungkin merupakan faktor
pemecah belahbagi gerakan dan perjuangannya.” Islam adalah
satu, tetapi ekspresi dan penafsirannya banyak. Kenyataan
bahwa Islam tidak mengakui kependentaan (priesthood) religius
yang dapat memberikan produk hukum tunggal yang
mengikat seluruh kaum Muslim, adalah sumber kelemahan yang
utama dalam setiap upaya untuk melembagakan ajaran Islam
dalam entitas hukum yang tunggal. Seluruh kaum Muslim
mempercayai al-Qur'an dan Sunnah, tetapi mereka berbeda-
beda dalam memahami kedua sumber Islam yang paling penting
tersebut. Untungnya (atau sayangnya), Islam tidak memberikan
hak kepada siapapun untuk mengklaim bahwa pemahaman
agamanyalah yang lebih baik atau benar daripada yang lain.
Mengharapkan seluruh kaum Muslim menghormati dan
mengikuti keputusan pemerintah dalam masalah-masalah,
seperti kapan awal dan akhir bulan Ramadhan merupakan tugas
sulit-apalagi mengikat mereka dalam sebuah kodifikasi hukum
Islam yang tunggal.

Menyadari kesulitan membawa segenap kaum Muslim ke
dalam kemasan (fold) yang sama berkenaan dengan pemahaman
hukum Islam menggiring kelompok-kelompok Islam tersebut
untuk mengekspresikan pandangannya dalam nada yang relatif
sama. Sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto, pada dasarnya
kelompok ini hanya menyerukan perlunya impelementasi
syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Hal ini secara
umum dilakukan secara damai, melalui penyebaran gagasan
dan pemikiran, tulisan, dan ceramah.
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Namun demikian, pengecualian besar harus diberikan
kepada FPL Organisasi ini, selain menyerukan implementasi
syariah Islam, seringkali mengabil-alih sendiri masalah-masalah
yang terkait dengan pengaturan perjudian, pornografi,
prostitusi, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, yang
sangat disesalkan melibatkan kekerasan. Sedemikian rupa, hal
tersebut merupakan momok yang menghantui, khususnya
mereka yang bekerja di industri-industri perjudian, pornografi,
prostitusi, dan minuman beralkohol (Zada, 2002: h. 162-163). Secara
luas dipahami bahwa Islam melarang perjudian, pornografi,
prostitusi dan konsumsi minuman beralkohol. Meskipun
Indonesia bukan negara Islam, ada ketentuan hukum yang
melarang perjudian, pornografi, dan prostitusi, kecuali di area
Jokalisasi-sebuah kebijakan yang sering mengundang kritikan
dari banyak tokoh dan lembaga Islam. Selain itu, adajuga batasan-
batasan hukum mengenai penjualan dan produksi minuman
beralkohol. Karena itu, wajar jika dikatakan bahwa ¥Pl-atau
organisasi Islam lainnya dalam kaitannya dengan masalah
tersebut—sebenarnya mempunyai hak untuk menyuarakan
penentangan terhadap praktik perjudian dan prostitusi dan
konsumsi minuman beralkohol. Hal ini berlaku sejauh itu
dilakukan sejalan dengan hukum dan peraturan yang ada.

Juga layak disebutkan bahwa selain menyerukan
implementasi syariah Islam, FKASW] mengirimkan sayap
milisinya (Lasykar Jihad) ke beberapa daerah konflik (yakni,
Ambon, Maluku, dan Poso) dengan tujuan utama memberikan
bantuan yang diperlukan kepada sesama Muslim yang
menderita seranigan dari kaum non-Muslim. Dalam pandangan
mereka, orang-orang yang secara hukum bertanggung jawab
atas penegakan dan pemeliharaan perdamaian tidak mampu
memberikan keamanan dan perlindungan terhadap kaum
Muslim. Selain solidaritas, mereka juga membantu
langsung sesama kaum Muslim di daerah konflik (Zada,
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2002: h. 165; MUI, 2000). Di salah satu daerah inilah
(yakni, Maluku) komitmen kuat mereka terhadap
implementasi syariah Islam disadari. Salah seorang anggotanya
(Abdullah) mengakui telah melakukan perzinaan, dan secara
sukarela meminta dihukum mati karena keyakinannya terhadap
hukum rajant (Republika, 2001). Sekalipun negara menjamin
kebebasan kepada para warganya untuk mengimplementasikan
praktik keagamaannya, namun demikian memberlakukan
hukum semacam itu adalah melanggar hukum positif dan
peraturan negara yang ada.

Menambahkan persepsi umum bahwa politik Islam kian
meningkat pada tahun-tahun paska-Soeharto adalah kenyataan
bahwa banyak daerah mulai menuntut implementasi syariah.
Keputusan pemerintah pusat untuk memberikan otonomi luas
kepada daerah dipandang sebagai kesempatan untuk
mengimplementasikan hukum Islam. Meskipun agama,
menurut Peraturan Pemerintah No. 22/1999, bukan merupakan
subyek yang diatur secara regional, namun demikian sejumlah
pemerintahan daerah mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengimplementasikan apa yang mereka
anggap sebagai syariah Islam. Kabupaten Pamekasan (Jawa
Timur), Maros, Sinjai, dan Gowa (Sulawesi Selatan), Cianjur,
Garut, dan Indramayu (Jawa Barat) sekarang mulai
mengimplementasikan aspek-aspek tertentu dari syariah Islam.
Yaitu mulai dari memakai pakaian Islami, mengatur
pengumpulan dan pendistribusian zakat, melaksanakan shalat,
membaca al-Qur‘an, dan mengalokasikan lebih banyak waktu
bagi materi-materi keagamaan untuk diajarkan di sekolah
(Tempo, 2002: h. 98-99). Kenyataan bahwa Aceh, setelah diberikan
status otonom oleh pemerintah pusat, sejak 2000 secara resmi
diperintah oleh yurisprudensi Islam, hanya menyemangatkan
kembali upaya-upaya yang terpencar-pencar untuk
mengimplementasikan syariah Islam (Panjimas, 2002).
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Di samping menuntutimplementasi syariah Islam, kelompok-
kelompok Islam tersebut juga seringkali mempertimbangkan
gagasan negara Islam. Meskipun masih merupakan bayi dalam
perkembangannya, acapkali mereka juga merujuk pada gagasan
negara Islam dalam sejarah Islam yang gemilang, sejak periode
klasik sampai awal abad ke-20, ketika dunia pan-Islam diperintah
di bawah sistem khilafah (Zada, 2002, h. 108-129). Masih belum
jelas apakah Indonesia pada akhirnya akan berubah atau tidak ke
dalam model negara semacam ini, tetapi menurut Ketua Umum
FPI, Habib Rizieq, tipologi negara bukanlah hal yang sangat
penting. Dalam pandangannya, Nabi Muhammad lebih
menaruh perhatian pada formasi masyarakat Muslim daripada
negara Islam. Jadi, baginya, sepanjang negara diatur sesuai
dengan syariah Islam, maka tidak ada kebutuhan langsung
untuk mempersoalkan legitimasi keagamaan dari negara
semacam itu ((Zada, 2002: h. 114).

Berulang-ulang diklaim bahwa organisasi-organisasi Islam
tersebut tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam upaya
mewujudkan tujuan mereka. Dengan pengecualian perlawanan
radikal FPI terhadap praktik perjudian, pornografi, prostitusi,
dan konsumsi minuman beralkohol yang terus-menerus, dan
keterlibatan gerakan Lasykar Jihad di daerah konflik,
khususnya di Ambon dan Maluku, nada umum artikulasi
syariah Islam dilakukan secara damai (Tempo, 2002: h. 127).
Namun demikian, musuh-musuh mereka cenderung
mengidentifikasi seluruh gerakan sebagai radikal dan/atau garis
keras dan sebagai sebuah gerakan yang mungkin mengambil
jalan kekerasan. Efek psikologis dari pengeboman Bali yang
mengerikan pada Oktober 2002-menurut dugaan didalangi oleh
kepemimpinan Jamaah Islamiyah, bekerja sama dengan orang-
orang lokal dan diduga mempunyai hubungan dengan
jaringan al-Qaeda-yang menelan korban 180 orang dan melukai
sekitar 300 orang yang tidak berdosa, memberikan impetus lebih
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jauh terhadap pandangan stereotif sernacam itu (Tentpo, 2002;
Gatra, 2002). Pada kenyataannya, karena dimensi
internasionalnya, yang mencakup kampanye berskala dunia
melawan terorisme yang dipimpin AS, Inggris, dan Australia,
peristiwa tersebut menimbulkan pengaruh tertentu tidak hanya
pada gerakan syariah, melainkan juga Islam politik secara umum.
Meskipun hal ini boleh jadi tidak berlangsung lama, peristiwa
yang menakutkan itu telah menempatkan Islam politik pada
posisi yang sangat sulit dan buruk. Dengan posisi lemah negara
Indonesia, dan sepanjang kekuatan-kekuatan internasional
masih tetap mencurigai Islam politik, maka kemungkinannya
adalah bahwa Islam politik akan lebih melihat ke dalam-atau
paling jauh melunakkan retorika dan tujuannya. Kenyataan
bahwa sesaat setelah ledakan bom Bali, Lasykar Jihad dengan
sukarela membubarkan diri dan FPI membekukan aktivitasnya
merupakan indikasi sulitnya posisi Islam politik.

Menuju Akomodasi Parsial Islam

Dari apa yang telah dipaparkan secara panjang lebar, sulit
untuk tidak melihat perkembangan Islam politik selama periode
paska-Soeharto dari sudut legalisme dan formalisme.
Transformasi intelektual yang terjadi antara 1970-an dan 1990-
an tampak kehilangan signifikansinya ketika Islam ideologis,
simbolik, dan formal memberikan kesan mendominasi diskursus
baru tentang Islam politik di Indonesia. Penggunaan Islam
sebagai dasar partai, seruan untuk impelementasi syariah Islam,
upaya memasukkan Piagam Jakarta ke dalam konstitusi baru,
dan penentangan terhadap pencalonan Megawati sebagai
presiden pada 1999, atas dasar argumen keagamaan bahwa lali-
laki adalah pemimpin (lebih kuat daripada) perempuan, adalah
indikasi jelas mengenai pasang naik Islamisme politik.

Meskipun ada perkembangan baru ini, orang tidak akan
memandangnya sebagai fenomena yang genuine. Kenyataannya,
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lahirya 42 partai Islam-seperti partai-partai lainnya—harus
dilihat dari perspektif perubahan pendulum sistem politik
Indonesia, dari pemerintahan otoritarian ke demokratis. Ini
berarti bahwa orang harus selalu mempertanyakan apakah
perkembangan semacam ini sifatnya geruin atau permanen. Pada
saat transisi tampak dikarakterisasikan oleh tingkat ketidakstabilan
sosio-ekonomi dan politik-untuk tidak mengatakan kehancuran,
adalah sulit untuk melihat sesuatu dengan pasti. Kenyataan bahwa
hanya 20 partai Islam yang memenuhi persyaratan pemilu 1999,
dan 10 yang meraih satu kursi atau lebih, menyatakan bahwa
perkembangan baru ini disebabkan terutama oleh sifat eforia dan
miopik dari transisi, daripada determinasi religio-politik yang
dipikirkan secara baik dan disengaja. Ketika mereka yang pada
awalnya menentang pencalonan Megawati sebagai presiden
akhirnya menerima kemenangannya dalam pengangkatan
konstitusionalnya menggantikan Abdurrahman Wahid untuk
menjadi Presiden Ri kelima, hal ini hanya mengindikasikan
bahwa pertimbangan agama bersifat sementara dan tidak
dipegang secara permanen. Seandainya prinsip-prinsip agama
menjadi faktor yang menentukan dalam politik, jabatan
kepemimpinan yang diperebutkan Megawati atau kandidat
perempuan manapun harus ditolak.

Pandangan yang serupa dapat juga digunakan untuk
memahami kenyataan bahwa para politisi PPF, PBB, dan PDU,
yang berjuang memasukkan Piagam Jakarta ke dalam konstitusi
baru selama proses amandemen, pada akhirmya menyerah dan
tidak menghalangi gerakan untuk tetap berpegang pada
rumusan asli Pasal 29, yang menyatakan bahwa Negara
Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka mungkin
menerima kekalahan konstitusional tersebut secara sementara.
Namun demikian, pilihan untuk tidak menyelesaikan masalah
itu dengan cara voting juga dapat membuat keragu-raguan
padakeyakinan agama mereka dalam politik Karenaitu, tidak seperti



372 Agama Publik dan Privat

para politisi Muslim terdahulu dalam Majelis Konstituante yang
menangani isu itu dengan cara voting-meski idak ada satu pun pihak
yang menerima dukungan memadai untuk memenangkannya-— para
politisi Muslim paska-Soeharto tampaknya melunakkan diri mereka
berkaitan dengan upaya untuk mengartikulasikan dan
mengaggregasikan kepentingan Islam.

Apa yang tampak lebih pasti adalah bahwa tingkat dan
besarnya dukungan untuk Islam ideologis dan simbolis relatif
rendah dan kecil. Mayoritas kaum Muslim, sebagaimana
ditandai oleh jumlah kursi terbatas yang diperoleh kekuatan-
kekuatan Islam di parlemen dan penolakan atas Piagam Jakarta,
masih tetap bersikap moderat dan menginginkan hubungan
yang lebih memungkinkan dan tepat antara Islam dan negara.
Pandangan ini juga dimiliki dua organisasi agama yang paling
terkemuka di negeri ini-Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Dari sudut pandang sejarah politik Indonesia, wajar jika
dikatakan bahwa dalam dua situasi demokratis, Islam politik
vang legalis dan formalis tidak ragu lagi kalah. Nasib dan
takdirnya-untuk mengatakan setidak-tidaknya—bahkan lebih
suram dalam sebuah setting politik otoritarian.

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa mayoritas
kaum Muslim (politisi) menentang syariah Islam. Sebagai
Muslim, mereka menerima signifikansi syariah dan diwajibkan
untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam semua aspek
kehidupan. Tetapi mereka berbeda-beda dalam kaitannya dengan
bagaimana syariah dipahami, ditatsirkan, dan diimplementasikan.
Mereka tidak percaya bahwa syariah Islam harus diadopsi secara
keseluruhan dan dijadikan hukum positif di dalam negara.
Sebaliknya, mereka mempunyai pandangan bahwa unsur-
unsur syariah Islam tertentu dapat dirumuskan ke dalam
hukum yang mengikat, seperti tentang isu-isu yang terkait
dengan perkawinan dan perceraian, warisan dan hibah,
pengumpulan dan pembagian zakat, naik haji, dan lain-lain.
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Kenyataan bahwa banyak kaum Muslim merasakan akomodasi
negara terhadap hukum Islam masih terbatas tidak menghentikan
mereka dari perjuangan di dalam ikatan sistem, hukum, dan
peraturan yang ada.

Setelah memaparkan ini, wajarlah kalau dikatakan bahwa
akomodasi parsial tampaknya merupakan opsi yang
memungkinkan untuk hubungan yang jebih bertahan lama antara
Islam dan negara. Gagasan yang dimiliki secara umum bahwa
Indonesia bukan negara teokratis atau sekular hanya mempertegas
pentingnya sifat kewajiban negara dalam mengakomodasi
kepentingan kaum Muslim. Pada saat yang sama, menyadari
heterogenitas asal-usul sosio-religius Indonesia, adalah tugas setiap
Muslim untuk mengartikulasikan dan mengekspresikan
kepentinganmereka sejauh tidak merusak konstruksi negara-bangsa
negeri ini. Selama lebih dari setengah abad, negeri ini terus-menerus
mengadakan dialog yang tidak henti-hentinya mengenai peran
dan posisi yang tepat untuk agama dalam negara. Pada 1940-an
dan 1950-an, upaya itu terganggu oleh kurangnya waktu, dan
manuver politik Soekarno dan militer. Selama pemerintahan
Orde Baru, perdebatan dilarang karena ada kecurigaan yang
dalam dari negara berkaitan dengan potensinya yang mengganggu.
Mempertimbangkan semua pelajaran yang telah kita pelajari pada
lebih limapuluhan tahun terakhir atau lebih, sekaranglah waktunya
bagi elite nasional-baik agama maupun politik —untuk
menyelenggarakandjalogyangpenﬁng semacam itu untuk mencapal
penyelesalanyang tepat.™*

Catatan Akhir

! Dalam artikel berjudul “Chronology of Events Leading to the
Resignation of Presiden Soeharto”, yang dimuat dalam buku
The Fall of Soeharto yang diedit Geoff Forrester & R] May, Ikrar
Nusa Bhakti mencatat bahwa Jakarta sendiri menyebabkan
“1ebih dari 1000 orang, kebanyakan penjarah, mati, terjebak
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dalam mal-mal dan pertokoan yang terbakar. Statistik resmi
menunnjukkan setidak-tidaknya 2547 rumah/toko, 40 mal, 1819
warung, 383 bangunan kantor, 535 bank, 24 restoran, 15 pasar,
12 hotel, 1026 rumah, 2 gereja, 11 kantor polisi, 1119 mobil, 821
motor dan 9 pom bensin rusak atau terbakar selama kerusuhan.
Dibandingkan dengan kerusuhan sebelumnya pada 1966 dan
1974, kerusuhan 1998 dapat dianggap sebagai terburuk yang
pernah dialami Indonesia.” ‘

2 Pada sore hari 18 Mei 1998, Harmoko, dalam kapasitasnya
sebagai Ketua DPR/MPR, disertai para wakilnya, menyerukan
pengunduran diri Soeharto. Dua hari kemudian (20 Mei), 14
menteri termasuk Akbar Tandjung, AM Hendropriyono,
Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto
Dhanutirto, Justika S. Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto,
Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto
Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L.
Sambuaga, dan Tanri Abeng mengundurkan diri. Untuk
deskripsi tentang hari-hari terakhir Soeharto, lihat, “Reformasi
Belum Selesai,” Gatra, 30 Mei 1998, khususnya h. 24-40.

* Tidak semua partai tersebut terdaftar pada Departemen
Kehakiman. Menurut sebuah laporan, hanya 141 partai terdaftar.

* Menurut Arsekal Salim, yang melakukan penelitian terhadap
masalah ini, ke-42 partai tersebut meliputi: (1) Partai Ahlu Sunnah
wal Jamaah, PAS; (2) Partai Aliansi Kebangkitan Mushm Sunni
Indonesia, AKAMSI; (3) Partai Abul Yatama, PAY; (4) Partai
Amanah Masyarakat Madani, PAMM,; (5) Partai Amanat
Nasional, PAN; (6} Partai Bhakti Muslim, PBM; (7) Partai Bulan
Bintang, PBB; (8) Partai Cinta Damai, PCD; (9) Partai Demokrasi
Islam Republik Indonesia, PADRI; (10). Partai Dinamika Umat,
PDU; (11) Partai Dua Syahadat, PDS; (12) Partai Era Reformasi
‘Tarbiyah Islamiyah, PERTI; (13) Partai Indonesia Baru, PIB; (14)
Partai Islam Demokrat, PID; (15) Partai [slam Indonesia, P1I; (16)
Partai Islam Persatuan Indonesia, PIPI; (17) Partai Gerakan Insan
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Muttaqin Indonesia, GIMI; (18) Partai Ka'bah; (19) Partai Keadilan,
PK; (20) Partai Kebangkitan Bangsa, PKB; (21) Partai Kebangkitan
Kaum Ahlussunnah Wal Jamaah, PAKKAM,; (22) Partai
Kebangkitan Muslim Indonesia, KAMI; (23) Partai Kebangkitan
Umat, PKU; (24) Partai Kesatuan Umat Indonesia, PKUI; (25)
Partai Kesatuan Wahdatul Ummah, PKWU; (26) Partai Politik
Islam Masyumi, PPMI; (27) Partai Majawangi; (28) Partai
Masyumi Baru, PMB; (29) Partai Nahdlatul Ummah, PNU; (30)
Partai Persatuan, PP; (31) Partai Persatuan Islam Indonesia, PPII;
{32) Partai Persatuan Pembangunan, PPP; (33) Partai Persatuan
Sabilillah, PPS; (34) Partai Pengamal Thareqat Indonesia, PPTL;
(35) Partai Persatuan Tharikat Islam, PPTI; (36) Partai Politik
Thareqat Islam, PPTI; (37) Partai Republik Islam, PRI (38) Partai
Solidaritas Uni Indonesia, Partai SUNT; (39) Partai Syarikat Is-
lam Indonesia, PSII 1905; (40) Partai Syarikat Islam Indonesia,
PSII; (41) Partai Umat Islam, PUIL; dan (42) Partai Umat Muslimin
Indonesia, PUMI. Diari jumlah itu, hanya 35 partai politik Islam
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Departemen
Kehakiman. Lebih jauh, hanya 20 di antaranya yang mementuthi
syarat —melalui proses verifikasi—untuk ikut serta pada
pemilihan umum 7 Juni 1999.

Wawancara dengan mantar Presiden B] Habibie di tempat
tinggalnya Kakerbeck, Jerman, 2-4 Juli 2002. Dan ketika diminta
pendapatnya tentang lahirnya banyak partai politik, dia
mengatakan bahwa hal ini merupakan sehatnya pengalaman
demokrasi Indonesia.

Mengutip beberapa contoh, Partai Abul Yatama (Pancasila, UUD
1945, dan al-Qur'an dan Hadis); Partai Cinta Damai (Pancasila);
PAN (Pancasila); Partai Umat Muslimin Indonesia (Pancasila);
Partai Indonesia Baru (Pancasila dan UUD 1945); PKB (Pancasila);
Partai Kebangkitan Umat (Pancasila); Partai Nahdlatul Ummah
(Pancasila, Islam, dan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah); Partai
Solidaritas Uni Indonesia (Pancasila); Partai Syarikat Islam In-
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donesia {Pancasila); dan lain-lain,

7 Kenyataannya, manuver semacam itu tidak didukung seluruh
anggota PKB. Dilaporkan, ada segelintir anggota partai yang
memberikan suara kepada Megawati untuk menjadi presiden
keempat. :

# Wawancara dengan Hajriyanto Y. Thohari di Jakarta, 28 Agustus 2002

’  Wawancara dengan Hajrivanto Y. Thohari di Jakarta, 28 Agustus 2002.

' Wawancara dengan Aswar Hasan, Makassar, 12 Oktober 2002.



WAWASAN KEBANGSAAN,
DEMOKRASI, DAN MASA DEPAN
INDONESIA

ADAKAH HUBUNGAN ANTARA wawasan kebangsaan
dan demokrasi? Menjawab pertanyaan demikian, di dalam
situasi demokrasi yang tengah menjadi “satu-satunya
permainan”, merupakan sesuatu yang tidak mudah. Untuk
memberikan kata tegas bahwa antara keduanya memang terdapat
hubungan merupakan kerja intelektual dan praktik politik yang
bersifat “bidikan panjang” (long shot). Namun, meskipun dengan
kehatian-hatian yang cukup, menyatakan bahwa pertemuaan
antara keduanya justru merupakan inconvenient facts—karena
kompleksitas yang dimilikinya dan kemungkinan adanya
ketidaksesuaian antara wawasan kebangsaan dan demokrasi —
bisa merupakan sesuatu yang tidak populer (Linz dan Stepan,
1996: h. 24-33). A

Untuk itu, tulisan ini akan mengambil posisi sebagai
rujukan yang bersifat the second thought. Artinya, baik yang
dengan semangat agak berlebih mengatakan bahwa antara
wawasan kebangsaan dan demokrasi merupakan dua hal yang
bersifat compatible—dan mungkin justru saling melengkapi
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(komplementer), maupun mereka yang memilih untuk
berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu tatanan atau sistem
pemerintahan (regime)—dan karenanya tidak ada kaitannya
dengan wawasan kebangsaan, sebaiknya menjadikan
pandangan-pandangan yang akan disajikan berikut ini sebagai
dasar untuk menengok ulang dan mempertimbangkan kembali
posisi masing-masing,.

Karena sifat second thought, maka tulisan ini akan melihat
dinamika perkembangan pemikiran mengenai wawasan
kebangsaan di satu pihak, dan upaya kita menegakkan
kehidupan nasional yang demokratis di pihak lain. Dan,
bagaimana wacana dan praktik tentang wawasan kebangsaan
dan demokrasi berinteraksi—jika memang ada.

k2

Meskipun mungkin tidak terlalu tepat benar, rasanya tidak
terlalu berlebihan untuk melihat gagasan awal mengenai
wawasan kebangsaan (nasionalisme) Indonesia sebagai
“keinginan untuk menjadi atau menciptakan Indonesia.”
Gagasan seperti ini dapat dijumpai dalam tulisan Soekarno
mengenai “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, dan
“Indonesianisme dan Pan-Asiatisme” (Panitia Peringatan 100
Tahun Bung Karno, 2001: h. 1-30). Kendatipun dirumuskan secara
umum, dan mungkinjuga masih dalam tataran yang “dibayangkan”
(Anderson, 1991)—dan karenanya terbuka untuk diterjemahkan
dalam konteksnya yang lebih detail—“pandangan dunia”
(worldview) mengenai keindonesiaan adalah, seperti dilukiskan
Legge, “suatu gerakan positif, yang merupakan operasionalisasi
dari suatu kekuatan ideologi baru yang tidak semata-mata
berkaitan dengan soal perlawanan terhadap dominasi Belanda,
tetapi juga berhubungan dengan soal membangun suatu entitas
nasional baru” (Legge, 1964: h.112). Karenanya, masih
menuruinya, “nasionalisme bukanlah produk dari suatu
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pemerintahan opresif, tetapi tumbuh dari kekuatan-kekuatan
perubahan sosial yang mendalam.” (Legge: h. 116).

Dalam konteks negara-negara berkembang, kekuatan-
kekuatan yang mendalam itu berkaitan erat dengan keinginan
untuk menyatukan kelompok-kelompok yang dipisahkan oleh
bahasa dan suku yang berbeda dalam batas-batas teritorial politik
yang secara arbitrer ditentukan oleh kecelakan sejarah pemerintahan
kolonial. Memang, sejarah yang sama, atau wilayah yang sama
bisa menjadi faktor penting dalam membentuk wawasan
kebangsaan. Namun, belum tentu yang sedemikian itu—kesamaan
sejarah dan wilayah—menjamin terbentuknya pandangan yang
sama. Seperti yang dicontohkan bangsa Yahudi, meskipun tidak
memiliki wilayah yang sama, mereka mempunyai identitas
kebangsaan (keyahudiaan) (Legge: h. 117).

Karenanya, pertumbuhan wawasan kebangsaan bukaniah
sesuatu yang bisa diperlakukan secara taken for granted. Alih-
alih, wawasan kebangsaan, baik dalam konteks budaya ataupun
tujuan-tujuan politiknya, merupakan sesuatu yang harus
diperjuangkan.

Dalam konteks zamannya, gagasan mengenai “keinginan
untuk menjadi atau menciptakan Indonesia” tumbuh dalam
struktur pemeritahan kolonial. Karenanya, tidak terlalu sulit
untuk memahamijalan pikiran para penggagasnya, bahwa jalan
pertama yang harus ditempuh adalah membebaskan Hindia
Belanda dari cengkeraman kekuasaan penjajah. Diilhami oleh
semangat yang kurang lebih sebanding, yang berkembang di
tanah jajahan lainnya, “gerakan nasional di Nusantara
melakukan komitmen terhadap gagasan kemerdekaan bagi
suatu negara-bangsa Indonesia yang meliputi seluruh wilayah
Hindia Belanda, dan termasuk semua golongan etnis pribumi.
(Cribb, 2001: h. 22).

Yang demikian ini jelas merupakan proyek raksasan. Kerja
besar bukan hanya dalam perspektif wilayah Hindia Belanda
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yang luas, beragam, dengan pembelahan-pembelahan sosial-
budaya, ideologi, dan keagamaan yang kompleks, tetapi juga
dengan adanya pretensi untuk menyatukan. Akan tetapi,
keinginan untuk menyatukan inilah yang mendatangkan
makna yang sangat penting. Persatuan menjadi suatu
kebutuhan, dalam artian—seperti ditulis Cribb (2001: h. 25-26),
“bahwa tidak satu pun dari kelompok-kelompok etnis pribumi
di Nusantara dapat dikucilkan dari gagasan Indonesia.” Dengan
kata lain, “persatuan menjadi prioritas utama dari gerakan
nasional.” Karena persatuan menjadi icon dari pandangan dunia
untuk “menjadi atau menciptakan Indonesia”, maka dapat
dipahami jika realisasi politik awal dari tekad ini terumuskan
dalam jargon “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa”.

Di luar rumusan yang serba umum itu, yang lain—i.e.
detail, terjemahan, penjabaran, dan pelaksanaan gagasan dasar
tersebut—seakan menjadi tidak penting. Seperti telah
disebutkan, yang terpenting adalah terbentuknya komitmen
bersama untuk menjadi atau menciptakan Indonesia.
Bagaimana hal itu diterjemahkan di dalam kenyataan sehari-
hari merupakan sesuatu yang bakal terbentuk dan dipengaruhi
oleh dinamika kehidupan sosial-ekonomi dan politik nasional.

Mestinya, pandangan seperti ini merupakan sesuatu yang
logis. Karena, tak mungkin kita menerjemahkan dasar-dasar
kebangsaan kita dalam perspektif periode tertentu. Namun, d
sinilah sebenarnya awal kita memperlakukan semangat
kebangsaan—i.e., persatuan, keinginan untuk menjadi atau
menciptakan Indonesia—secara taken for granted.

Memang, tidak semua episode sejarah merupakan
terjemahan dari wawasan kebangsaan yang bersifat taken for
granted. Dalam konteks kebijakan ekonomi dasawarsa 1950-an,
misalnya, ada kaitan jelas antara wawasan kebangsaan dengan
gagasan mengenai economic nationalism. Tuntutan untuk
melakukan “indonesianisasi” ekonomi, yang ekspresi
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praktisnya muncul dalam bentuk pengusiran segala sesuatu
yang berbau Belanda, atau digulirkannya Program Benteng,
barangkali bisa dikaitakan dengan gagasan kebangsaan untuk
“menjadi atau menciptakan Indonesia” (Sutter, 1959). Demikian
pula gagasan mengenai sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, perlunya identitas nasional, dan sebagainya;
semuanya bisa disebutsebagai terjemahan praktis dari tuntutan
nasionalisme (Legge, 1964: h. 136).

Meskipun terjemahan praktis dari wawasan kebangsaan
kita hadir dalam setiap periode sejarah, tak mungkin dipungkiri,
bahwa yang menonjol dari kehidupan nasional kita pada
dasawarsa 1950-an adalah maraknya kehidupan partai politik
yang ditandai dengan jatuh-bangunnya kekuatan-kekuatan
politik (Feith, 1962). Begitu “dinamisnya” kehidupan partai
politik ketika itu—-dan seolah-olah inilah satu-satunya amanat
kemerdekaan yang harus dilakukan, sehingga sulit rasanya
untuk mengatakan bahwa hal itu merupakan terjemahan
langsung dari wawasan kebangsaan kita.

Dan, ketika Presiden Soekarno “ mengambil alih” kekuasaan
melalui dekrit 1959, mungkin saja yang dimaksudkan adalah
keinginan untuk mengembalikan wawasan kebangsaan pada
riil Indonesia yang sebenarnya—bukan dalam konteks
demokrasi Barat yang besifat stem-steman itu. Revitalisasi
persatuan nasional oleh Soekarno, dalam bentuk kebijakan
Manipol Usdek dan nasakom pun bisa dilihat dalam
perspektif yang sama. Namun, umum diketahui bahwa
itulah periode otoritarianisme dunia ketiga tengah
diberlakukan di Indonesia.

Sejarah Orde Baru menunjukkan gejala yang sebanding.
Terlepas dari adanya pernik-pernik kebijakan yang mungkin
dapat diketegorikan sebagai terjemahan langsung dari
wawasan kebangsaan kita, orang cenderung untuk melihat
Orde Baru sebagai kelanjutan dari praktik oloritanianisme lama
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dalam bentuknya yang lebih komprehensif. Hegemoni negara
telah mendatangkan uniformitas kehidupan sosial-ekonomi dan
politik justru membuat publik bertanya tentang semangat
persatuan (dan kesatuan) yang tengah dikembangkan.

Demikian pragmatisnya pada periode ini, sehingga
wawasan kebangsaan sebagai wacana pun sebenarnya tidak
berkembang (idle). Semangat nasionalisme baru muncul ketika
harga diri (pride) kita terasa disepelekan. Meskipun publik marah
terhadap Orde Baru, yang begitu bergantung terhadap
kekuatan-kekuatan asing —nekolim dalam pandangan
Soekarno —nasionalisme kita tersinggung begitu melihat
Michael Camdesus melipatkan tangan di dada, sementara
Presiden Soeharto menandatangani letter of intent.

Pada bulan-bulan awal paska kejatuhan Soeharto,
pembicaraan tentang wawasan kebangsaan mulai dibuka
kembali. Ancaman pemutusan hubungan dengan kosmos
nasional Indornesia oleh sejurnlah daerah di Sumatera, Kalimantan,
Irian Barat, danbahkan Jawa, membuatkita mempertanyakaan kembali
nilai-nilai bersama (shared values) seperti apa yang masih ada. Kalau
duliyang menjadi pandangan dasar adalah “menjadiatau menciptakan
Indonesia”, banyak sekali yang kecewa dengan sosok Indonesia yang
berhasil diciptakan selama lima dasawarsa ini. Meskipun
demikian, banyak pihak yang merasakan bahwa yang
berkembang selama periode transisi yang sudah berjalan dalam
beberapa tahun ini adalah pragmatisme ekonomi dan politik.

Jika demikian halnya, maka benar adanya bahwa wawasan
kebangsaan telah diperlakukan secara taken for granted. Setidak-
tidaknya, ia telah diterjemahkan secara ad hoc. Sebagai
“pandangan dunia” Indonesia, mestinya wawasan kebangsaan
tercermin dalam dinamika kehidupan sosial-ekonomi dan politik.
Yang menarik adalah bahwa, baik sistem pemerintahan yang
demokratis (1950-1959) ataupun otoriter (1960-1998) tidak
memberikan kontribusi yang jelas bagi perkembangan gagasan
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mengenai wawasan kebangsaan di satu pihak, terjemahan
kontrit dari gagasan tersebut di pihak lain.

bl

Namun, bukankah sebenarnya yang ingin kita katakan
adalah bahwa justru karena kita tidak mengembangkan
kehidupan kenegaraan yang demokratis, wawasan kebangsaan
kita menjadi terganggu. Uniformitas sosial-budaya, ekonomi, dan
politik secara natural berlawanan dengan karakteristik masyarakat
Indonesia yang sangat plural. Inilah yang dianggap menggerogoti
wawasan kebangsaan dan membuat daerah-daerah tertentu
mempertanyakan manfaat atau keuntungan, baik yang bersifat
tangible atau non-tangible, menjadi bagian dari Indonesia.

Dalam pandangan Soekarno maupun Soeharto, justru
pluralisme atau kebhinnekaan inilah yang harus dikelola
sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi ancaman bagi keutuhan
dan kesatuan bangsa. Karenanya, apa pun yang dianggap tidak
sesuai denagn tradisi ketimuran harus dihilangkan. Demokrasi
hendaknya diletakkan di dalam kerangka “ada yang memimpin”.
Dan, ideologi selain Pancasila—karena inilah yang dianggap
pemersatu-harus ditolak.

Jadi, seperti telah disebutkan, dalam konteks pelaksanaan
sistem pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia, baik
demokrasi atau otoritarianisme, keduanya tidak mempunyai
kaitan langsung dengan soal wawasan kebangsaan.

Seperti disinggung di awal tulisan, wawasan kebangsaan dan
demokrasi bisa merupakan incorrvenient facts — fakta-fakta yang saling
tidakmendukung, Keduanyamemilikilogika yang berbeda. Kebijakan
suatu negara yang dibangun atas dasar semarigat wawasan
kebangsaan mempunyai logika yang berbeda dengan kebijakan
yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Linz dan Stepan, nasionalisasi kebijakan negara
dimaksudkan untuk menciptakan homoginitas budaya. (Linz
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dan Stepan,1996: h. 25). Sadar atau tidak sadar, para pemimpin
negara mengirimkan pesan bahwa negara harus menjadi ‘dari
dan untuk’ bangsa. Karenanya, di dalam konstitusi mereka
menulis, dandi dalam kegiatan politik mereka mempraktikkan,
bahwa bahasa mayoritas menjadi bahasa resmi, dan kadang-
kadang menjadi satu-satunya bahasa yang dipakai dalam
urusan negara dan sekolahan; agama mayoritas mempunyai
kedudukan istimewa—meskipun tidak mesti menjadi agama
resmi; simbol budaya mayoritas juga mempunyai kedudukan
istimewa di dalam simbol-simbol negara. Sebaliknya, kebijakan-
kebijakan demokratis lebih menekankan pada penerimaan
warganegara secara keseluruhan; mereka diperlakukan secara sama.

Persoalan ini bisa menjadi lebih kompleks jika kita mengaitian
wawasan kebangsaan dengan demokrasi dan globalisasi. Globalisasi
yang sering dijadikan faktor bagi keharusan negara-negara
berkembang untuk mengikuti paradigma negara-negara adikuasa,
khususnya pada periode paska perang dingin, telah ikut mendorong
adanya proses demokratisasi gelombang ketiga (Huntington, 1991).
Bersamaan dengan. itu, globalisasi juga potensial untuk
memunculkan “region-states”, yang pada gilirannya bukan tidak
mustahil dapat menyebabkan—dalam pandangan Kenichi Ohmae -
“berakhirnya negara-bangsa” (Ohmae, 1996)). Jika pandangan ini
suatu saat memperoleh dukungan yang cukup berarti, bukankah
wawasan kebangsaan dari suatu negara-bangsa menjadi sesuatu
yang tidak relevan di alam demokrasi?

HoEF

Jika apa yang telah diuraikan justru membuat persoalan
menjadi rumit, dan malah tidak memudahkan kita untuk
mengurai masalah, ada baiknya kita melupakannya sejenak.
Saya kita, yang diperlukan adalah rumusan ulang mengenai
wawasan kebangsaan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Indonesia setelah mengalami perjalanan panjang
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selama lima dasawarsa lebih. Yang diperlukan adalah sebuah
rumusan mengenai wawasan kebangsaan yang menegaskan
bahwa shared values, course of divection, dan common destinty itu
memang ada. Bahwa demokrasi dianggap-—apalagi di zaman
sekarang ini —sebagai sebuah rezim pemerintahan yang baik,
hal itu harus dipandang sebagai instrumen untuk mencapai
cita-cita bersama.***
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Pembicaraan mengenai posisi agama di dalam kehidupan, apakah itu
dalam konteks ruang publik atau ruang privat, tidak bisa didekati hanya
dengan menggunakan pandangan-pandangan yang bersifat dikotomis—
sekularisasi versus teokrasi. Dua pandangan tadi mempunyai potensi untuk
secara teologis dan sosiologis “salah,” setidak-tidaknya tidak tepat. Sebab,
sebagaimana kehidupan itu sendiri, di sana-sini ada dua ruang—publik dan
privat—yang tidak setiap saat bisa dijuktaposisikan secara berlawanan.

Yang penting untuk dilakukan di sini, saya kira, bukanlah melakukan
penilaian akhir apakah agama itu masuk dalam kategori publik atau privat,
tetapi melakukan identifikasi bersama hal-hal yang memang harus menjadi
persoalan privat, dan mana yang menjadi masalah publik.
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